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ABSTRAK

Notaris sebagai pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, didelegasikan untuk menjalankan sebagian
kewenangan pemerintah dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui sebagai kebenaran yang
mempunyai  kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, sdama akta yang dibuat
memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan kewenangan
tersebut, Institus Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah agar ketika menjalankan kewenangannya
memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Undang-
undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas selain
mengawasi juga memeriksa dan membina Notaris. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1.
Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Magjelis Pengawas Notaris terhadap
Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?, 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran
hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?, dan 3. Bagaimana peran Magjelis Pengawas
Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh
pihak Kepolisian terhadap Notaris?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang
bersifat hukum normative dan hasil penelitian akan bersifat deskriptif anditis evaluatif.
Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Mgjelis Pengawas Notaris dilakukan dengan
membentuk Maelis Pengawas. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini
berada pada Mgelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan
sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan
adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam
praktek, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mengangkibatkan akta mengalami
degradasi kekuatan pembuktian dari sempurna menjadi hanya berkekuatan pembuktian
bawah tangan, bahkan sebuah akta Notaris dapat batal demi hukum.
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ABSTRACT

Notary as a independent government employees, delegated to run the government in terms of
making authentic deed recognized as a formal evidentiary strengt and power of execution, as
long as the deed made digible authenticity specifiedin Article 1868 Civil Code. With
such authority, Public Notary Institutions need to be supervised by the Government so that when
executing authority relating to the implementation of the duties of Public Notary Law and Notary
Public Code of Ethics. Oversight mechanismis done by the Minister of Justice and Human
Rightsby establishing a Council of Trusteeswho servedin addition to overseeing Notary,
examine and develop. The issue in this paper are: 1L.What are the formsand mechanisms
of oversight by the Supervisory Council of Public Notary according to Public Notary law?,
2. How isthe form of legal violations that occur in practice Notary?, And 3. How does the role
of the Supervisory Council Public Notary gave its approva in related examinations conducted
by the policeagainst ?This study is a research library that normative law
and descriptive research will be analytical evaluative. Milestone of monitoring, inspection,
and coaching are at the Regional Supervisory Council (MPD), because in actua MPW as the
successor or follow-up of what has been done by the MPD who findings of violations commited
by the Notary in practice. Violations commited by the Notary had been made authentic deed
degrades the strength of evidence from perfect to just below the hand strength of
evidence, even a notary deed can be null and void.
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BAB |
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, membutuhkan aat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum,
guna mewujudkan suatu kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi
masyarakat Indonesia* Untuk mencapai hal tersebut, negara melaui Menteri yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang kenotariatan yakni Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Menteri, mengangkat seorang
Notaris sebagai pejabat yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam
bidang hukum keperdataan.

Sebagal pejabat yang melayani kebutuhan masyarakat, Notaris berwenang
membuat suatu aat bukti tertulis berupa akta otentik dari setiap lalu lintas hukum
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti hubungan bisnis dibidang
perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan dalam kebutuhan lainnya, sehingga
hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dapat dijabarkan secarajelas
dalam suatu akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), akta otentik digolongkan sebagal alat bukti tertulis yang mempunyal
kedudukan lebih sempurna dibandingkan akta yang dibuat dibawah tangan. Hal
tersebut dilihat dari beberapa hal yang ada pada akta otentik dan tidak dimiliki

YPertimbangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UNIVERSITAS INDONESIA
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oleh akta bawah tangan, seperti tanggal yang pasti, grosse dari akta otentik yang
mempunyai  kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim, dan
kemungkinan hilangnya akta otentik lebih kecil dibandingkan akta di bawah

tangan.’

Sempurnanya kekuatan pembuktian sebuah akta bahkan tidak dapat
dibantah dengan kesaksian tertulis atau lisan dari Notaris yang membuatnya.
Karena setelah akta dibaca dan ditandatangani, maka akta telah memiliki kekuatan
otentik, yang artinya apa yang dituliskan didalam akta adalah benar sampa ada
yang membuktikan sebaliknya.’

Dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah yang berdiri
sendiri, sebagal seorang pegawa pemerintah Notaris didelegaskan untuk
menjalankan sebagian kewenangan pemerintah, yang dengan kewenangan itu
tugas yang dijalankan Notaris dalam hal membuat akta otentik di akui sebagai
kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya
eksekusi, selama akta yang dikeluarkan memenuhi syarat otentisitas yang
ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dibuat oleh atau dihadapan
pgabat umum, bentuknya sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang,

dan pejabat umum harus mempunyai wewenang untuk membuat aktaitu.*

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan Negara dalam hal
pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian. Namun, Notaris bukanlah
pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah, melainkan honorarium dari
masyarakat yang mendapat pelayanan hukum dari seorang Notaris. Hal ini,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris diangkat oleh Pemerintah melalui Menteri, bukan untuk keperluan
sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Oleh

’G.H.S Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.4, (Jakarta; Erlanga, 1996), hal.
54.

*Ibid., hal 55.

*Pieter Latumeten, ‘Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model
Aktanya,” (MAKALAH DISAMPAIKAN PADA Kongres XX lkatan Notaris Indonesia, Surabaya,
28 Januari 2009), hal. 2.
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karenanya, ingtitus Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah, agar ketika
menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan
pel aksanaan tugas jabatan Notaris. Persyaratan tersebut termaktub dalam undang-
undang dan kode etik yang mengatur profesi Notaris. Wawan Setiawan
menggambarkan unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris
profesional dan ideal, antaralain dan terutama adalah sebagai berikut: °

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan
terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris,
teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan
Jabatan Notaris.

2. Diddam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya
senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh
organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika
profes pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Loya terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya
dan senantiasa turut aktif didalam kegiatan yang diselenggarakan
oleh organisasi profesinya

4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjal ankan tugas/profesinya.

M ekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Notaris
dilakukan secara berkesinambungan, dan dilaksanakan berdasarkan UUJN dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota,
pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan
Magjelis Pengawas.

Menteri sebaga kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan

Wawan setiawan, Notaris Profesional dan Ideal, (Jakarta, Media Notariat, Edis Mei-
Juni 2004)hal. 23.
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Pemerintah dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia® membentuk Majelis
Pengawas Notaris untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan

pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap Notaris.

Majelis Pegawas Notaris (untuk selanjutnya disingkat MPN) yang
terbentuk sgjak berlakunya UUJN dibagi kepada beberapa tingkatan, yakni untuk
daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Mgelis Pengawas Daerah (untuk
selanjutnya disingkat MPD), untuk daerah provins diselenggarakan oleh Magelis
Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disingkat MPW), dan untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya
di singkat MPP).

MPN kini telah terbentuk yang terdiri dari sembilan orang yaitu tiga orang
dari unsur Pemerintah, tiga orang dari Notaris, dan tiga orang dari akademisi.
Adanya anggota Mg elis Pengawas dari kalangan Notaris merupakan pengawasan
internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris,
sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia
akademik, Pemerintah, dan masyarakat.’Dari perpaduan unsur internal dan
eksternal tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan
pemeriksaan yang objektif, sehingga pengawasan dilakukan berdasarkan aturan
hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak
menyimpang dari UUJN.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisas,
Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Maelis Pengawas, dan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-
pw.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Magjelis Pengawas
Notaris. Pasal 66 UUJN mengatur mengena wewenang MPD yang berkaitan

dengan:

®Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang K edudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
K ode Etik Notaris
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(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim, dengan persetujuan MPD berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam

penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf adibuat berita acara penyerahan.

Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil
ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat

MPD, yaitu mengenai:®

a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampa dengan 6 (enam)
bulan;

b. Menetapkan Notaris penganti;

c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat
serah-terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun
atau lebih;

d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan undang-
undang;

e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah
tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan
dan daftar surat lain yang diwajinkan Undang-undang

f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar
surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan

®*Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasai, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan
Majelis Pengawas.
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yang dibukukan dan disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya
paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari kalender pada bulan
berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan
judul akta

Wewenang MPW selain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonessa Nomor M.39-pw.07.10 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Maelis Pengawas Notaris. UUJN mengatur
mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:®

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
atas laporan masyarakat yang disasmpaikan melalui Majelis Pengawas
Wilayah;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Memberikanizin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang memberikan sanksi
berupa teguran lisan atau tertulis;

e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada M PP berupa:

(1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan
atau;

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

f. Membuat berita acara atas setigp keputusan penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

® Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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Wewenang MPP juga selain diatur ddam UUJN, diatur pula dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Mgjelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-pw.07.10 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Maelis Pengawas Notaris. UUJN mengatur

mengenai wewenang M PP yang berkaitan dengan:*°

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak
hormat kepada Menteri.

Daam menjaankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat
Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum
ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang
dibuatnya, karena dalam perjalanannya akta yang dibuat oleh Notaris tidak selalu
mempunyal kekuatan sebagal alat bukti sempurna maupun pegangan yang dapat
diandalkan bagi para pihak yang menandatangani akta.

Cacat hukum kerap kali terjadi dalam proses pembuatan akta yang
menyebabkan sebuah akta hilang keotentikannya, hal tersebut bisa terjadi akibat
ulah Notaris maupun ulah para penghadapnya. A. Kohar, SH dalam bukunya yang

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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berjudul Notaris Berkomunikasi mencatat beberapa kesimpulan mengena hal-hal
yang menyebabkan akta menjadi cacat, diantaranya: **

1. Akta yang dibuat dihadapan Notaris bisa batal demi hukum, jika isinya
melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan;

2. Akta Notaris dapat dibatalkan atas permintaan yang bersangkutan jika
persyaratan untuk melakukan tindakan hukum tidak terpenuhi;

3. Orang yang datang kepada Notaris dan bercerita tidak dengan
sesungguhnya dapat membahayakan dan membuat kurang mantap aktaitu
sendiri, yang dapat merugikan para pihak;

4. Cacat akta berakibat akta batal atau dapat dibatalkan, yang bisa disebabkan
karena ulah penghadap sendiri.

Cacat pada akta yang dibuat oleh Notaris, juga bisa berujung pemanggilan
oleh kepolisian. Direktur | Keamanan Transnasional Bareskrim Mabes Polri
Badrodin Haiti dalam sebuah media online menyatakan , bahwa Notaris biasanya
dipanggil terkait kasus pertanahan dan pemalsuan dokumen. Kapasitas Notaris
bisa sebagai saksi ataupun tersangka. Bahkan, dalam Kongres XX INI (lkatan
Notaris Indonesia) di Surabaya juga diungkapkan, masih banyak Notaris yang
melanggar UUJN dalam membuat akta. Misalnya pembuatan perjanjian kredit
antara bank dan nasabah, masih ada Notaris yang tetap mengeluarkan akta
meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Adapula,
Notaris yang tidak mengetahui pihak-pihak yang tertuang dalam akta lantaran

kliennya merupakan limpahan dari Notaris di daerah lain.*?

Kapoldasu Irjen Nurudin Usman dalam sambutannya pada seminar
“Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Polri terhadap Notaris/PPAT sebagai saks
atau tersangka atas dugaan perbuatan tindak pidana’ mengatakan bahwa kasus
tindak pidana yang melibatkan Notaris, sgjak tahun 2005 sampa 2007 di

Ypid., hal. 25.

27K etika Notaris dipanggil Polisi” www.hukumonline.com, diunduh 14 februari 2009.
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Direktorat Reskrim dan satuan wilayah di jgjaran Poldasu, sebanyak 153 kasus.
Dimana 10 orang sebagai tersangka dan sebanyak 143 orang jadi saks.
Pada umumnya Notaris terlibat dalam kasus pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang
pemalsuan surat, Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik,
dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.™

Mengingat Notaris sebagal institusi esoteri, maka Notaris harus
diperlakukan secara khusus jika tersangkut dalam suatu perkara pidana dengan
mengikuti prosedur pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasa 66 UUJN.
Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh
MPW maupun MPP. Subtansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik,
penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas
jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan

dalam undang-undang, yakni:**

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan peerundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akte-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pegabat lain atau orang yang ditetapkan oleh
undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagimana ditulis dan digambarkan dal;am surat
yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Bwww.waspadaonline.com, diunduh 29 Oktober 2007.
¥Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta
risalah lelang.

Prosedur pemeriksaan terhadap Notaris yang disebutkan dalam Pasal 66
UUJN hanya berlaku dalam hal Notaris tersangkut dalam perkara pidana, karena
Pasal 66 UUJN berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang
lingkup perkara pidana. Artinya, jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin
dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan
jika ada hak-haknya yang terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Daam proses pemeriksaan dan penyidikan, pihak penyidik selain
mengacu kepada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) juga
harus memperhatikan Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris. Terkait
dengan hal ini maka tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66 UUJN dituangkan
dalam sebuah nota kesepahaman atau MOU (Memorandum Of Understanding)
nomor Pol : B/1056N/2006 dan nomor : 01/MOU/PP-INI/V/V 2006 tanggal 9 Mei
2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan
Hukum antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris sebaga wadah yang sengaja dibentuk oleh
Menteri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, dengan
kewenangan yang dimiliki, juga sebagai representatif pemerintah dalam
menjembatani para penegak hukum dalam hal melakukan proses hukum yang
melibatkan Notaris, membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih
daam mengena ha tersebut, sehingga Penulis memberi judul penelitian ini,
dengan judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Daam Pengawasan Terhadap
Notaris dan Akta-aktanya’.
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2. Pokok Permasalahan

Adapun, pokok permasalahan yang Penulis identifikasi dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Mgelis Pengawas
Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?

2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek

Notaris?

3. Bagamana peran Majelis Pengawas Notaris daam memberikan
persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
kepolisian terhadap Notaris?

3. Metode Pendlitian

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian yang
bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer seperti peraturan
perundang-undangan di Indonesia, dan bahan sekunder yang didapat dari buku,
artikel majalah maupun internet, jurnal dan surat kabar, serta berbagai tulisan-

tulisan ilmiah seperti makalah, tesis, dan disertasi.

Typology penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
eksplanatoris dengan bentuk evauatif, yaitu menganalisa secara mendalam
berbagal undang-undang yang terkait dengan kewenangan Majelis Pengawas
Notaris, dan kewengan Notaris serta implikasinya ketika Notaris menjaankan
kewenangannya. Alat pengumpulan data dengan studi dokumen yang berkaitan
dengan kewenangan Magelis Pengawas Notaris, kewenangan Notaris, praktek
Notaris, perlindungan dan tanggung jawab Notaris dalam menjaankan

kewenangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder mencakup penelitian terhadap perkembangan notariat
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di Indonesia, perundangan-undangan yang berkaitan dengan Notaris, kedudukan
akta Notaris sebagai akta otentik serta aspek berlakunya didalam sistem hukum
dan peradilan di Indonesia, bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi dalam
praktek Notaris, hubungan antara Notaris dengan penghadap dan Penyidik
Kepolisian Republik Indonesia ketika ada dugaan terjadinya pelaggaran hukum,
serta kewenangan Magjelis Pengawas Notaris. Sementara itu, metode analisa data
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bersifat
deskriptif-analistis-evaluatif terhadap kasus Notaris H.M. ZAINI, SH atas putusan
Majelis Pengawas Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan
banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 01/MPW Not-SS/11/2008 tanggal 29 Februari 2008.

4. Sistematika Pendlitian
BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang Notaris sebagai Pgjabat umum
yang melayani kebutuhan masayarakat dalam bidang hukum
perdata dan pengawasan institusi Notaris oleh Maelis Pengawas
Notaris, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB || PERAN PENGAWASNOTARIS MENURUT UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS

2.1. Notaris, Akta-Akta dan Kewenangannya

Pada bab ini memuat tentang tugas dan kewenangan Notaris.
Fungs dan manfaat akta Notaris. Kekuatan pembuktian akta
Notaris. Kewgjiban dan larangan Notaris.

2.2. Kelembagaan dan Wewenang M ajelis Pengawas Notaris

Pada bab ini memuat tentang kelembagaan, fungsi, tugas dan tata

kerjaMajelis Pengawas Notaris.
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2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-
Aktanya

Pada bab ini memuat tentang pemeriksaan protokol Notaris.
Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran Undang-
Undang Jabatan Notaris. Dan Penerapan Pasal 66 Undang-
Undang Jabatan Notaris.

24. Bentuk Pelanggaran Notaris dan Implikasinya

Terhadap Akta-aktanya
25. Analisis

Bab ini memuat analisis terhadap kasus Notaris H.M. ZAINI,
SH Atas Putusan MPP Notaris Yang Memeriksa dan Memutus
Permohonan Banding Terhadap Putusan Maelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/MPW
Not-SS/11/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan analisis terhadap
pokok permasalahan.

BAB |11 PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran
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BAB |1

PERAN PENGAWASNOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS

2.1. Notaris, Akta-akta, dan Kewenangannya
2.1.1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya didasari oleh
perangkat aturan hukum, diantaranya Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya” .

Daam kamus bahasa Indonesia, Notaris berarti orang yang mendapat
kuasa dari Pemerintah (dalam ha ini Kementerian Hukum dan Hak Asas
Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta,
dsb. Undang-Undang Jabatan Notaris menjabarkan pengertian Notaris yaitu : *°

“Notaris adalah pegjabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dari definis tersebut, dapat dissimpulkan bahwa Notaris adalah satu-
satunya Pegabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebaga alat
pembuktian yang sempurna. Posisi tersebut menempatkan Notaris sebagai

BPasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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perpanjangantangan negara yang menunaikan sebagian tugas negara di bidang
hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai
Pgjabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati,
dan lain sebagainya.’®

Dalan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris Indonesia
dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak
profesiona dalam menjaankan jabatannya sesuai dengan UUJN vyaitu
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan
kepada masyarakat diberikan oleh Notaris berdasarkan kewenangan yang
dimilikinya, sebab kewenangan Notaris merupakan tindakan hukum yang diatur
dan diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap jabatan
Notaris.”

Berikut kewenangan Notaris dalam rangka melayani kebutuhan
masyarakat dalam bidang hukum perdata selain membuat akta otentik,

berdasarkan yaitu :*8

a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus:

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

18 pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang,
dan Di Masa Datang, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 229.

YEX. Suhardana, Hukum Perdata | (Buku Panduan Mahasiswa), (Jakarta: PT.
Prenhalindo, 2001) hal. 23 ., bahwa kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur
dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
mengatur jabatan yang bersangkutan.

“*Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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g. Membuat aktarisalah lelang.

Dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam hal pembuatan akta
otentik, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, seorang Notaris wajib
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua
orang saksi dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris. Selain itu, akta tersebut harus mempunyai nilai yuridis dalam arti
mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya dalam
membuat sebuah akta, seorang Notaris/Pgabat Pembuat Akta Tanah harus
memperhatikan 3 (syarat) sebagai berikut:*°

1. Syarat subyek yaitu para pihak yang melakukan perbuatan hukum adalah
pihak yang berhak atau berwenang.

2. Syarat obyek yaitu tanah atau obyek lainnya, secara hukum tidak dalam
sengketa dan tidak menjadi jaminan utang lainnya.

3. Syarat yuridis formil yaitu Pejabat Umum yang membuat akta otentik
adalah pejabat yang berwenang, ada 2 (dua) orang saksi yang sudah
dewasa, disetujui oleh ahli warisnya, dan disetujui oleh ahli warisnya
dalam ha hibah sedangkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
merupakan standar khusus yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kewenangan Notaris yang berkaitan dengan surat sebagai alat pembuktian
tertulis dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Surat untuk dapat dikatakan
sebagal akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus
digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. KUH Perdata
mengaturnya dalam Pasal 1867 sampai dengan pasal 1880.

19 Supranowo, Himpunan Karya Tulis Bidang Hak Tanggungan dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1990) hal. 36.

UNIVERSITAS INDONESIA

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



17

Sebagal pegjabat umum, Notaris bertanggungjawab atas tugas yang di
jalankan dan kewenangan yang dimiliki. Namun, tanggungjawab Notaris dibatasi
hanya kepada kebenaran formil yang telah diberikan oleh para penghadap. Notaris
tidak bertanggungjawab atas kebenaran hal-hal yang dikemukakan penghadap,
karena tugas Notaris dalam proses pembuatan akta adalah mencatat atau
menuliskan keterangan-keterangan atau hal-hal yang dikehendaki dan
dikemukakan penghadap. Jadi, apabila dalam proses pembuatan akta otentik
sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan peraturan perundang-
undangan lainnya, maka Notaris bertanggungjawab terbatas pada masa
jabatannya, sehingga Notaris tidak perlu menjadi saksi di persidangan untuk
membuktikan keabsahan akta yang dibuatnya karena akta notaris merupakan akta

otentik.
2.1.2 Fungsi dan Manfaat Akta Notaris

Sebelum memahami akta lebih dalam, ada baknya kita memahami
pengertian tulisan terlebih dahulu. Tulisan menurut Tan Thong Kie dalam
bukunya yang berjudul Seba-Serbi Notaris adalah “pengemban tanda-tanda baca
yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran”.
Jadi, tulisan tidak diharuskan menyandang tanda tangan. Sedangkan, “tanda
adalah suatu tulisan yang tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriah merupakan

kesatuan lengkap” . Dengan demikian pengertian daripada akta adalah; %

“Suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai
bukti” .

Secara umum, ditinjau dari pembuatannya akta dibedakan menjadi dua
macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Rusmadi Murad menyatakan
bahwa akta otentik adalah “akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang
untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan

“Tan Thong Kie, op. cit., hal. 154
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maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan
yang dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan”.*Sedangkan, akta dibawah
tangan adalah tulisan di bawah tangan antara satu pihak dengan pihak lain tanpa
perantara seorang Pejabat yang diakui oleh pihak lain, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata yaitu : “Sebagai tulisan-tulisan dibawah
tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat,
register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain lain tulisan yang dibuat

tanpa perantara seorang pejabat umum”.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah
cara pembuatannya. Apabila akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Pejabat
Pegawai Umum (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawa Catatan
Sipil), maka untuk akta dibawah tangan proses pembuatanya tidak dilakukan oleh
dan atau dihadapan Pejabat Pegawai Umum, tetapi cukup oleh pihak yang
berkepentingan sgja. Contoh dari akta otentik adalah akta Notaris, vonis, surat
berita acara sidang, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran,
kematian, dan sebagainya. Sedangkan, akta dibawah tangan contohnya adalah
surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jua beli, dan

sebagainya.*

Akta Notaris, yang diakui sebagal akta otentik diklasifikasikan menjadi
dua macam berdasarkan proses pembuatannya. Pertama, jika dalam prosesnya
akta itu dibuat berdasarkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang
\bertindak sebagai pihak-pihak, maka akta itu diklasifikasikan sebaga “akta
partij” (partij-akten). Kedua, jika dalam prosesnya akta itu dibuat dengan jalan si
Notaris menerangkan/memberikan kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan,
dialami dan dilakukan oleh pihak lain maka akta tersebut diklasifikasikan sebagai
“aktarelaas’ (relaas-akten).”

“Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung : Alumni, 2000)
hal. 54.

“http://hukumpedia.com/index.phptitle=Akta_Notaris”, diakses tanggal 3 Maret 2011

“Andasasmita, op.cit.,hal. 11.
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Dari duaklasifikas akta tersebut dapat ditarik dua perbedaan sifat ditinjau
dari ditandatanganinya akta atau tidak. Pertama, akta relaas tetap sah walaupun
satu atau lebih diantara para pihak tidak menandatangani akta, dengan catatan si
Notaris menyebutkan dalam akta tersebut penyebab mereka tidak menandatangani
akta. Kedua, akta partij tidak akan sah apabila salah satu pihak tidak
menandatangani akta karena hal tersebut berarti ia tidak menyetujui perjgjian yang
dibuat, kecuali ada alasan yang kuat sehingga ia tidak dapat menandatangani akta
seperti tidak bisa menulis, tangannya sakit, atau sebagainya dimana aasan
tersebut harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris didalam akta.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik
maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Oleh karenanya, akta berfungsi
sebagai aat pembuktian. Pasal 1870 KUH Perdata, menyebut akta otentik sebagai
alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta
sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta
tersebut. Sehingga, akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti
kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim,
artinya akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada
pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Sedangkan, akta dibawah tangan baru mengikat sebagai alat bukti yang
sempurna sepanjang tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu
hendak dipakai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1857 KUH Perdata yaitu:
“akta dibawah tangan tanda tanganya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu
hendak dipakal, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang
sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan
orang-orang yang mendapat hak darinya’.

Akta otentik selain harus dibuat oleh atau dihadapan Peabat Umum,

bentuknya juga harus sesuai dengan undang-undang, yaitu:*

# pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UNIVERSITAS INDONESIA

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



20

1. Setiap akta Notaristerdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;

b. badan akta;

c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. namalengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:

a nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau oraang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. is akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan;

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabataan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saks
pengenal .

4. Akhir atau penutup akta memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akta;

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atau penerjemahan akta apabila ada;

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saks akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Sesuai dengan fungsi akta otentik untuk membuktikan suatu perbuatan

hukum, dengan cara mencatat semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan baik
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yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang
berkepentingan, membuat akta-akta Notaris tidak terbatas macamnya. Hal tersebut
dikarenakan perlunya melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan suatu

pembuktian mengenai perbuatan hukum perdata yang dilakukan.

Macam-macam akta yang dikeluarkan dalam rangka melayani kebutuhan
masyarakat ada yang harus dibuat dihadapan Notaris menurut/berdasarkan
undang-undang, ada pula yang dibuat berdasarkan perjanjian yang diberi nama
oleh undang-undang (benoemde overeenkomsten) seperti jual beli, tukar-menukar,
dan lain sebagainya, sebagaimana termaktub dalam buku ke I1l KUH Perdata dan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, juga ada perjanjian-perjanjian
yang disebut “ innominaat-contracten” atau “ onbenoende overeenkomsten” yaitu
perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh/dalam undang-undang,
namun tunduk pada peraturan-peraturan umum pada bab ini dan bab sebelumnya,
yakni KUH Perdata (Pasal 1319 KUH. Perdata).

Berikut macam-macam akta yang biasa atau sering dibuat dihadapan/oleh
Notaris:

a Akte-akta yang menyangkut hukum  perorangan  (personen-
recht/KUH.Perdata Buku I), antara lain:

e Berbaga izin kawin, baik dari orang tua ataupun kakek/nenek
(Pasal 71 KUH.Perdata/harus otentik);

e Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70 KUH.Perdata/harus
otentik);

e Berbaga perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148
KUH.Perdat/harus otentik);

e Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79 KUH.Perdat/harus
otentik);

e Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasa
176, 177 KUH.Perdata/harus otentik);
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e Berbaga kuasa/lbantuan suami kepada isterinya (Pasal 108 dan 139
KUH.Perdata);

e Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan
tentang pemisahan harta (Pasal 191 KUH.Perdat/harus otentik);

e Kuasa melepaskan harta campur (Pasad 132 dan 133
KUH.Perdata);

e Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196
KUH. Perdata/harus otentik);

e Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang
(Pasal 237 KUH.Perdat/harus otentik);

e Perdamaian antara suami-isteri yang telah pisah meja dan ranjang
(Pasal 248, 249 KUH.Perdata);

e Keingkaran sahnya anak (Pasal 253-256 KUH.Perdata);

e Pengakuan anak luar kawin (Pasa 281 KUH.Perdatalharus
otentik);

e Pengangkatan wali (Pasal 355 KUH.Perdata/harus otentik);

e Pengakuan terima perhitungan dsb. Dari/kepada Balai Harta
Peninggalan (Pasal 412 KUH.Perdata);

e Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412 KUH.Perdat);
e Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 KUH.Perdat).

b. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (zakenrecht/ Buku ke I
KUH.Perdata)

e Berbaga macam/jenis surat wasiat, termasuk diantaranya
penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat
umum, wasiat pemisahan dan pembagian harta peningalan,
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fideicommis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta
peninggalan dan pencabutannya (Pasal 874 KUH.Perdata/harus
otentik);

e Berbaga kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa
keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta
peninggalan (Pasal 1023 dsb. 1044 dst KUH.Perdata);

e Berbaga akta pemisahan dan pembagian harta
peninggalan/warisan (Pasal 1066 KUH.Perdata/dalam pelbagai hal

harus otentik);
e Pencatatan harta peninggalan (Pasal 1073 KUH.Perdata);
e Jaminan-jaminan gada (Pasal 1150 KUH.Perdata);

e Jaminan-kebendaan hipotik (Pasal 1162 dst, 1171, 1195 dan 1196
KUH.Perdata jo peraturan agraria/harus otentik).

c. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (verbentenis-senrecht/Buku

[11), antaralain:

e Berbaga macam/jenis jual beli (Pasal 1457 dst KUH.Perdata),
untuk jua beli tanah dengan akta PPAT;

e Berbaga macam/jenis tukar-menukar (Pasal 1541 dst
KUH.Perdata), untuk tanah dengan akta PPAT;

e Berbaga macam/jenis sewa-menyewa (Pasa 1548 dst
KUH.Perdata);

e Macam-macam perjanjian perburuhan/hubugan kerha (Pasal 1601
dst KUH.Perdata);

e Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1604 dst
KUH.Perdata);
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e Rupa-rupa persekutuan/perseroan (maatschap) (Pasal 1618 dst
KUH.Perdata);

e Berbaga jenis perkumpulan (Pasal 1653 dst KUH.Perdata);

e Berbaga hibahan (Pasal 1666 dst KUH.Perdata), untuk tanah
dengan akta PPAT (Pasal 1682 KUH.Perdata/harus otentik);

e Rupa-rupa penitipan barang (Pasal 1694 dst KUH.Perdata);

e Aneka perjanjian tentang pinjam-pakai (Pasal 1740 dst
KUH.Perdata);

e Berbaga perjanjian pinjam-meminjam/kredit/utang uang dsb
(Pasal 1754 dst KUH.Perdata);

e Rupa-rupa pemberian kuasa, baik khusus maupun umum (Pasa
1792 dst KUH.Perdata);

e Penanggungan utang/jaminan pribadi/borgtocht 9Pasal 1820
KUH.Perdata);

e Perdamaian dalan berbaga masaah (Pasa 1851 dst
KUH.Perdata);

e ‘“seribu satu” (tideak teduga banyaknya macam kontrak
iInominat(atas dasar Pasal 1338 jis Pasal 1319, Pasal 1233 dst dan
Pasal 1313 dst KUH.Perdata).

d. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan, antaralain:

e Berbaga perseroan (maatschap, firma, komanditer/CV,Persroan
terbatas);

e Protes non-pembayaran /akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD)
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e Berbaga perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang,
kontrak perburuhan dengan pedagang keliling.

e. Akta-akta yang menyangkut badan-badan sosial/kemanusiaan (zedelijke
lichamen), seperti perkumpulan, yayasan, dan wakaf (harus otentik).?

2.13. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kuathnya pembuktian suatu akta otentik berbeda dengan akta bawah
tangan, akta otentik mempunya karakteristik khusus dalam kekuatan
pembuktiannya dilihat dari bentuknya, proses pembuatannya, sampa dengan
isinya, berikut penjabaran kekuatan pembuktian akta otentik:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (UI TWENDIGE BEWIJSRACHT)

Kekuatan pembuktian lahiriah ini berarti bahwa akta tersebut
dengan sendirinya mampu membuktikan dirinya sebagai akta
otentik atau dalam bahasa latin “acta publica probant sese ipsa”.
Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat
diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta
bawah tangan hanya sah sepanjang yang menandatangani

mengakui kebenaran tandatangannya.
2. Kekuatan Pembuktian Formal (FORMELE BEWIJSKRACHT)

Daam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa
yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan
sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan
jabatannya. Selain itu, terjaminnya kebenaran/kepastiaan tanggal
dari akta, tanda tangan yang terdapat didalam akta, identitas dari
orang-orang yang hadir (comparanten) yang disebut dalam akta,
juga kebenaran tempat dibuatnya akta. Akta partij maupun akta
relaas dalam kekuatan pembuktiaan formal adalah sama, dalam arti
bahwa keterangan pgabat yang terdapat didalam kedua golongan

%Andasasmita, op.cit., hal. 11-14
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akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik akta
partij maupun akta relaas, mempunya kekuatan pembuktiaan
formal dan berlaku kepada setiap orang.

3. Kekuatan Pembuktian Material (MATERIELE BEWIJSKRACHT)

Kekuatan pembuktian material ini berarti bahwa isi dari akta
dianggap sebaga yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh
dibuatkan akta sebagal tanda bukti terhadap dirinya atau yang
dinamakan “preuve preconstituee” akta mempunyai kekuatan
pembuktiaan material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud
dalam pasal-pasal 1870, 1871, dan 1875 KUH Perdata antara para
pihak yang bersangkutan, para ahli waris serta penerima hak
mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang
kebenaran dari apa yang tercantum didalam akta, dengan

pengertian:

a. Apabiladipergunakan dimuka pengadilan, maka akta itu adalah
cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda

pembuktiaan lain disamping itu;

b. Kalaupun ingin dibuktikan sebaliknya, dapat dibuktikan
dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk

itu menurut undang-undang.®
2.1.4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam pembuatan akta otentik, seorang Notaris berkewajiban untuk tetap
menjaga keotentikan sebuah akta, ada beberapa kewagjiban yang harus Notaris
penuhi berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN, agar akta Notaris tidak mengalami
degradasi pembuktian yaitu mengalami penurunan kekuatan pembuktian, dari

berkekuatan otentik menjadi kekuatan bawah tangan, berikut beberapa pasal nya:

%Tobing, op.cit., hal 55.
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1. Pasal 16 ayat (1) huruf |, yaitu membacakan akta dihadapan penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

2. Pasal 16 ayat (7), yaitu apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh
Notaris, maka Notaris wajib mencantumkan kalimat bahwa para
penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap
membaca sendiri, mengetahui, dan memahami is akta.

Kewagjiban lain yang harus Notaris penuhi dalam menjaga keotentikan
sebuah akta, berdasarkan Pasal 41 UUJN, yaitu:

1. Pasal 39 UUJN, yaitu:

a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum;

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedkit 18 tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau
diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

2. Pasal 40 UUJN, yaitu setigp akta yang dibacakan oleh Notaris dengan
dihadiri paling sedkit 2 (dua) orang saksi yang berumur 18 tahun atau telah
menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, wajib mengerti bahasa
yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan
paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan dergjat dan garis
kesamping sampai dengan dergat ketiga dengan Notaris atau para

penghadap.

Sedangkan, larangan terhadap Notaris terkait dengan pembuatan akta,
dijabarkan dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN vyaitu dilarang membuat akta untuk diri
sendiri, istri dan suami, atau orang lain yang mempunya hubungan kekeluargaan
dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis

keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan dergjat, serta dalam
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garis kesamping sampai dengan dergjat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri
sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan tersebut dikecualikan dalam Pasal 52 ayat (2) ketika Notaris
menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, atau menjadi anggota rapat
yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Daam keadaan demikian, Notaris
tersebut tidak dilihat dalam jabatannya sebagal Notaris, tetapi sebagai orang atau
pihak dalam tindakan hukum tersebut.

Akta Notaris dalam prakteknya tidak hanya dapat mengalami degradasi
kekuatan pembuktian, lebih dari itu bahwa sebuah akta Notaris dapat menjadi
batal demi hukum, apabila Notaris melalaikan beberapa kewajiban yang ada
dalam UUJN, diantaranya:

1. Tidak membuat daftar wasiat dan mengirimkannya ke Daftar Pusat Wasi at
dalam waktu 5 (lima) hari pada waktu minggu pertama setiap bulan
berikutnya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I;

2. Tidak mempunya cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia yang pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukannya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16
ayat (1) huruf k;

3. Pada akhir akta tidak menyebutkan dan menyatakan dengan tegas
mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat
dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta,
memakal  penterjemah  resmi, pembacaan, penerjemahan, dan
penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris, dan penterjemah
resmi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44;

4. Tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain
oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas pengubahan dan atau penambahan
berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan
menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian

atau pencoretan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49;

UNIVERSITAS INDONESIA

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



5.

29

Tidak melakukan pencoretan, pemarafan dan atas perubahan berupa
pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa
sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan
jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga
tidak meyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan,
dan penambahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50;

Tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat
pada Minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita
acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara
pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta, sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 51.

Pengertian batal demi hukum dalam suatu akta Notaris, berbeda dengan

pengertian batal demi hukum sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1335, 1336,
dan 1337 KUH Perdata. Sebab, secara substansi seorang Notaris tidak mungkin
membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objekiif.

Batalnya suatu akta Notaris secara hukum, hanya terkait dengan tindakan

kewgiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya tanpa ada objek tertantu dan sebab yang halal.

Notaris selain mempunyal kewajiban dalam pembuatan akta sebagaimana

dipaparkan sebelumnya, juga mempunyai kewgjiban dalam menjalakan tugasnya

sebagai pejabat umum, yaitu:*’

a

bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari protokol Notaris,

mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan
minuta akta;

%" pasal 16 Undantg-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UNIVERSITAS INDONESIA

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



30

. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya;

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yag dibuatnya dan segala
keterangan yang diperolen guna pembuatan akta sesuai dengan

sumpah/jabatan, kecuali undangt-undang menentukan lain;

menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan,
dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;

. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu

pembuatan akta setiap bulan;

mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap
akhir bulan;

menerima magang calon Notaris

. Notaris tidak perlu menyimpan akta dalam protokol Notaris, bila Notaris
membuat akta dalam bentuk originali. Akta originali diantaranya adalah
akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; akta penawaran
pembayaran tunai; akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak
diterimanya surat berharga; akta kuasa; akta keterangan kepemilikan; atau
akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akta originali
dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, kecuali akta originali yang berisi
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Penandatangan Akta
originali dilakukan pada waktu, bentuk, dan is yang sama, dengan
ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “ berlaku sebagal satu dan satu

berlaku untuk semua”.
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Sedangkan, larangan Notaris sebagal pegabat umum adalah sebagai

berikut:?®

a

b.

menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannys;

meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang sah;

merangkap sebagal pegawai negeri;
merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
menjabat jabatan sebagal advokat;

merangkap jabatan sebaga pemimpin atau pegawa Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;

merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah
jabatan Notaris;

menjadi Notaris Pengganti;

melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.

2.2. Kelembagaan dan Wewenang M aj elis Pengawas Notaris

2.2.1. Kelembagaan, Fungsi, Tugasdan Tata Kerja M ajelis Pengawas Notaris

Sgak berlakunya UUJN pada tangga 6 (enam) Oktober 2004,

kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan

terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk

Majelis Pengawas Notaris. Istilah kewenangan sendiri, dalam konsep hukum

public sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen, yaitu:*

“pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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(1) Pengaruh  bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subjek hukum;

(2) Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya;

(3) Konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar
wewenang, yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang, dan standar
khusus untuk jenis wewenang tertentu

Majelis Pengawas Notaris sebagal satu-satunya instansi yang berwenang
melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris,
mempunyai jenjang yang berbeda. Untuk tingkat daerah oleh Mgelis Pengawas
Daerah (MPD), propinsi oleh Mgelis Pengawas Wilayah (MPW), dan pusat oleh
Magjelis Pengawas Pusat (MPP)

Kewenangan MPD, MPW, dan MPP selain diatur dalam UUJN juga diatur
daam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor 39-PW.07.10 Tahun 2004. Sesuai dengan tingkatannya, masing-
masing Mgjelis Pengawas mempunyai fungsi, tugas dan tata kerja yang berbeda,

berikut penjabarannya:
1. Majelis Pengawas Daerah

MPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas tingkat
daerah mempunyal kewenangan mutlak yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP.
Sebab dalam UUJN, disebutkan bahwa hanya dengan persetujuan MPD para
penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melakukan
proses penegakan hukum yang melibatkan Notaris. Perlunya persetujuan MPD,
dikarenakan Notaris adalah suatu jabatan yang harus menjaga rahasia klien atas
akta yang dibuatnya dengan kata lain Notaris mempunya rahasia jabatan
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yaitu:

“philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheia) Pro
Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan,
1998), hal. 2.
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“....Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pel aksanaan jabatan saya.”

Tata cara pemeriksaan dan pemanggilan Notaris dalam perkara pidana
baik itu sebagai saksi maupun tersangka berkaitan dengan akts-akta yang
dibuatnya tunduk pada ketentuan Pasal 66 UUJN dan hubungan Pasal 66 UUJN
dengan Pasal 112 dan Pasal 43 KUHAP yang mengatur tentang pemanggilan
saks atau tersangka, dan penyitaan bukti tulisan atau surat yang disimpan oleh
seseorang yang menurut UU wajib merahasiakan, dengan izin Ketua Pengadilan
Negeri  setempat, guna kepentingan penyidikan adalah sebagai LEX
POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI.* Oleh karenanya dalam proses
penegakan hukum yang melibatkan Notaris, penerapan hukum acaranya perlu
dilakukan secara khusus dengan prosedur khusus sebagaimana yang ditetapkan
dalam Pasal 66 UUJN yaitu:*

“Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau

Hakim dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

(@). Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada minuta akta  atau Protokol Notaris dalam
Penyimpanan Notaris;

(b). Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang
berada dalam Penyimpanan Notaris.

* KUHAP mengatur tentang pemanggilan saksi atau tersangka, yang dimaksud dalam
pasal 112 KUHAP dan penyitaan bukti tulisan atau surat yang disimpan oleh seseorang yang
menurut UU wajib merahasiakan, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dimaksud
dalam Pasal 43 KUHAP, guna kepentingan penyidikan. Dengan berlakunya Pasal 66 UUJN maka
ketentuan Pasal 112 KUHAP hanya dapat dilaksanakan terhadap Notaris setelah adanya
Persetujuan Majelis Pengawas Daerah MPD, Pieter Latumeten, “ Tentang Kedudukan Notaris
Dalam Penyidikan Tindak Pidana berkaitan dengan akta yang diterbitkannya” ,(Makalah
Disampaikan Pada Seminar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,
23 Februari 2011), hal. 11

3 atumeten, Ibid., hal 7.
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Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.10 Tahun 2007
menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 tersebut, yang menegaskan kembali mengenai
persetujuan MPD yang diberikan dalam bentuk Keputusan Ketua/Wakil Ketua
MPD berdasarkan Keputusan Rapat Pleno MPD yang bersifat final dan mengikat
bagi Penyidik, sedangkan penyitaan terhadap minuta akta, surat-surat yang
dilekatkan pada minuta akta dan protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris,
juga dengan persetujuan MPD yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan
Ketua/Wakil Ketua MPD berdasarkan putusan Rapat Pleno MPD yang bersifat
final dan mengikat.*

MPD, ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari
Notaris guna memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim harus dapat bersikap objektif, dalam arti MPD harus menempatkan akta
Notaris sebagal objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para
pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebaga objek pemeriksaan, sehingga
tata cara dan prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan
tersebut. Dalam kaitan ini, MPD dalam memberikan persetujuannya harus
memenuhi syarat dan Kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM RI nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris, berikut syarat dan kriterianya:*

1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saks atau
Tersangka yaitu:
a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau:

*Pperaturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun
2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, menegaskan bahwa MPD wajib
memberikan PERSETUJUAN atau TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN secara tertulis
dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sgjak diterimanya surat permohonan Penyidik,
Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan Proses Peradilan, dan bilamana jangka waktu
tersebut terlampaui, MPD Notaris belum mengambil keputusan, maka dianggap MPD Notaris
menyetujuinya.

¥|_atumeten, Op.Cit., hal 11.
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b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
Penyimpanan Notaris yaitu:

a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;

b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:

a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau:

b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak
Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau,
e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta

(antidatum).

oo

Syarat dan kriteria tersebut, merupakan acuan bagi MPD dalam
mengeluarkan keputusan untuk memberikan persetujuan maupun tidak
memberikan persetujuan. Sehingga, apabila seorang Notaris telah memenuhi tata
cara dan prosedur pembuatan akta maka MPD dapat tidak memberikan
persetujuannya kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk
mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta
atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga memanggil Notaris untuk
hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MPD dalam mengeluarkan keputusannya sebagai pelaksana Pasal 66 UUJN jo.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007, dapat berupat34

3_atumeten, 1bid., hal. 11
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a. Memberikan Persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil notaris
guna kepentingan pemeriksaan sebagal saks atau tersangka dalam
dugaan tindak pidana yang disebut dalam permohonan penyidik;

b. Memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil foto
copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta
atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dengan cara
Copy minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris dinyatakan sesuai
dengan aslinya oleh notaris dan kemudian diserahkan oleh notaris
kepada penyidik dengan membuat Berita Acara Penyerahan yang
ditandatangani oleh Penyidkk dan Notaris;

c. Memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil
Minuta Akta yang dilekatkan pada minuta akta yang disimpan
dalam Protokol notaris, guna keperluan pemeriksaan keabsahan
tanda tangan yang tertera pada minuta akta yang dilekatkan pada
minuta tersebut di Laboratorium Kriminalistik, yang dilakukan
dengan cara: Notaris membawa minuta akta yang dilekatkan pada
minuta akta tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh Penyidik
guna pemeriksaan keabsahan tandatangan di Laboratorium
Kriminalistik dan jika pada hari yang ditentukan tidak dapat
diselesaikan maka notaris membawa kembali minuta akta tersebut
dan membawa kembali minuta akta untuk diperiksa ulang pada hari
yang akan ditentukan.

d. Tidak memberikan persetujuan pemanggilan notaris guna
pemeriksaan sebagal saks atau tersangka atau pengambilan copy
minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau pengambilan
minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta guna pemeriksaan
keabsahan tanda tangan di laboratorium kriminalistik.

Kedudukan MPN dapat dikatakan sebagal badan atau Jabatan Tata Usaha
Negara (TUN), hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 2 UU Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor
9 tahun 2004 yang mengatakan bahwa: *°

Badan atau Pgjabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
mel aksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berdasarkan Rumusan pasal 1 ayat 2 UU

% atumeten, 1bid., hal. 9
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PTUN, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN adalah siapa
sga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan
suatu bidang urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Mgelis Pengawas
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
yang menjalankan tugas atau fungs pemerintahan dibidang
kenotariatan, sebagaimana dimaksud dalam pasa 67 UU Jabatan
Notaris.

Dengan kedudukan seperti itu, surat keputusan atau ketetapan Majelis
Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan dalam hal
Notaris merasa bahwa keputusan Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan
Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan dengan transparan dan berimbang
dalam pemeriksaan.**Notaris, juga mempunyai hak untuk melakukan upaya
administratif yang digjukan ke PTUN baik dengan keberatan administratif
maupun banding administratif.

Jadi, walaupun putusan Majelis Pengawas bersifat final atau dinyatakan
tidak dapat ditempuh dengan upaya hukum lain. Namun, pada dasarnya upaya
administratif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi
dilingkungan pemerintahan sendiri baik melalui prosedur keberatan maupun
banding administrasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.*’

Aspek Positif yang didapat dari upaya administratif ini adalah penilaian
perbuatan tata usaha Negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi
penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan

% Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, Sengketa
Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang
atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

% SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 81.
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dibuatnya keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha Negara
terdahulu.®

Kewangan MPD lainnya yang diberikan oleh undang-undang, adalah
sebagai berikut:*

a

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris,
Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris
yang bersangkutan:

Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat
serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun
atau lebih;

Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebaga pemegang sementara
protokol Notaris yang diangkat sebagal pejabat Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

Menerima laporan dari masyarakat mengenai adannya dugaan
pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam
undang-undang ini;

Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
huruf a huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan g kepada Magjelis
Pegawas Wilayah

Selain itu MPD juga mempunyai wewenang yang berkaitan dengan:*

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat

#¥4.M. Laica Marzuki, “Penggunaan Upaya Hukum Administrasi dalam sengketa Tata
Usaha Negara’, Hukum Dan Pembangunan, No.2, Tahun XXII, April 1992, hal.199.
¥pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

“OPasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sgjak tanggal pemeriksaan
terakhir;

Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW
setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi
Notaris, dan MPP;

Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari
Notaris dan merahasiakannya;

Meneriman laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tigapuluh) hari
dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang
bersangkutan, M PP, dan Oeganisasi Notaris;

Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuiti.

Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua,

wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan

rapat MPD, yaitu mengenai :*

a

b.

Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
Menetapkan Notaris Pengganti;

Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau
lebih;

Menerima laporan dari masyarakat mengena adanya dugaan pelanggaran
kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah
tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan,
dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;

Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat
dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang
dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya

“Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, Susunan Organisas, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
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paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang

memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat

MPD, yang berkaitan dengan:*

a

Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol
Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol
Notaris yang meningga dunia;

Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk proses peradilan;

Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam
penyimpanan Notaris;

Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.

wewenang M PD terkait pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu:*

1) MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap

waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada

Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum

pemeriksaan dilakukan

2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan

jam, hari, tanggal, dan nama anggota MPD yang akan melakukan

pemeriksaan;

2

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.
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Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
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3) Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang

bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan protocol Notaris.

Wewenang MPD terkait dengan pemeriksaan terhadap Notaris yang
dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:*

1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri
atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh
MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;

2) Tim Pemeriksa sebagamana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk
memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan
darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;

3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyal hubungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ketua MPD meunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa wajib dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang
diperiksa dan kemudian disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan
kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah |katan Notaris Indonesia,
dan MPP.*

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan

keberatan atas putusan penolakan culti;

* Pasadl 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

“Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
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Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsure pidana yang
ditemukan oleh Magjelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan
kepada M ajelis Pengawas Daerah;

Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

Menandatangani dan member paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus
yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat dibawah tangan
dan untuk membukukan surat dibawah tangan;

M enerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

Menyampikan kepada M PW;

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan
Januari;

b. Laporan insidentil setiap 15 (limabelas) hari setelah pemeberian izin
cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan MPW sdlain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10
Tahun 2004. Pasal 73 ayat (1) UUJN mengatur mengenai wewenang MPD yang

berkaitan dengan:

a

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
atas laporan masyarakat yang disampikan melalui MPW,

Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan
sebagimana dimaksud pada huruf a;

Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang memberikan sanksi
berupa teguran lisan atau tertulis;

Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada M PP berupa:

(1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampa dengan 6 (enam)
bulan, atau
(2) Pemberhentian dengan tidak hornat
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f. Membuat berita acara atas setigp keputusan penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat final, dan terhadap setiap keputusan
penjatuhan sanks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dibuatkan
berita acaranya (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesa Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkiatan dengan
pemeriksaan yang dilakukan MPW, yaitu:

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan
Magjelis Pemeriksa Daerah;

2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari
kalender sgjak berkas diterima;

3. Ma€dlis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor
untuk didengar keterangannya;

4. Putusan diucapakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
kalender sgjak berkas diterima.

Pada angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesa Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis
Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang
tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2
butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-
PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengena kewenangan MPW , yaitu:

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanks dengan
hormeat;
2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh

Majelis Pengawas Dagerah;
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3. Mencatataizin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

4. Melaporkan kepada instans yang berwenang adanya dugaan unsur pidana
yang diberitahukan oleh Mgjelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebuit,
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis PnegawasWilayah hasilnya
disampaikan kepada M gjelis Pengawas Pusat;

5. Menyampaikan laporan kepada Mg elis Pengawas Pusat, yaitu:

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan
Februari;

b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan
Majelis Pemeriksa

3. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan MPP disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10
Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Pasal 77 UUJN mengatur mengenai

wewenang M PP yang berkaitan dengan:

a Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan
dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuiti;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak

hormat kepada Menteri.

Selain itu, wewenang MPP juga diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indondesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang
berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterimadari MPW:

1. Magelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan
Majelis Pemeriksa Wilayah;
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2. Magg€dlis Pemeriksa Pusat mula melakukan pemeriksaan terhadap berkas
permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sgjak berkas diterima;

3. Magjelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor
untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;

4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
kalender sgjak berkas duterima;

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan
pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan
putusan;

6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua,
Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;

7. Putusan Magelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan
salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Maelis Pengawas
Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender
terhitung sgjak putusan diucapkan.

Angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas, bahwa
MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77,
Pasal 84 UUJN* dan 85 UUJN, dan kewenangan lain yaitu:

1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti
dalam sertifikat cuti:

2. Mengusulkan kepada M enteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;

3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan
hornat;

““Wewenang MPP untuk melaksanakan sanksi perdata sebagaimana termaksud dalam
Pasal 84 UUJN, karena sanksi perdata tidak pernah diberikan kepada instansi lain, seperti MPP.
Sanksi perdata hanya berlaku antara pihak yang dirugikan (atau pihak yang tersebut dalam akta)
dan Notaris dengan perantaraan pihak pengadilan yang didahului dengan proses gugatan sebagai
pel aksanaan Pasal 84 UUJN.
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4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan
xalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa
teguran lisan dan tertulis;

5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan
dalam tingkat bandinh terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut
bersifat final.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Mgjelis Pengawas Notaris

berwenang dalam melakukan:

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan dan;

3. Menjatuhkan sanksi.

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas Notaris menurut M enteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dapat
dilihat bahwa Magjelis Pengawas Notaris terbentuk dalam suatu lembaga yang
melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris. Lembaga inilah yang nantinya
diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada

pengawasan yang terdahulu.

Keberadaan dari Majelis Pengawas Notaris ini dibentuk oleh Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia, karena pengawasan terhadap profesi
Notaris sebenarnya dilakukan olen Menteri,*” yang dalam pelaksanaannya
tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk membantu dan

mel aksanakan pengawasan tersebut.*®

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri merupakan suatu pengawasan
terhadap profesi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan dari
jabatan Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas ini terdiri atas 3
(tiga) Mg elis yang berjenjang yaitu:

“"Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
“pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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1. Magelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota
Negara,

2. Magjelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di provinsi;

3. Magjelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten

atau kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang

yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu*:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas 1
(satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap
anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana ketua dan wakil ketua dipilih dari
anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Maelis
Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk
dalam rapat M gjelis Pengawas Notaris.™

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud mrengusulkan 3 (tiga) orang
calon Mgelis Pengawas. Pengusulan atas ketiga unsur tersebut dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut™:

1. Pengusulan anggota M ajelis Pengawas Daerah, dilakukan oleh:

a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divis Pelayanan Hukum Kantor
Wilayah;
b. Unsur organisasi notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris

Indonesia;

9 Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal
1, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

*pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
*'Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat(1), dan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
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Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan
tinggi setempat.

2. Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah, dilakukan ol eh:

a

b.

Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;

Unsur organisasi notaris oleh Pengurus Wilayah lkatan Notaris
Indonesia;

Unsur/ahli akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau pergurian
tinggl setempat.

3. Pengusulan anggota M ajelis Pengawas Pusat, dilakukan oleh:

Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
Unsur organisasi notaries oleh Pengurus Pusat lkatan Notaris
Indonesia;

Unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang

menyel enggarakan program Magister Kenotariatan.

Dari ketiga unsur tersebut, para calon Majelis Pengawas Notaris inipun

diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi
Majelis Pengawas Notaris. Syarat-syarat tersebut adalah®:

A w0 DdPF

o1

Warga Negara Indonesia;

Bertagwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa;
Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Tidak dalam keadaan pailit;

6. Sehat jasmani dan rohani;

Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

>? Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
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Dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud tersebut harus pula dibuktikan
dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut™:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang
sah;

2. Fotokopi ljazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum
perguruan tinggi yang bersangkutan;

3. Fotokopi keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit
Pemerintah;

4. Surat pernyataan tidak pernah dikhukum;

5. Surat pernyataan tidak pernah pailit;

6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Daam melaksanakan pengawasannya, Maelis Pengawas Notaris dalam
tiap-tiap jenjang Maelis dibantu oleh seorang atau lebih sekretaris yang akan
ditunjuk dalam Rapat Majelis Notaris,> yang juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1. Berasal dari unsur pemerintahan;

2. Mempunyai golongan ruang paling rendah Il1/b untuk Maelis Pengawas
Dagerah;

3. Mempunyai golongan ruang paling rendah Il1/d untuk Maelis Pengawas
Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada akhirnya setelah calon-calon Mgelis Pengawas Notaris memenuhi
persyaratan, maka Maelis Pengawas Notaris ini akan melaksanakan wewenang
dan tugasnya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu dihadapan
pejabat yang mengangkatnya,> dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

**Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

*Pasal 2 ayat (12), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

**Pasal 7, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
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Setelah terbentuknya Mgelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang
Majelis, maka akan dibuatlah tempat kedudukan kantor sekretariat yag berada
pada:

1. Kantor Unit Pelaksana Teknis Departemen Hukum dan HAM atau tempat
lain di ibukota kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Kepaa Kantor Wilayah,
untuk Majelis Pengawas Daerah.

2. Kantor Wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;,

3. Kantor Direktorat Jenderal Administrass Hukum Umum Departemen
Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat

2.3. Bentuk Pengawasan Terhadap Notaris dan Akta-Aktanya
2.3.1. Pemeriksaan Protokol Notaris

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004,
menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol
Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setigp waktu yang
dianggap perlu. Maeis atau Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
tersebut hanya ada pada MPD dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang
bersangkutan. Tim Pemeriksa ini bersifat insidentil yaitu untuk pemeriksaan
tahunan atau sewaktu-waktu.

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan :
1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagal Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris,
4. Surat keterangan izin cuti Notaris,
5. Sertifikat cuti Notaris;

6. Protokol Notaris yang terdiri dari:
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Minuta akta;
Buku daftar akta atau reportorium;

Buku Khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang

disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;

Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar
surat dibawah tangan yang disahkan;

Buku daftar protes,
Buku daftar wasiat;

Buku daftar lain yang harus dismpan oleh Notaris berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.

Keadaan arsip;

Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);

Laporan bulanan pengiriman salinan yang dipindahkan dari daftar akta,
daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah

tangan yang dibukukan;

Uji petik terhadap akta;

Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;

Jumlah pegawai yang terdiri atas:

1)

2)

sarjana; dan

non sarjana.

Saranan Komputer, antaralain:

1)
2)

3)

komputer;
mej&;
lemari;
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4) kurs tamu;

5) mesin ketik;

6) filling cabinet;

7) pesawat telepon/faksimili/internet.
14. Penilaian pemeriksaan, dan
15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Tujuan daripada pemeriksaan protokol Notaris adalah untuk memeriksa
administrasi kantor Notaris. MPD sebaga lembaga yang berhak memeriksa
membentuk tim pemeriksa yang dibagi kedalam 3 (tiga) tim. Contoh, di Jakarta
Pusat yang terdapat 150 (seratus limapuluh) Notaris. MPD kota Jakarta Pusat
yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yakni 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3
(tiga) orang unsur Akademisi dan 3 (tiga) orang unsur Notaris, membentuk tim
pemeriksa, 1 (satu) tim diambil dari masing-masing unsur yang ada, sehingga
terbentuklah 3 (tiga) tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini kemudian membagi 3
(tiga) jumlah Notaris yang ada menjadi masing-masing berjumlah 50 (limapuluh)
Notaris. Sehingga, 1 (satu) tim pemeriksa kedapatan memeriksa 50 (limapuluh)

Notaris.

Selain memeriksa protokol Notaris, tim pemeriksa juga memeriksa apakah
Notaris telah memenuhi kewagjibannya untuk membuat laporan bulanan pada
setiap tanggal 15 (limabelas) di bulan berikutnya. Kemudian tim pemeriksa
mencatat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk mencatat

setiap kekurangan dan temuan-temuan yang ada.

Apabila ditemukan pelanggaran undang-undang seperti yang sering terjadi
yakni pemunduran tanggal akta yang dilakukan oleh Notaris, maka tim pemeriksa
akan melakukan pencocokan dengan minuta akta, daftar akta, dan klapper
kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa untuk dilaporkan kepada MPW,
sesuai dengan kewenangan MPW yakni menyelenggarakan sidang untuk

memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan yang disampaikan masyarakat
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melalui MPD.>® Setelah pemeriksaan, MPD akan memberikan penilaian terhadap
administras kantor Notaris yang diperiksa, dimana penilaian tersebut akan
berpengaruh bagi MPD dalam memberikan keputusan ketika seorang Notaris akan
mengajukan permohonan perpanjangan jabatan, seperti yang disebut dalam Pasal
8 ayat (2) UUIN.”’

2.3.2 Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanks Pelanggaran Undang-Undang
Jabatan Notaris

Majelis Pengawas Notaris selain berwenang melakukan pemeriksaan dan
pembinaan terhadap Notaris, juga berwenang menjatuhkan sanks terhadap
Notaris. Sanksi ini disebut dan diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan
ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.°Dengan pengaturan seperti itu
ada pengaturan sanks yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur
atau disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Mengena wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73
ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan
sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam
Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga
berwenang untuk menjatuhkan seluruh sanks sebagaimana yang tersebut
dalam Pasal 85 UUJN.

2. Mengenai wewenang MPP, yaitu penjatuhan sanks dalam Pasal 84 UUJN.
Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP

% pasal 73 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

*"Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta
Pusat, pada tanggal 26 April 2011.

*®penjelasan Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa sanksi yang tersebut dalam Pasal 84
UUJN berlaku untuk Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.
Tapi, Pasal 85 UUJN tidak menyebutkan pemberlakuan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal
84 UUJN, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pasal 85 UUJN hanya berlaku untuk Notaris sgja.
Seharusnya, ketentuan Pasal 85 UUJN berlaku pula untuk Notaris Pengganti, Notaris Pengganti
Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.
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mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam
Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanks perdata, yang dalam
pelaksanaannya tidak memerlukan  (perantara) @ MPP  untuk
melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanks perdata,
bahwa pelaksanaan sanks tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus
ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada
putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai
kekuatan pembuktian sebagal akta dibawah tangan atau akta batal demi

hukum.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang

untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

1. MPD tidak mempunya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.
Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari
masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau
pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan
untuk menjatuhkan sanks apapun, tapi MPD hanya berwenang untuk
melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan
tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan,
Magjelis Pengawas Pusat, dan Organisaf Notaris (Pasal 71 huruf e UUJN).

2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. MPW hanya
dapat menjatuhkan sanksi berupa sanks teguran lisan atau tertulis, dan
sanksl seperti ini bersifat fina dan mengusulkan pemberian sanksi
terhadap Notaris kepada Maelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian
sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6
(enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hornat dari jabatan
Notaris.

3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas

Pasal 77 huruf ¢ UUIN menentukan bahwa M PP berwenang menjatuhkan

sanks pemberhentian sementara. Sanks seperti ini merupakan masa
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menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanks yang
lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau
pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang

lainnya M PP hanya berwenang untuk mengusulkan:

a. pemberian sanks berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari
jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);

b. pemberian sanks berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya
dengan aasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanks yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN,
sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh
MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat
dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari
jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya
dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan
dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang

mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.>

Sanks terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang
kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuni sanksi perdata,
administrasi juga dapat dijatuhi sanks etika dan sanksi pidana. Sanksi menurut
Philipus M. Hadjon menyatakan sanks merupakan alat kekuasaan yang bersifat

*K ewenangan MPP untuk mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan
Notaris merupakan putusan yang konkret, individual, dan final dari MPP yang ditujukan kepada
seorang Notaris atas hasil pemeriksaan MPP. Jika putusan ini tidak memuaskan Notaris yang
bersangkutan, maka putusan tersebut Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara. Meskipun dalam hal ini sebenarnya Menteri
Hukum dan HAM sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengel uarkan keputusan
pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris, putusan tersebut dapat digjukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Notaris yang bersangkutan, tapi dalam hal ini gugatan tersebut
lebih tepat, digjukan kepada MPP dengan alasan MPP yang telah memeriksa dan melakukan
persidangan atas Notaris yang bersangkutan yang mengetahui kejadian dan latar belakang untuk
mengajukan usul pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris. Dengan keputusan badan
peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar oleh Menteri Hukum
dan HAM untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris
dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf e
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.
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hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebaga reaks terhadap
ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur

sanksi, yaitu:*®
a. sebaga aat kekuasaan;
b. bersifat hukum publik;
c. digunakan oleh penguasa;
d. Sebaga reaks terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanks merupakan bagian yang penting dalam hukum, dan tiap
aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan
hukum tersebut, pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam
bentuk undang-undang tetapi bisa juga dalam bentuk peraturan lain, seperti
keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah undang-undang. Pencantuman
sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang
harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang
bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi
jika bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tiada gunanya memberlakukan
kai dah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melal ui
sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum

acara).”

Sanks ini seladu ada pada aturan-aturan hukum yang dikuaifikasikan
sebaga aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap
suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya
ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan

* Hadjon, Ibid., hal. 262.
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hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau
mewajibkan.®?

Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis
yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewgjiban atau larangan-larangan
yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik itu ketentuan

perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.®®

Hakikat sanksi sebagali suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk
memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan
yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk
mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai aturan hukum yang
berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.
Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa
Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan
mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam
UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas
jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, disamping dengan pemberian sanksi
terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang
merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak
yang bersangkutan sebagimana yang tersebut dalam akta Notaris.

Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga
kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. UUJN yang mengatur jabatan Notaris
berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu
aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah

mel akukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.
2.3.3 Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

Mekanisme pelaksanaan Pasal 66 UUJN ini, diawali dengan Polisi yang
mengirim surat kepada MPD, ketika ingin menghadirkan Notaris sebagai saksi

®2philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, (Surabaya: Y uridika, 1992) hal.6
®Hadjon, Ibid., hal. 5.
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atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan surat tersebut, Notaris dipanggil oleh
MPD, untuk ditanyakan bagaimana standar dan tata cara pembuatan aktanya dan
bagai mana kelengkapan data yang mendukung pembuatan akta. Setelah itu, MPD
menilai ada tidaknya unsur pidana dalam proses pembuatan sampai pengeluaran
akta. Jika ditemukan unsur pidana, maka MPD akan mengambil keputusan secara
voting, namun jika tidak ditemukan dan menurut penilaian MPD, Notaris telah
menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, maka

Notaris tersebut akan dilindungi secara hukum.**

MPD selain sebagai eksekutor Pasal 66 UUJN, juga berperan sebagai
fasilitator bagi masyarakat yang hendak melaporkan Notarisnya. Dalam keadaan
tersebut MPD harus berskap sebaga mediator yang memediasikan
kesalahpahaman maupun persoalan yang tengah terjadi. Jika tidak ada titik temu
antara Notaris dan sang pelapor, maka MPD akan melaporkannya kepada MPW,
untuk kemudian memutus sengketa tersebut. Notaris yang tidak puas dengan

keputusan MPW, dapat mengajukan banding ke MPP.%°

Pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris diwgjibkan merahasiakan isi akta yang
dibuatnya terhadap siapapun, kewajiban ini dikenal dengan Rahasia Jabatan yang
dikuatkan dengan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh Notaris sebelum
menjalankan jabatannya, sebagaimana sumpah tersebut dituliskan dalam Pasal 4
ayat (2) UUJN, yang isinya sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanyji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-Undag Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-
undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan
amanah, jujur, sekasama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan
menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya
sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan
tanggungjawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi

®Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta
Pusat, pada tanggal 26 April 2011.

® Hasil wawancara dengan Bapak Refizal, SH, M.Hum., Wakil Ketua MPW Jakarta
Pusat, pada tanggal 26 April 2011.
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akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah
dan tidak akan memberikan atau menjajikan sesuatu kepada siapapun.®

Sumpah jabatan yang diucapkan oleh Notaris tersebut, menjadi bertolak
belakang ketika Notaris harus memberikan foto copy minuta aktanya maupun
surat atau dokumen yang dilekatkan pada minuta akta/protokol Notaris, kepada
pihak lain dalam rangka proses hukum. Untuk menselaraskan antara dua hal yang
bertolak belakang tersebut maka dibuatlah tata cara atau prosedur khusus
mengena penerapan hukum acara, terhadap Notaris selaku Pegjabat publik yang
harus dihormati kedudukannya, aturan-aturannya, lembaga Pengawas yang

mengawasinya, sertalembaga yang menaunginya.

Tata cara atau prosedur tersebut ialah Nota Kesepahaman yang dibuat
untuk menciptakan kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan
Ikatan Notaris Indonesia atau INI, agar saling membantu dalam upaya penegakan
hukum yang dilandas oleh profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing.

Nota kesepahaman ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Bab pertama mengenal
ketentuan umum, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan hukum yang
dilakukan oleh Penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan
tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf | KUHAP, dapat juga dilakukan
terhadap Notaris bailk selaku saks maupun tersangka. Namun, pemeriksaan
terhadap Notaris ini harus dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan Undang-
Undang agar Notaris tetap dapat mempertahankan sumpah jabatannya untuk

merahasi akan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya.

Bab kedua dari Nota kesepahaman ini, memuat aturan pelaksanaan
pemanggilan Notaris, pemeriksaan Notaris, dan penyitaan terhadap akta Notaris.
Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani Penyidik setelah disetujui oleh Majelis Pengawas, dalam surat

®Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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pemanggilan harus dicantumkan alasan pemanggilan dan status Notaris apakah
sebagal saks atau tersangka.

Dengan adanya surat pemanggilan ini, maka Notaris wagib memenunhi
panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP.
Apabila Notaris tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik, maka Penyidik
diperkenankan datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil,
sebagaimanadiatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Apabila pemanggilan meningkat ke pemeriksaan yang berkaitan dengan suatu
peristiwa pidana, maka dalam memeriksa Notaris, Penyidik harus mengacu
kepada: ®

1. Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik

2. Pasal 116 KUHAP mengena saksi yang tidak perlu disumpah, terkecuali
terhadap saks yang tersebut, diduga tidak akan hadir dalam pemeriksaan
di Pengadilan

3. Pasal 117 KUHAP mengena keterangan tersangka atau saksi kepada
Penyidik

4. Pasal 224 KUHP mengenai penyimpanan semua surat putusan Pengadilan

5. Undang-Undang Jabatan Notaris

6. Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86
tanggal 12 April 1986.

Ketika Notaris diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukannya
apakah sebagal saks atau tersangka, apabila sebagai saksi maka pemeriksaan
tidak perlu dilakukan penyumpahan kecuali cukup kuat alasan bahwa ia tidak
dapat hadir dalam pemeriksaan disidang pengadilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 116 ayat (1) KUHAP,yang menyatakan :

®7]_ampiran Nota K esepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan
Notaris Indonesia dan I katan Pegjabat Pembuat Akta Tanah .
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“Saks diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila cukup alasan untuk
diduga bahwaiatidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.”

Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh Penyidik
dan/atau sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam kaitannya dengan
sumpah jabatan Notaris yang disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat
(1) huruf e, dan Pasal 54, jadi dalam hal ini Notaris diberikan kesempatan untuk
memberikan tanggapan terhadap kesaksian ataupun sangkaan yang dituduhkan
kepadanya.

Notaris juga dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan
keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP,
yang menyatakan:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberikan keterangan sebagali saksi, yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.

Atau Notaris dapat menolak memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 120 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka
Penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya
yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat,
pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat
menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Namun, Kketentuan kedua Pasal daam KUHAP tersebut dapat
dikesampingkan oleh Nota Kesepahaman yang menyebutkan bahwa dalam hal
pemeriksaan hak ingkar Notaris atau hak untuk dibebaskan/menolak
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memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dapat dilepaskan demi
kepentigan hukum yang dianggap lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi,
yang berkaitan dengan is akta ataupun peraturan umum yang memberikan
pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1)
huruf e, dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris
merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta
yang dibuatnya berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasad 54 KUHAP, atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan surat
penugasan. Apabila tidak terbukti adanya unsur-unsur pidana terhadap Notaris
yang yang diperiksa, maka Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah
Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal terjadi penyitaan terhadap akta Notaris atau protokol Notaris oleh
Penyidik, untuk membuktikan perkara pidana atau keterlibatan Notaris sebagai
tersangka, maka berdasarkan Nota Kesepahaman, Penyidik harus memperhatikan
ketentuan Pasal 66 UUJN dan Petunjuk Mahkamah Agung RI No.
MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986, yang rumusannya dituangkan dalam
bentuk tata cara atau prosedur sebagai berikut:%®

1. Penyidik mengaukan permohonan kepada M ajelis Pengawas di tempat
kedudukan Notaris yang bersangkutan berada;

2. Surat permohonan menjelaskan secararinci relevansi dan urgensinya
untuk membuka rahasia suatu minuta akta Notaris;

3. Surat tembusan tersebut wajib diberi tembusan kepada Notaris yang
bersangkutan, sehingga Notaris dapat memberikan pertimbangan kepada
Majelis Pengawas, baik diminta ataupun tidak;

4. ApabilaMgelis Pengawas memberi persetujuan atas surat permohonan
tersebut, maka Penyidik diberikan fotokopi minuta akta berikut surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris, dengan membuat
berita acara penyerahan.

% |ampiran Nota K esepahaman Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia
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5. Apabiladiperlukan pemeriksaan Laboratorium terhadap minuta akta atau
protokol Notaris maka Notaris bersama-sama Penyidik membawa bundel
minuta akta tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang ditentukan.

Berdasarkan paparan diatas, dapat digarisbawahi bahwa Nota Kesepahaman
dibuat dalam rangka memperlancar proses hukum, bahkan lewat Nota
Kesepahaman ini seorang Notaris tidak dapat menghindar dari hukum jika
terbukti melakukan pelanggaran hukum yang memunculkan kasus. Oleh
karenanya, dalam menjalankan kewenangannya, Notaris harus memegang prinsip
kehati-hatian, terlebih saat ini modus kejahatan semakin canggih.

2.4. Bentuk Pelanggaran Notaris Dan Implikasinya Terhadap Akta-Aktanya

Menghindari terjadinya pelanggaran dalam hal pembuatan akta, syarat
otentisitas adalah hal yang tidak dapat dilepaskan oleh Notaris, begitu juga dengan
keabsahan dan syarat-syarat batalnya suatu akta. Terpenuhi atau tidaknya syarat
otentisitas ini menjadi tolak ukur dan penentu otentik atau tidaknya suatu akta.

Akibat yang mungkin timbul ketika terjadi pelanggaran adalah akta batal
demi hukum (van rechtswegenietig) apabila akta tersebut melanggar ketertiban
umum dan kesusilaan, akta dapat dibatalkan (vernietigbarr) apabila syarat untuk
melakukan perbuatan hukum tidak terpenuhi, dan akta tidak mempunyai kekuatan
hukum (buiten effect stellen) apabila mengandung kesalahan materiil.

Akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan hanya dapat diputuskan melalui
putusan hakim. Putusan akta dapat dibatalkan berlaku segjak putusan hakim
mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku mundur sejak akta itu dibuat,
sedangkan putusan akta batal demi hukum, diartikan bahwa sgjak awal dianggap
tidak pernah ada perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Sebelumnya, telah dipaparkan bahwa cacat pada akta bisa disebabkan oleh
perbuatan Notaris maupun oleh perbuatan penghadap sendiri. Oleh karenanya,
perlu diketahui bentuk pelanggaran apa yang dapat diminta pertanggungjawaban
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Notaris. Menurut G.H.S Lumban Tobing, Notaris bertanggung jawab terhadap
pihak lain atas akta partij yang dibuatnya mengenai:®

Tanggal dari akta;
Tandatangan-tandatangan yang ada dalam akta itu;

Identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten);

N

Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang
diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam
akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya
pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran is akta. Jadi,
terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijke akte) tidak dapat digugat,
kecuali tuduhan atas ketidakaslian akta atau palsu. Namun, apabila is akta
merupakan keterangan-keterangan yang tidak benar, maka diperkenankan untuk
dilakukan pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).”

Pelanggaran atas tugas dan kewagjiban Notaris yang mengakibatkan akta
hanya mempunyal kekuatan bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum
dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pembatalan terhadap akta Notaris, menimbulkan akibat kepada para pihak
yang ada didalamnya. Akibat yang mungkin timbul dibagi kedalam tiga bentuk.
Pertama, apabila pembatalan terjadi pada perbuatan hukum yang wajib
dituangkan dalam suatu akta otentik, maka akta Notaris batal dan hilang
otentisitasnya, sehingga tindakan hukum yang terkandung didalamnya pun ikut

* Tobing, op.cit., hal 53
™ Tobing. Ibid.,
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batal. Kedua, apabila pembatalan terjadi pada perbuatan hukum yang tidak
diwgjibkan oleh undang-undang untuk dituangkan kedalam suatu akta otentik, tapi
para pihak menghendaki agar perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan
suatu akta otentik, maka terhadap akta Notaris tersebut batal dan hilang
otentisitasnya, namun perbuatan hukumnya tidak ikut batal. Ketiga, Apabila
pembatalan terjadi terhadap perbuatan hukum yang ada didalamnya, dalam hal ini
akta Notaris tidak batal dalam arti tetap otentik, jadi secara formal akta tersebut
tidak batal namun perbuatan hukum yang ada didalamnya batal .

2.5. Analisis

2.5.1. Analisis Terhadap Kasus NotarisH.M. ZAINI, SH Atas Putusan M PP
Notaris Yang Memeriksa dan M emutus Permohonan Banding Terhadap
Putusan M ajelis Pengawas Wilayah Notaris Provins Sumatera Selatan
Nomor 01/MPW Not-SS/11/2008 tanggal 29 Februari 2008

1. Duduk Perkara

Magelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang melakukan
pemeriksaan terhadap Notaris H.M. Zaini, SH (Pembanding, dahulu Terlapor)
berdasarkan adanya laporan masyarakat atas nama H.Pahala Simanjuntak,
SE,MM (Terbanding dahulu Pelapor) terhadap dikeluarkannya Akta Jual Beli No.
847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006 yang
mengakibatkan kerugian kepada Pelapor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah). Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Magjelis Pemeriksa Daerah
Notaris Kota Palembang sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Hasll
Pemeriksaan Nomor W.5.001..MPD-PLG-Tahun 2005 tanggal 9 Januari 2008,
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang menyimpulkan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:
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- bahwa aktatidak dibacakan oleh Notaris;

- bahwa penandatanganan aktatidak dilakukan dihadapan Notaris;

- bahwa sudah dilakukan perubahan nama pembeli semula bernama Effendi
alias Ameng berubah menjadi A. Wani tanpa sepengetahuan Penjual dan
tidak mengingatkan Penjual.

Setelah mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor serta sesuai
fakta-fakta hukum yang ditemukan, Mgelis Pengawas Daerah Notaris Kota
Palembang berpendapat bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 huruf 1 UUJN.
Selanjutnya, MPD Notaris Kota Palembang memberikan rekomendas Kepada
MPW Notaris agar memberikan teguran tertulis kepada terlapor. MPW Notaris
Provinss Sumatera Selatan telah melakukan persidangan pemeriksaan, hasil

pemeriksaan dalam persidangan diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:
1. Keterangan Pelapor

1. Bahwa dalam surat pengaduan Pelapor menyebutkan Terlapor telah
membuat 2 (dua) Akta Jual beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual
beli No. 848/105/Sukarami/2006, dimana Pelapor sebagai penjua dan
Effendi alias Ameng sebagai pembeli, tetapi dalam Akta Jua Beli yang
tertulis sebagai pembeli adalah Ahmad Wani Muhallim;

2. Bahwa Pelapor ke kantor Terlapor bersama Effendi alias Ameng dan

teman Terlapor yang bernama Zaini M. Nur;

3. Bahwa Pelapor bertemu dengan Terlapor, tetapi karena Terlapor ada
urusan di Bank BCA maka terlapor memerintahkan kepada staf nya untuk
melayani Pelapor kemudian Pelapor disodorkan formulir Akta Jua Beli
dengan meminta kepada Pelapor u ntuk menandatanganinya, lalu Pelapor
tandatangani tetapi saudara Effendi alias Ameng tidak ikut

menandatangani formulir tersebut;
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4. Bahwa 2 minggu kemudian, Pelapor menanyakan pembuatan Akta Jual
Beli tersebut kepada staf Terlapor yang bernama Erna dan mendapatkan
jawaban bahwa akta tersebut sudah selesai dan sedang diproses balik nama
di Badan Pertanahan Nasiona Palembang. Dari Erna pula Pelapor
mengetahui bahwa nama Pembeli dalam Akta Jual Beli itu tidak atas nama
Effendi alias Ameng tetapi Ahmad Muhallim;

5. Bahwa Pelapor tidak mengena dan tidak pernah bertemu dengan orang
yang namanya Ahmad Wani Muhallim;

6. Bahwa Pelapor merasa dirugikan atas perbuatan Terlapor, karena Pelapor
sampal saat ini belum menerima pembayaran harga tanahnya sebesar Rp.
300.000.000,- (tigaratus jutarupiah);

7. Bahwa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan
Nomor 848/105/Sukarami/2006 diperoleh Pelapor dari Badan Pertanahan
Nasional Palembang, sewaktu melakukan pengecekan kebenaran proses

balik nama yang diinformasikan oleh staf Terlapor yang bernama Erna
2. Bantahan Terlapor

1. Bahwa Pelapor dan Effendi alias Ameng datang ke kantor Terlapor,
karena Terlapor ada urusan di Bank BCA Palembang, kemudian Terlapor
meminta staf nya yang bernama Erna untuk meelayani permintaan

Pelapor;

2. Bahwa pada saat Terlapor kembali ke kantor setelah kembali dari Bank
BCA, saf Terlapor menyerahkan Akta Jua Bei  No.
847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor
848/105/Sukarami/2006 untuk ditandatangani oleh Terlapor;

3. Bahwa penulisan nama dalam Akta Jua Beli tersebut bukanlah Effendi
alias Ameng tetapi atas nama Ahmad Wani Muhallim;

4. Bahwa penulisan nama Pembeli Ahmad Wani Muhallim dalam akta jual
beli tersebut dilakukan oleh Terlapor atas permintaan Effendi alias Ameng
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karena tanah tersebut akan dijadikan jaminan tambahan dalam pinjaman
kredit ke Bank Danamon;

5. Bahwa sekalipun dalam Akta Jual Beli tertulis atas nama Ahmad Wani
Muhallim, Terlapor tetap menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan
tidak memberitahukan perubahan kepada Pel apor;

6. Bahwa Terlapor mengurus balik nama sertifikat Nomor 943 dan seritifikat
Nomor 947 dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;

7. Bahwa Terlapor mengurus kredit atas nama Ahmad Wani Muhallim ke
Bank Danamon kota Palembang;

8. Bahwa Terlapor tahu bahwa permohonan kredit (modal kerja) tersebut
telah cair;

9. Bahwa menurut Terlapor bahwa profesi Notaris, dcemikian juha halnya
Terlapor, hanya mengkonstatir kehendak para pihak, dalam kasus ini,
kehendak Effendi alias Ameng dan Ahmad Wani Muhallim dan masalah
harga tanah tidak menjadi unrusan Notarislagi;

10. Bahwa penandatangan Akta Jual Beli No. 847 dan Akta Jual Beli N0.848
tidak dilakukan oleh Terlapor dihadapan pihak-pihak Penjua dan
Pembeli;

11. Bahwa Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor
848 dihadapan para pihak, balk sebelum maupun setelah Terlapor

menandtanganinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti Terlapor
dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli
No. 848/105/Sukarami/2006 tersebut, telah bertindak:

1. Tidak jujur, karena terjadi perubahan nama pembeli dari Effendi aias
Ameng ke Ahmad Wani Muhallim daam Akta Jual Beli No.
847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli No. 848/105/Sukarami/2006.
Tidak diberitahukan kepada Pelapor. Sementara Pelapor hanya mengenal
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Effendi dias Ameng sebaga Pembeli dan sma sekali tidak mengena
orang yang bernama Ahmad Wani Muhallim. Seharusnya Terlapor
mengetahui bahwa perjanjian jua beli sah apabila ada persetujuan kedua
belah pihak. Tindakan tidak jujur dari Terlapor ini mengakibatkan
kerugian dari pihak Pelapor.

. Tidak seksama, karena Terlapor tidak membacakan Akta Jual Beli di
hadapan para pihak, sehingga perubahan nama Pembeli tidak dapat
dikoreksi oleh Pelapor. Seandainya Akta Jual Beli dibacakan dihadapan
Penghadap tentu masalah ini tidak akan terjadi, karena Pelapor akan
menyatakan keberatan atas terjadinya perubahan nama Pembeli.

. Tidak mandiri, karena Terlapor mau dipengaruhi oleh Effendi alias Ameng
(calon Pembeli yang dikena Pelapor) untuk mengubah nama Pembeli dari
Effendi alias Ameng kepada Ahmad Wani Muhallim tanpa persetujuan
Pelapor. Sebagai pgabat umum seharusya Terlapor menjadi teladan dalam
mematuhi aturan, tetapi dalam kenyataannya Terlapor mau dipengaruhi
Effendi alias Ameng melanggar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris.
Disini Terlapor tidak berpihak kepada peraturan tetapi mengikuti kemauan
Effendi alias Ameng yang menyimpang dari Peraturan Jabatan Notaris;

Berpihak, ha ini terlihat dari tindakan Terlapor yang tidak
membertitahukan perubahan Pembeli kepada Pelapor. Terlapor tidak
berpiha kepada peraturan dan pelapor, tetapi berpihak mengikuti kemauan
Effendi alias Ameng. Dengan tindakan keberpihakan Terlapor ini Ameng
lepas dari tanggung jawab untuk membayar harga tanah kepada Pelapor.
Bagaimanapun perubahan nama Pembeli dari Effendi alias Ameng ke
Ahmad Wani Muhalim tanpa persetujuan Pelapor tidaklah dapat
dibenarkan secara hukum. Terjadinya Jual Beli haruslah ada kesepakatan
para pihak, dalam hal ini pihak Penjual dan pihak Pembeli (Pasal 1320
KUH Perdata). Oleh karena itu tidak ada alasan hak dari pihak ketiga
(dalam hal ini Ahmad Wani Muhallim) untuk memiliki keduduka hukum
(legal standing) sebagai Pembeli dan menandatangani akta Nomor 847 dan
848 seperti disebut diatas;
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5. Tidak menjaga kepentingan pihak Pegjual/ Pelapor, karena akibat
pembuatan Akta Jual Beli yang menyalahi prosedur dan tata cara yang
diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pelapor/Penjua mengalami

kerugian, karenatidak menerima uang pembayaran penjual an tanahnya.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban
memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini,
kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti bahwa Terlapor
tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagaimana mestinya. Seharusnya
Terlapot tidak memerintahkan stafnya untuk melayani Pelapor dalam pembuatan
Akta Jual Beli. Kalau Terlapor ada urusan pada saat itu, sehingga belum bisa
melayani Pelapor, seharusnya pembuatan akta ditunda sampal ada kesempatan
Terlapor untuk berhadapan langsung dengan Pelapor.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris
berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, terbukti Terlapor tidak
membacakan Akta Jual Beli Nomor 847 dan 848 dihadapan penghadap dengan
saksi-saks dan tidak ditandatangani Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor pada saat
itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang disodorkan oleh staf
Terlapor yang bernama Erna, lalu Akta Jua Beli yang dibuat Erna disodorkan
kepada Terlapor setelah kembali dari Bank BCA untuk ditandatangani .

Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta.
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Bahwa dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Terlapor sama sekali
tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, karena tidak ada sama sekali usaha
dari Terlapor untuk menjelaskan dan menyadarkan Effendi alias Ameng dan
Ahmad Wani Muhalim tentang akibat hukum dari perubahan nama pembeli
dalam akta jual beli tanpa persetujuan Pelapor. Seyogyanya Terlapor member
penyuluhan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 847dan 848 harus ditandatangani
oleh Effendi alias Ameng bukan oleh Ahmad Wani Muhallim. Tetapi dalam
pembuatan Akta Jual Beli tersebut, malah Terlapor ikut melanggar peraturan
jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan Mg elis Pengawas Wilayah Notaris Provinss Sumatera Selatan, dan
berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provins

Sumatera Selatan memutuskan:

1. Terlapor MH Zaini, SH Notaris di kota Palembang, Alamat Kantor Jalan
Megjid Lama No. 167 Kelurahan 17 ilir Palembang, dinyatakan bersalah
melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf &, huruif d,
dan huruf | Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

2. Mengusulkan kepada Mgj€elis Pengawas Pusat Notaris supaya memberikan
sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada
Terlapor.

Menimbang bahwa terhadap putusan Mgelis Pengawas Wilayah Notaris
Provins Sumatera Selatan Nomor: 0L/MPW NOT-SS/I11/2008 tertanggal 29
Februari 2008, Terlapor menyatakan keberatan dan mengaukan permohonan
banding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris

sebagaimana diterangkan dalam memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Akta yang dilaporkan oleh Pelapor/Terbanding dalam perkara
tersebut adalah Akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku
Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah kota Palembang dan
bukan akta yang dibuat dalam kedudukan selaku Notaris di Palembang,
yaitu Akta Jual Beli Nomor: 848/105/Sukarami/2006 dengan objek berupa
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2 (dua) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 947/Kebun
Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga. Dan atas
pembuatan Akta Jual Beli tersebut dan telah digukan permohonan
pembatalannya oleh Pelapor/Terbanding pada Pengadilan Negeri
Palembang selaku Penggugat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 1 Agustus 2007 Nomor 20/PDT.G/2007/PN.PLG
yang isi  putusannya tersebut menolak gugatan  Penggugat
(Pelapor/Terbanding) serta telah pula digjukan permohonan banding oleh
Pelapor/Terbanding tanggal 23 Agustus 2007 dengan register Banding
Nomor: 41/Pdt.G/2007.

Bahwa sebagaimana dinyatakan pada bagian awal/bagian kepaa
Akta Jua Beli Nomor 847 dan Nomor 848 tersebut diatas bahwa saya,
Haji Muhammad Zaini, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Maret 1996 Nomor
3-X1-1996 diangkat menjadi PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut berbunyi:

Pasal 7 ayat (1): “PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

Pasal 7 ayat (3): " Peraturan Jabatan PPAT diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri”.

Sebagal perwujudan Pasal 7 ayat (1) peraturan pemerintah nomor
24 tahun 1997 tersebut diatas dan sebagai landasan hukum yang memberi
kewenangan kepada saya untuk menjalani jabatan selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah kota Paembang adalah Surat
Keputusan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasiona
tangga 4 Maret 1996 nomor 3-X1-1996 dan Berita Acara Pengambilan
Sumpah/ janji PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palembang tanggal 20 Mei 1996 Nomor 2618/1996 sebagimana terlampir.

Sedangkan untuk jabatan saya dalam kedudukan selaku Notaris di
Palembang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Manteri Kehakiman
Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1994 nomor: C-31.HT.03.01 Th.1994
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dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris dihadapan Bapak Walikota
Palembang tanggal 14 Juni 1994 nomor: 800/3029/V 11/1994.

Sebagal tindak lanjut atau perwujudan dari Pasa 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka lahirlah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang mengatur tentang Tugas,
Pokok, Wewenang PPAT, Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT,
Daerah Kerja PPAT, Sumpah Jabatan PPAT, Pembinaan dan Pengawasan
PPAT.

Bahwa, mengingat akta-akta yang diproses dan diputuskan oleh
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tersebut
diatas adalah akta-akta yang dibuat dihadapan Terlapor/Terbanding dalam
kedudukan selaku PPAT, dan bukan akta yang dibuat dalam kedudukan
selaku Notaris, maka Terlapor/Terbanding menilai dan berpendapat bahwa
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinss Sumatera Selatan kurang memahami
kewenangan mana yang masuk porsi /kategori akta dalam keududukan
selaku Notaris dan mana yang masuk kategori akta dalam kedudukan
selaku PPAT. Padahal didalam bagian kepala Akta Jual Beli Nomor 947
dan Nomor 848 tersebut diatas jelas dicantumkan bahwa
Terlapor/Pembanding menjalani jabatan dalam kedudukan selaku PPAT
untuk wilayah Kota Palembang, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasiona
tangga 4 Maret 1996 Nomor 3-X1-1996. Oleh karena itu laporan
Pelapor. Terbanding atas pembuatan Akta Jua Beli Nomor; 847 dan
Nomor: 848 tersebut diatas tidak dapat diterapkan/dipedomi pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena akta yang
dibuat dihadapan Terlapor/Pembanding tersebut bukan Notaris. Dan oleh
karena itu atas putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang
dan/atau Magjelis Pengawas Wilayah Provinsg Sumatera Selatan
sebagaimana tersebut diatas Terlapor/Pembanding anggap cacat hukum
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dan salah dalam penerapan hukum/Undang-Undang dan oleh karena itu
Putusan Mgelis Pengawas Wilayah Provins Sumatera Selatan tersebut
Terlapor/Pembanding menyatakan batal demi hukum dan tidak dapat
ditindaklanjuti oleh Mgjelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa sesungguhnya dalam laporan Pelapor/Terbanding tersebut
diatas Mgelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provins Sumatera Selatan berwenang
memberikan izin kepada pihak kepolisian kota Palembang untuk
memanggil saya untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan
pembuatan akta tersebut dan bukan memproses, memeriksa, dan
mengambil  keputusan  dengan menjatuhkan  sanksi  kepada
Terlapor/Pembading selaku Notaris Kota Palembang, padaha akta yang
dilaporkan Pelapor/Terbanding tersebut bukanlah akta Notaris, melainkan
akta Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku PPAT.

Oleh karena itu atas laporan Pelapor/Terbanding tersebut
Terlapor/Pembanding sangat berkeberatan diproses oleh Majelis Pengawas
Daerah Notaris Kota Paembang dan/atau Maelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Sumatera Selatan, dan bahwa sesungguhnya Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Magjelis Pengawas
Wilayah Notaris Provins Sumatera Selatan hanya berwenang member izin
jika Notaris PPAT dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai
keterangan sebagai saksi dalam hubungan pembuatan akta Notaris atau
Akta PPAT, bukan memproses laporan atas pengaduan pembuatan akta
PPAT.

Seharusnya peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Jabatan
PPAT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
Jadi dalam ha ini Mgelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang
dan/atau Mgelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan

tidak berwenang memproses laporan Pelapor/Terbanding.
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2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan PPAT, yang berhak mengangkat dan memberhentikan
PPAT  adadah  Menteri yang  bertanggungjawab  dibidang
Agraria/Pertanahan, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Dari apayang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah yang merupakan salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agrariayang berlaku di Indonesia

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
PPAT

4. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggd 4 Maret 1996 Nomor 3-X1-1996 tentang
Pengangkatan PPAT

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlapor/Pembanding
sebagaimana disampaikan dalam memori banding seperti tersebut diatas,
Pelapor/Terbanding sampal pemeriksaan perkara ini tidak menyampaikan

Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
2. Tentang Hukumnya

Menimbang bahwa Pembanding dahulu Terlapor maupun Terbanding
dahulu Pelapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Maelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-
SS/11/2008 tertanggal 29 Februari 2008 kepada M gjelis Pengawas Pusat Notaris;
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Menimbang bahwa Pembanding /Terlapor menyatakan keberatan atas
putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinss Sumatera Selatan Nomor:
OL/MPW Not-SS/11/2008 Tertanggal 29 Februari 2008, sebagaimana didalilkan
oleh Pembanding/Terlapor dalam Memori Banding yang disampaikan kepada
Majelis Pengawas Pusat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenal keberatan Pembanding/Terlapor terhadap
putusan Mgelis Pengawas Wilayah Notaris Provinss Sumatera Selatan tersebut,
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan ketentuan sebagaimana
diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunana Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Magjelis Pengawas Notaris yang menyebutkan
bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kalender terhitung sgjak putusan diucapkan, juncto Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Magjelis Pengawas Notaris yang menyebutkan bahwa penyampaian
memori banding digjukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender terhitug sejak banding dinyatakan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding Pembanding/Terlapor,
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terlebih dahulu mempertimbangkan apakah
upaya hukum banding yang digjukan oleh Pembanding /Terlapor telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Mgjelis Pengawas Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provins Sumatera Selatan Nomor: 0/MPW NOT-SS/11/2008 tertanggal
29 Februari 2008, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahunn 2004
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tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris,
maka Pembanding/Pelapor menyatakan banding paling lambat tanggal 7 Maret
2008 sgjak putusan diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Mgelis Pengawas
Notaris, maka penyampain memori banding kepada Maelis Pengawas Pusat
Notaris dalam jangka waktu paling lambat tanggal 21 Maret 2008 segjak banding
dinyatakan;

Menimbang bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan permohonan
banding kepada Magjelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provins Sumatera Selatan pada tangga 3 Maret 2008 yang
tertulis dalam memori banding Pembanding/Terlapor sebagaimana tercatat dalam
register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-
14/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka Maelis Pemeriksa
Pusat berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding/Terlapor telah sesuai
dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2)
juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia
Republik Indonesia Nomor M:.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, karenanya permohonan

banding Pembanding/Terlapor dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelgari berkas perkara
permohonan Banding Pembanding/Terlapor atas keberatan Pembanding/Terlapor
terhadap Putusan Magjelis Pengawas Wilayah Notaris Provinss Sumatera Selatan
Nomor: OL/MPW Not-SS/11/2008 tertanggal 29 Februari 2008 yang amar
putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan
sanksi berupa pemberhentian sementara (3) tiga bulan kepada Terlapor/Notaris
HM Zaini, SH;
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Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Terbanding dalam
memori bandingnya menyatakan keberatan diproses oleh Maelis Pengawas
Daerah Notaris Kota Palembang dan/atau Magjelis Pengawas Wilayah Notaris
Provinss Sumatera Selatan karena akta-akta yang dibuat  oleh
Pembanding/Terlapor adalah akta-akta dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah bukan dalam kedudukan sebagai Notaris;

Menimbang bahwa memang benar Pembanding/Terlapor membuat Akta
Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006 dan Akta Jual Beli Nomor
848/105/SUKARAMI/2006 selaku Pegabat Pembuat Akta Tanah yang tunduk
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang pengangkatan
Pgjabat Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam persidangan Maelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2008,
Pembanding/Terlapor menerangkan bahwa Pembanding/Terlapor juga mengurus
balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan sertifikat Hak
Milik Nomor : 948/K ebun Bunga di Kantor Badan Pertanahan K ota Palembang.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat ketika
Pembanding/Terlapor melakukan pengurusan balik nama Sertifikat tersebut, maka
Pembanding/Terlapor tidak bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan
tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pegjabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding/Terlapor
yang melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 947/K ebun
Bunga dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga di Kantor Badan
Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Magelis Pengawas
Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi prilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris”.

Menimbang bahwa seyogiyanya Pembanding/Terlapor tidak melakukan
pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Bunga oleh karena Terbanding/Terlapor
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mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli Nomor 847/104/SUKARAMI/2006
dan Akta Jual Beli Nomor 848/105/SUKARAMI1/2006 tidak dilakukan dihadapan
penjual dan pembdli, tidak dibacakan dihadapan para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian Mgjelis Pemeriksa Pusat berpendapat
bahwa perbuatan  Pembanding/Terlapor masuk kategori perbuatan tercela
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang bahwa selanjutnya menguatkan putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor:0L/MPW Not-SS/11/2008
tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada Majelis
Pengawas Pusat Notaris memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara 3
(tiga) bulan kepada Terlapor/Notaris HM.Zaini, SH selanjutnya memperbaiki
pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, MPP Notaris

memutuskan:

1. Menyatakan Maelis Pengawas Notaris berwenang untuk memproses
pengaduan HM.Zaini, SH tentang masalah ini. M.02.PR.08.10 Tahun
2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Susunan Organisas, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Magélis

Pengawas Notaris

2. Menyatakan Pembanding/Terlapor melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan
terhadap HM. Zaini, SH dalam jabatannya sebagai Notaris di Kota
Palembang, terhitung segak serah terima protokol di Kantor Magéelis
Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.
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4. Memerintahkan kepada HM. Zaini, SH untuk menyerahkan protokol
Notaris yang dalam penguasaannya kepada Pegjabat sementara Notaris

yang ditunjuk oleh Menteri.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada
hari Rabu tanggal 04 November 2009, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani,
SH, M.Hum., sebaga Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Akhiar Salmi,
SH,MH masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Andi Yulia Hertaty, SH,
M.Kn. sebagai sekretaris Maedlis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu
Terlapor sertatidak dihadiri oleh Terbanding dahulu Pelapor.

3. Pertimbangan Hukum

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam pertimbangan hukum putusannya,
halaman 11 mendasarkan putusannya pada adanya pelanggaran dalam pembuatan
Akta Jua Beli dan Pengurusan Balik Nama, yang menurut Majelis dilakukan
bukan dalam kapasitas selaku PPAT, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan
hukum putusan tersebut, halaman 11 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa Maeis Pemeriksa Pusat berpendapat  ketika
PEMBANDING/TERLAPOR melakukan pengurusan balik nama sertifikat
tersebut, maka PEMBANDING/TERLAPOR tidak bertindak selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah akan tetapi selaku pribadi yang bukan masuk ruang lingkup
PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT...”

“Menimbang bahwa seyogyanya PEMBANDING/TERLAPOR tidak melakukan
pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 947/Kebun Bunga dan
sertifikat Hak  Milik  Nomor 948/Kebun  Bunga oleh karena
PEMBANDING/TERLAPOR mengetahui bahwa pembuatan Akta Jual Beli
nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli nomor 848/105/Sukarami/2006
tidak dilakukan dihadapan Penjua dan pembeli, tidak dibacakan dihadapan para
pihak.”

Pembuatan Akta Jual Beli atas obyek hak atas tanah merupakan

kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan Notaris dan pengurusan
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pendaftaran peralihan hak juga merupakan kewgjiban Pegabat Pembuat Akta
Tanah, sehingga jikaterjadi pelanggaran terhadap hal tersebut maka penyelesaian
hukumnya menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur
dalam PP 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006, bukan
Majelis Pengawas Notaris.

Digjukannya Terlapor kepada Majelis Pengawas Notaris, berkaitan dengan
Akta Jua Beli Nomor 847/104/Sukarami/2006 dan Akta Jual Beli Nomor
848/105/Sukarami/2006 yang dibuat dihadapan Terlapor selaku Peabat Pembuat
Akta Tanah, sebagaimana diatur dalam PP 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan PPAT Pasal 1 jo. Pasal 2, yang menegaskan bahwa PPAT berwenang
membuat akta-akta otentik mengenal perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, diantaranya Akta Jual Beli.
Pengurusan Balik Nama bidang-bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan
setempat berdasarkan akta-akta jual beli tersebut diatas, juga termasuk kewajiban
Terlapor selaku PPAT, sebagaimana ditegaskan dalam:

a PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasa 40 ayat 1, yang
berbunyi:

“selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgak tanggal ditandatanganinya
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar.

b. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 tahiun 1997 tentang ketentuan pel aksanaan
PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasa 103 (1), yang
berbunyi:

“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan
kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja segjak

ditandatanganinya akta yang bersangkutan.”
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2.5.2 Analisis Pokok Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan  oleh
Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Mgjelis Pengawas Notaris
dilakukan dengan membentuk Maelis Pengawas yang berbeda yakni untuk
tingkat daerah oleh Majelis Pengawas Daerah, dan untuk tingkat propins oleh
Majelis Pengawas wilayah. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan
ini berada pada Mgjelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW
berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan
oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang
dilakukan oleh Notaris.

Daam ha pemeriksaan, UUJN memberikan kewenangan tersebut kepada
MPD melalui Pasal 70 huruf b, yakni :

Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu

Pelaksanaan dari pasal tersebut dituangkan dalam Pasal 15 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebelum melakukan
pemeriksaan terhadap Notaris baik itu pemeriksaan berkala atau pemeriksaan
yang dianggap perlu, MPD harus menyampaikan surat pemberitahuan tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan. Is dari surat
pemberitahuan itu mencantumkan jam , hari, tanggal, dan nama anggota MPD
yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa
pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari
masing-masing unsur dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pasal 17 dari
Peraturan Menteri tersebut, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan harus

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua tim
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pemeriksa dan Notaris yang diperiksa, untuk disampaikan kepada MPW setempat
dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus
daerah INI, dan MPP.

Dalam pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan yang dianggap perlu,
bila ada penemuan pelanggaran UUJN maupun kode etik yang ditemukan oleh
MPD, maka MPD harus menyampaikan temuannya tersebut kepada MPW, untuk
kemudian MPW memeriksa, menyelenggarakan sidang, dan mengambil
keputusan. Selain itu, daam setigp pemerikssan MPD harus memberikan
penilaian atas keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yang
nantinya penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi MPD dalam
mengambil keputusan, ketika Notaris yang diperiksa akan memperpanjang masa
jabatannya.

Akta Notaris yang berfungsi sebagai aat bukti yang sempurna, membawa
Notaris yang membuatnya ikut terlibat ketika terjadi suatu perkara baik itu dalam
perkara perdata maupun perkara pidana, hal tersebut jika perkara yang sedang
terjadi berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam perkara pidana
yang membutuhkan akta Notaris sebagai alat bukti maupun pemanggilan Notaris
untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, UUJN
mengatur mekanismenya dalam Pasal 66, yaitu dengan cara meminta persetujuan
MPD apabila untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum,
maupun Hakim hendak mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris yang berada dalam

penyimpanan Notaris.

MPD dalam memberikan persetujuannya harus melaui rapat pleno yang
nantinya akan menghasilkan keputusan yang bersifat fina dan mengikat bagi
Penyidik. Dalam kaitan tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor
M.03.HT.10 Tahun 2007 memberikan syarat dan kriteria bagi MPD dalam
mengambil keputusan terkait dengan pengambilan fotocopy minuta akta Notaris
maupun pemanggilan terhadap Notaris dalam pemeriksaan terkait dengan akta

yang dibuatnya. Berikut syarat dan kriterianya:
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1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagal Saks atau

Tersangka yaitu:

c. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau:

d. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam

Penyimpanan Notaris yaitu:

c. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;

d. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:

f. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta

dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau:

Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
Ada penyangkal an keabsahan tanda tangan dari para pihak

Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau;
Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta
(antidatum).

TS @

Keputusan yang dikeluarkan oleh MPD sebagai pelaksana Pasal 66 jo.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 dapat

berupa:

a. Memberikan Persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil notaris
guna kepentingan pemeriksaan sebagal saksi atau tersangka dalam
dugaan tindak pidana yang disebut dalam permohonan penyidik;

b. Memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil foto
copy minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta
atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dengan cara
Copy minuta akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris dinyatakan sesuai
dengan adlinya oleh notaris dan kemudian diserahkan oleh notaris
kepada penyidik dengan membuat Berita Acara Penyerahan yang
ditandatangani oleh Penyidkk dan Notaris;
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c. Memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk mengambil
Minuta Akta yang dilekatkan pada minuta akta yang disimpan
dalam Protokol notaris, guna keperluan pemeriksaan keabsahan
tanda tangan yang tertera pada minuta akta yang dilekatkan pada
minuta tersebut di Laboratorium Kriminalistik, yang dilakukan
dengan cara: Notaris membawa minuta akta yang dilekatkan pada
minuta akta tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh Penyidik
guna pemeriksaan keabsahan tandatangan di  Laboratorium
Kriminalistik dan jika pada hari yang ditentukan tidak dapat
diselesaikan maka notaris membawa kembali minuta akta tersebut
dan membawa kembali minuta akta untuk diperiksa ulang pada hari
yang akan ditentukan.

d. Tidak memberikan persetuyjuan pemanggilan notaris guna
pemeriksaan sebagal saks atau tersangka atau pengambilan copy
minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau pengambilan
minuta akta yang dilekatkan pada minuta akta guna pemeriksaan
keabsahan tanda tangan di laboratorium kriminalistik.

Pada hakikatnya Notaris yang memberikan foto copy minuta akta maupun
surat-surat atau dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta/protokol
Notaris, bertolak belakang dengan sumpah jabatannya. Oleh karenanya, untuk
mensel araskan hal yang bertolak belakang tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI)
dengan Kepolisian Republik Indonesia membuat Nota K esepahaman, yang dibuat
agar saling membantu dalam upaya penegakan hukum yang dilandasi oleh profes,
jabatan, dan kewenangan masing-masing. Isi dari Nota Kesepahaman ini
diantaranya memuat :

1. Ketentuan Umum, yakni Penyidik yang akan melakukan tindakan-
tindakan hukum berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan
tindakan lain sesual dengan Pasal 7 ayat (1) huruf | KUHAP, dapat juga
dilakukan oleh Notaris balk selaku saksi maupun tersangka, dengan
pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan undang-
undang, dengan maksud agar Notaris tetap dapat mempertahankan sumpah
jabatannya untuk merahasikan segala sesuatu mengena isi akta yang
dibuatnya;

2. Aturan Pelaksanaan, yakni dalam hal pemanggilan maupun pemeriksaan

Notaris juga penyitaan terhadap akta Notaris, harus dilakukan secara
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tertulis yang ditandatangani oleh Penyidik dan disetujui oleh Maé€lis
Pengawas, dan dalam surat pemanggilan harus dicantumkan aasan
pemanggilan dan status Notaris apakah sebagai saks atau tersangka.
Apabila pemanggilan meningkat ke pemeriksaan yang berkaitan dengan
peristiva pidana, maka dalam memeriksa Notaris, Penyidik harus
mengacu kepada:
1) Pasdl 7 ayat (1) KUHAP mengenai kewenangan Penyidik
2) Pasal 116 KUHAP mengenai saksi yang tidak perlu disumpah,
terkecuali terhadap saksi yang tersebut, diduga tidak akan hadir dalam
pemeriksaan di Pengadilan
3) Pasa 117 KUHAP mengenai keterangan tersangka atau saksi kepada
Penyidik
4) Pasa 224 KUHP mengenai penyimpanan semua surat putusan
Pengadilan
5) Undang-Undang Jabatan Notaris
6) Petunjuk  Mahkamah  Agung Republik  Indonesa No.
MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986
Notaris yang pada akhirnya menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana,
sesual Pasal 54 KUHAP berhak mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh
pengurus INI berdasarkan surat penugasan. Apabila tidak terbukti adanya unsure-
unsur pidana terhadap Notaris yang diperiksa, maka Penyidik dapat menerbitkan
Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

2. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek

Notaris ?

Undang-undang Jabatan Notaris telah menetapkan kewajiban dan larangan
Notaris sebaga Pejabat Umum. Namun, ketika kewajiban dan larangan tersebut
dilanggar oleh Notaris maka akta otentik yang dikeluarkannya akan mengalami
degradasi kekuatan pembuktian dari berkekuatan pembuktian sempurna menjadi
berkekuatan bawah tangan atau bahkan batal demi hukum.
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Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris dapat

terjadi karena Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertindak tidak jujur,

tidak seksama, tidak mandiri, berpihak atau bahkan tidak menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berikut beberapa contoh bentuk

pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang terjadi dalam praktek Notaris
dan telah diputus oleh Mgjelis Pengawas Pusat Notaris:

1. Putusan Mgelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/X1/2010
terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW tangga 2 Juli 2010, yang
memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam)
bulan terhadap Notaris SURYA HASAN, SH (untuk selanjutnya disebut
Notaris) dalam perkara melawan PT. SWEET INDOLAMPUNG.
Pertimbangan amar putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris diantaranya
adalah sebagai berikut:

Notaris tidak melakukan pencocokan dokumen sesuai dengan
aslinya dalam mengeluarkan Akta Pernyataaan Nomor 4 dan 5
tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua akta
tersebut beserta fotokopi surat-surat yang melekat pada akta
sebagal akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung
kebenaran agar dapat digunakan dalam pembuktian di depan
persidangan dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst
antara MARUBENI CORPORATION selaku Penggugat dan
PT. SWEET INDOLAMPUNG selaku Tergugat di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat;

Notaris tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang
kedudukan penghadap dalam akta, yang mewakili perseroan
PT. SWEET INDOLAMPUNG, karena didadam akta yang
dikeluarkan oleh Notaris tidak menyebutkan bahwa penghadap
mewakili direks perseroan  dari PT. SWEET
INDOLAMPUNG.
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Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Notaris telah
melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewagjiban Notaris
bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

. Surat Magjelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 4 Februari 2011 Nomor
UM.MPPN.02.11-11 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia perihal usulan pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan
terhadap RATNA WIJAYAWATI, SH Notaris Kabupaten Tangerang
Kota Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut Notaris). Bahwa
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provins Banten telah melakukan
pemeriksaan pada tanggal 3 Maret 2010 yang dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Nomor WZ29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris

Provinsi Banten, yang menyatakan antaralain sebagai berikut:

- Bahwa Notaris telah membuat akta kuasa menjual dimana para
pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak
menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris;

- Bahwa Notaris tidak bertindak jujur, seksama, mandiri,
berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum;

- Bahwa Notaris membuat salinan akta yang tidak sesuai dengan
minuta akta;

- Bahwa Notaris tidak membacakan akta dihadapan para
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang
saks dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para
penghadap;

- Bahwa Notaris oleh karena itu telah mengakibatkan kerugian
orang lain berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Terhadap hasil pemeriksaan tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinss Banten telah menyampaikan surat kepada Ketua Maéis
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Pengawas Pusat Notaris Nomor W29/Not.08/2010/MPW Notaris Provins
Banten tangga 12 Maret 2010, yang dituangkan dalam Keputusan Ketua
Maelis Pengawas Wilayah Notaris Provins Banten Nomor
W29/PSTN/Not 05/2010/MPW Notaris Provins Banten tanggal 3 Maret
2010, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat
(1) huruf a,c dan | Undantg-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

2) Magelis Pengawas Wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran
sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada
Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.

3) Mengusulkan kepada Maelis Pengawas Pusat agar Notaris diberikan

sanksi berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.

UUJN menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang apabila
dilanggar oleh Notaris, maka akta Notaris hanya mempunya kekuatan

pembuktian di bawah tangan, berikut ketentuan-ketentuannya:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan
akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (duad)
orang saksi dan ditandatangani saet itu juga oleh pengahadap, saksi dan
Notaris™.

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan (8) yaitu jika Notaris pada
akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca

sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta’.

"Penandatanganan para pihak, saksi dan Notaris merupakan suatu kewajiban. Khususnya
untuk para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena cacat fisik tangannya
atau tidak dapat membaca-menulis, maka Notaris wajib menuliskan pada akhir akta keadaan
tersebut.

K etentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN ini, berlaku untuk pembuatan wasiat
(Pasal 16 ayat (9) UUJN). Substansi pasal ini perlu dikaitkan dengan bentuk wasiat sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 931 KUHPerdata, bahwa ada 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu (1) terbuka atau
umum, (2)olographis, dan (3) tutup atau rahasia. Dari ketiga bentuk wasiat tersebut yang substansi
atau is wasiatnya dibuat dihadapan Notaris, hanyalah wasiat umum. Dengan demikian ketentuan
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3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan
Pasal 40 yang tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

1)

2)

3)

Pasal 39 bahwa:

a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum;

b. Penghadap harus dikenal olehn Notaris atau diperkenakan
kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling
sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap

lainnya.

Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris
dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit
berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan
hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat
membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas
atau ke bawah tanpa sedergjat pembatasan dergat ketiga dengan
Notaris atau para pihak.

Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri,
istri, dan suami, atau orang lain yang mempunya hubungan
kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas
tanpa pembatasan dergjat, serta dalam garis ke samping sampa dengan
dergat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam

suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.”

Pasal 16 ayat (9) UUJIN hanyalah untuk pembuatan wasiat umum, sehingga meskipun penghadap
membaca sendiri, maka Notaris wajib membacakannya kembali dihadapan penghadap, dan
kemudian para saksi.

K etentuan Pasal 52 ayat (2) UUJN ini tidak berlaku apabila Notaris sendiri menjadi

penghadap dalam penjualan dimuka umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat
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Ketentuan-ketentuan tersebut jika dilanggar akta Notaris mempunyal
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka dapat ditafsirkan bahwa
ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta Notaris mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk ke
dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
[, yaitu tidak membuat daftar aktawasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat
Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
termasuk memberitahukannya bilamana nihil ™.

2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukannya.

3. Meanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau
dinyatakan dengan tegas mengenal penyebutan akta telah dibacakan untuk
akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang
digunakan dalam akta, memaka penterjemah resmi, penjelasan,
penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris dan penterjemah
resmi.

4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak
memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris,

alas pengubahan dan atau penambahan berupa penulisan tindih,

oleh Notaris lain. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris,
tetapi sebagal orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan.

"Pengiriman atau pelaporan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) ini berlaku ntuk semua warga
negara Indonesia yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan akta Notaris. Tujuan
pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan
calon penerima wasiat. DPW masih melakukannya secara manua yang memerlukan waktu lama.
Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah dalam hal Kementerian Hukum dan HAM untuk segera melakukan perubahan dengan
cara membuat permintaan ada atau tidak ada wasiat (secara tertulis) secara online. Pengiriman atau
pelaporan tersebut tidak mengatur untuk pembuatan wasiat (secara tertulis) yang dilakukan tanpa
melibatkan Notaris yang dilakukan secaralisan, yang dikuatkan dengan para saksi. Meskipun tidak
dilakukan pengiriman atau pelaporan, maka wasiat seperti itu tetap mengikat sepanjang tidak ada
yang mengaj ukan keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut.
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penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang
lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan
akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat
pada akhir yang sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang
diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang
dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan
tersebut batal.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan,
pemarafan dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka,
hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai
dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang
dicoret dinyatakan pada sis akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta
mengenal jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah
ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan
tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada
pihak yang tersebut dalam akta.

Ketentuan-ketentuan diatas adalah kewagjiban yang harus dilakukan
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab
yang hala, sehingga jika ukuran akta Notaris batal demi hukum bedasarkan
kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPerdata, maka
penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar pasal-
pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena secara subtansi
sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak
memenuhi syarat objektif.
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3. Bagaimana Majelis Pengawas Notaris berperan dalam memberikan
persetujuannya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak

Kepolisian terhadap Notaris ?

Perlindungan hukum bagi Notaris disini terletak pada peran Magelis
Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berhak
mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim atas:

1. Pemanggilan Notaris sebagal saks atau tersangka.

2. Pengambilan foto copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan
pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

3. Pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta
akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Daam memberikan keputusannya, MPD mengacu kepada syarat dan
kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia nomor M.03.HT.10 Tahun 2007. Sehingga, MPD ketika melakukan
pemeriksaan menempatkan akta Notaris sebagal objek pemeriksaan dengan
melihat kepada tata cara dan prosedur pembuatan akta bukan menempatkan
Notaris sebagai subjek pemeriksaan.

Dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
tersebut maka Notaris akan terlindungi karena tidak serta merta setiap pihak
siapapun itu termasuk Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat melakukan
pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta Notaris maupun
minuta akta Notaris juga pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta
akta Notaris.

Keputusan MPD atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim
dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sgjak diterimanya surat permohonan
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Dalam Peraturan Menteri disebutkan
bilamana jangka waktu tersebut terlampaui, maka MPD dianggap telah

memberikan persetujuannya.
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Atas keputusan MPD, Notaris berhak mengajukan upaya administratif ke
Pengadilan Tata Usaha Negara balk dengan keberatan administratif maupun
banding administratif, dalam hal Notaris merasa bahwa keputusan Magelis
Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau bila
keputusan tersebut tidak dilakukan dengan transparan dan berimbang dalam
pemeriksaan. Hal tersebut dilihat dari pertimbangan sebagal berikut:

1. Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-
undang Nomor 9 tahun 2004, kedudukan Mgjelis Pengawas Notaris yang
termasuk didalamnya MPD dan MPW, dapat dikatakan sebagai badan atau
Pgabat Tata Usaha Negara, karena dadam ha ini Maelis Pengawas
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan
dibidang kenotariatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UUJN;

2. Sesual dengan definisi sengketa dalam Undang-undang Peradilan Tata
Usaha Negara yang menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara
adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik
dipusat maupun daerah, sebagal akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, walaupun putusan Mgelis Pengawas bersifat final atau dinyatakan
tidak dapat ditempuh dengan upaya hukum lain, pada dasarnya upaya
administratif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi
dilingkungan pemerintahan sendiri, balk melalui prosedur keberatan maupun
banding administratif yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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BAB 111
PENUTUP
3.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris,
yang bertugas melakukan pengawasan, tidak hanya ditujukan dalam
pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu
agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi
perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Magjelis
Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan
menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh
Majelis Pengawas Notaris yaitu pengawasan secara administratif dengan
mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN,
termasuk didadlamnya membina Notaris, agar dalam menjalankan
jabatannya sesual dengan kehendak dan cita-cita undang-undang, yaitu
sebagai Pejabat yang terpercaya dalam membuat alat bukti tertulis yang
otentik. Sedangkan, Pemeriksaan terhadap Notaris bertujuan  untuk
menertibkan administrasi Kantor Notaris, dimana Mgjelis Pengawas akan
memberikan penilain terhadap Notaris yang diperiksa, yang nantinya
penilaian tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Maelis
Pengawas Notaris ketika Notaris yang bersangkutan akan memperpanjang
masa jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris dalam suatu perkara
pidana, baik dengan status sebagai saksi perkara maupun tersangka terkait
dengan akta yang dibuatnya, tunduk pada mekanisme yang terdapat pada
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Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris, yang dalam pelaksanaan hukum
acaranya yang disempurnakan melalu Peraturan Menteri M.03.HT.10
Tahun 2007 dan Nota Kesepahaman yang dibuat antara lkatan Notaris
Indonesia (INI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris dapat
terjadi karena Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertindak tidak
jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak atau bahkan tidak menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Contoh beberapa
putusan Maelis Pengawas Notaris terkait dengan bentuk pelanggaran
hukum Notaris didalam praktek, yakni Putusan Majelis Pengawas Pusat
Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/X1/2010 terhadap putusan Maelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/M PW
tanggal 2 Juli 2010, yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian
sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris SURYA HASAN, SH (untuk
selanjutnya disebut Notaris) dalam perkara melawan PT. SWEET
INDOLAMPUNG. Kedua, Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris
tertanggal 4 Februari 2011 Nomor UM.MPPN.02.11-11 kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal usulan
pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan terhadap RATNA
WIJAYAWATI, SH Notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang
Selatan.

. Peran Mgelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannyaterkait
dengan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap
Notaris tercermin dari dua hal. Pertama, dadam hal Majelis Pengawas
Daerah tidak memberikan persetujuannya kepada Penyidik, Penuntut
Umum, maupun Hakim yang hendak memanggil Notaris dan mengambil
fotocopy minuta akta yang dibuat Notaris dan/atau mengambil surat-surat
atau dokumen-dokumen yang dilekatkan pada akta. Perlindungan tersebut
hanya sepanjang Notaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan tata cara dan prosedur pembuatan akta, dan apabila
pemanggilan maupun pemangambilan tersebut tidak sesuai dengan syarat
dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor M.03.HT.10
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tahun 2007. Kedua, perlindungan hukum diberikan kepada Notaris dalam
bentuk upaya administratif baik itu dengan keberatan administratif
maupun banding administratif ke pe gadilan Tata Usaha Negara dengan
objek gugatan Keputusan Majelis Pengawas Notaris.

3.2. Saran

1. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberi wewenang untuk
mengeluarkan alat bukti atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh
masyarakat. Hendaknya, dengan amanat tersebut Notaris menjaga jabatan
kepercayaannya dengan mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris, Kode
Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut demi menjaga kehormatan
lembaga Notaris itu sendiri sebagal lembaga kepercayaan yang melayani
kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata.

2. Hendaknya ke depan ada pemilahan yang jelas terkait dengan pengawasan
kode etik Notaris yang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi
oleh Maeis Pengawas dan menurut Anggaran Dasar lkatan Notaris

Indonesiadiawas oleh Dewan Kehormatan.

3. Hendaknya Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pengawas
terkait dengan akta-akta PPAT, seperti halnya Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang membentuk Majelis Pengawas Notaris dalam
mengawasi akta-akta Notaris. Hal ini dimaksudkan agar PPAT dalam
mengeluarkan akta-akta PPAT dapat dibina dan diawas secara langsung
oleh lembaga yang khusus berwenang untuk itu.
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MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memuotuskan
permohenan banding techadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Proviusi Sumatera Selatan Nomor: 01/MPW Not-SS/11/2008 tertanggal 29

Februari 2008, menjatuhlkan pritusan dalan perkara:

Nama :H. M. Zaini, SIH

Agama . Islam

Tempat Tanggal Lahir + :Palembang, 21 April 1962

Peleerjaan : Notaris di Kota Palembang

Alamat : Jalan Mesjid Lama No.167 Kelurahan 17

[lir Palembang

Mahulu disebut Terla por, seliarang Perbanding;

Melawan
Nama : H. Pahala Simanjuntak, SE, MM
Alamat : Komplek Kedamaian Permai Jalan Gajah
Mada [ No.12 A Kelurahan Bukit Sangkal
Palembang

Dahulu  disebut Pelaper, sekarang Terbanding;
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.
PR.08.10Tahun2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa adanya laporan masyarakat atas nama H Pahala
Simanjuntak, SE, MM beralama.t di Komplek Kedamaian Permag Jalan ¢ wjah
Mada T No. 12 a, Kelurahan Bukit Sangkal Palembang  berdasarkan surat
vang ditujukan kepada Majelis Pengawas Zacrah Motaris Kota Palembang
terlangygal 22 Nopember 2007 tentang dugasn pelanggeran Pasal 16 Lindang-
Undany; Miemer 30 tahun 2004 tentang Jabatan Motaris yang bevkaitan dengan
pembuatan Akt Jual Beli No. 847/104/Sukarami/ 2006 dan Akla Jual Beli
No.848/105/Sukarami/2006 yang mengakibatkan kerugian kepada Pelapor
sebenasar Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh H.M.
Zaini, SH, Notaris di Kota Palembang, berkanitor di Jalan Mesjid Lama No.167
Kelrzhan llir Palembang; :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemerksa Daerah
Motaris Kola Palembang sebagaimana discbuikan dalam Berita Acara | lesil
Pemeriksaan Nomor: W5.001.1. MPD-PLG-Tabun 2005 ta ngeat januari 2008,
Mejelis Perneriksa Dacrah Notaris Kots Polembanyg saenvimpulkan fakta-
fakta hukum, sebagai berikut:

balvers akta tidak dibaeakan oleh Netat
batwa penandatsnganan akta tidak dii a0 dihadanan Metn s,

5 ;TR SR - (N o, S T ” ! ) :
Damive sudal ditnlokan perubaban - oer peinbel semuin bernama
ilendi ahas

Amcog berubah menjach Y SWan tanpa sepenpetahuan
Fergnal dan tidak mengingatkan Penjis !

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dar Pelapor maupin Terfapor
serta sesuai fakta-fakta hukum Majelis Pemeriksa Daerah Kota Palembang
berpendapat, bahwa Notaris HL.M. Zaini telah melanggar Pasal 16 huraf 1
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjulnya
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dan menjatulikan putusan Majelis Pengawan N"aynﬂ Notarin ProvInel

Sumatera Selatan Nomor: 01/ MPW Not-55/11/2008 tertanggal 29 Februari
2008 yang menerangkan fakla-fakta hukum, schagai berikut:

Bahwa berdagarkan hasil pemeriksaan da'am persidangan  Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 15 Februari
2008, Pt lapor menyampaikan keterangan sebaga: berikut:

i Bahw s dalam surat pengaduan Pelapor menyebutkan Terlapor membuat
2 (due Akta Jual Deli No. 547/104/Sukarami /2006 dan Akta Jual Beli No.
848 /105/ Bukarami /2006, dimana  Pelapor adalah sebagai Penjual dan
Bffendi alins Ameng adalzh sebagai Pembeli, tetapi dolam Akta Jual Beli
vang tertulis sebagal Peinbeli adalah Ahimad Wani Muhalliny

2. Banwa Pelapor ke kantor Terlapor bersama Effendi alias Ameng dan

teman Terlapor yang bermama Zaini M Nuor

3 Bahwa Pelapor bertemu dengan Terlapor, tetapi karena Terlapor ada
yrugan di Bank BCA maka Terlapor” memerintahkan kepada stalnya
untulk melayani Pelapor kemudian Pelapor disodorkan formulir Akta
Jual Beli dengan meminta kepada Pelapor untuk menandatanganinya,
Ialit Pelapor tanda tangani letapi saudara Effendi alias Ameng; tidak ikut
manandatangani formulic tersebud;

4. Bahwa 2 (dva) mingsu kemudian, Terlapor menanyakan pembuatan
Akla Tual Beli tersebul hepada stal Terloor yang bernama Erma dan
mmanday stkan jawaban balwa akla tersebut sudah selesal dan sedang

~diproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Palembang. Dari £rna

: pula Pelapor mengetahui bahwa nama Pembeli dalam Akta Jual Beli itn
titlak atas nama Effendi alins Ameng, tetapi Ahmad Wani Muhalliny;

5. Bahwa terjadinya perubahan nama Pembeli dalam Akta Jual Peii tersebut
tidak diberitahukan Terlapor kepada Pelapor;

1
LIl
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Ve T REREET SRR ek SRR MR LA AL U RA AN EUON AR

[\nmor 548, ] J’.I5 / sukarami/2006di peraleh Terlapordari BadanPertanahan
Nasional Palembang, sewaktu melakukan pengecekan kebenaran proses
balik nama yang diinformasikan oleh staf Terd, apor yang bernama Fra,

Bahwa berdasarkan hasil pemerikssan dalan Persidangan Majelis

B 151 ba1he ¥
Pemeriksa Wiiny b Bstais Provins Sumatrn Selszan padatangeal 15 Felbmg
2008, Terlrper i bkl

ari
v hantahian sshaen

I Baalich Tapa - Effendi aling Among clatang dae Eietor Terls o
A A | TS PR . [N E R TR i 1 ;
&.1. Pemapos sedang adaurusan di Bank DOA | tlembang, kemindian
i.‘_]'.:!!'t-.lr' e el A I:Ih'l}'.'. f.-':lr‘._L_‘; r:IL"'I'!'Ii:'IIII...i b Lenkirk r.'u:.';','l,*mu peraitaan
f"l-'].—"r‘l - .

2 0 et R E ey ot Bapast  flaos T |

2. Bahwa  pada saal leilapor kembali o b getelaly kembale dar
Pank BUA, star Te vlapor menyerahian Alla Jual Boli Mo, 8477 LEl

. ;v . I ¢
stikerami/2000 dan Akta Jual Beli Ne 48/ M5/ Sukaramd £ 2006 nntuk
ditandatangani oleh Terlapor:

3. Bahwa nama pembeli dalam Akta Jual Bell tersebut bokaniah Effondi alias
Almengs, ot tapi alas nama Ahmad Wani Mahaliioe

+. Bahwa penubisan moma Pernbeli Alrosd Vo firihallim chalimn Atz fual
Beli tereebul dilakulion oleh Terlapor atas o anlaan Flnd) alias A ety
. i -z e T3 H . :
karena tanah terseb ol akan dijadikan jareisee embaban dabin PRI TN
kit boo ok [:h'.':. VL

0, Habtpey e saen el Akta Tual B tiriis i wiraed Whani
Plubellimg Tedapor elap miemandalatueo M el Pel ool o lan
tidak mesaberitahidon serabahan i be

f. Baboea Derlapor wmens i balik mama Secdfkal 2 wr ST dan Sertitikal

Mo B47

fr Pl & | it T r
e andnr Badan Pertanaiae - = Maienibyinge:

s+ ik, T SRanchel e e et 1 |

Fo Babn srlapor tnenserrs keadil atas ian W Wehallin ko
5 (o ki W o R agEit ey,
3829 cenin Putaian E. it Slre s Meagoies Fus Vol (M5 G
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pembayaran harga tanah tidak menjadi urusan Motaris lagt;

i1, Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No. 847 dan Akta Jual Beli Mo,
Ba% tidak ditakekan oleh Verlapor dibadapan pihak-pihak [engual dan
Demieds;

11 Babwa Terlapor fidal membacakan Akt Jual Beli Nomor: 847 dan

baik sebelum maupun setelaly Tedapoer

priaal,

514

roenaradatan 5a i }’il \

dibrdapan pars

Bahwa berdasarkan fakla-fakia yanp divraikan di atas, erbukti Terlapos
dalam pembuatan Akta Jual Beli No. £47/ 104/ Sukarami/ 2006 dan Akia Tual
Feli Mo, 8487105/ Sukarami /2006 tersebut, telah Bertindak :

Liglak e, Rarena laradhinye perubalian nama pemheli dari Bitenedi atias
Ameng ke Alunad Wam Muhallim dalam Akla Jual Beli Mo, 857 7 1WY/
Sukarami/ 2006 dan Akta Jual Beli Mo #48/103 / Sukaram, 200 fidas

B
Sementara Pelapor hanye ongenal

diberitalkan kepada Pelapor,
Fifendi aliss Ameng sebagai Pembeli dan sama sekali tidak e
; ; B L | iy

Muballim. Schausnys Todapor

sihapabila ada persctujuan

il

b Sload Wam

perianjian jual belbi

O yan

mi‘.n';:'i_'l:l.hm bahwa
E

kedua belah pikak. Tindakan tidak jujardari Terlnpor int mesgas

Lerugian di pihak Pelapor

Balkan

11 oak scksama, karena Terlapor ldal membreakan Akta Jual Beli di
it

chingga perubaban nama Fembell tdal dag
eandainya Akla Jual Beli dibacakan diboedapan

fap tentu neselab ini tidak akan terpeits, karena Pelaper aran

tedarian para pihalc s

ik cvlest olaly Pelapos

ez

5 3%

H ooz SN I o YR
inenyatakan keberatian atas terjadinva perubalian pains Puinteh

g : : AT T T
1ok, jnendisl, karena Terlapor mau dipengaruhi oleh Fiicody aias

fhacl

. ; Fiiral
Sy, foaton pembeli vang dikenal eleh Pefapor} untuk mengubah nama

§ Bffendi alias Ameny kepada Abmad Wam delbatlinn fanpa

[trr-qbaesln (dag
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4. Berpihak haliniterbhatdari indakan Terla porvana idakimemberiahu kan
perubaban Pembeli kepada Pelapor. Tedlapor tdals berpiliak kepada
peraturan dan Pelapor, tetapi berpihak die rengikuli kemanan Effend
alias Ameng, Dengan tindakan keberpihakan Terlaper ini Ameng Tepas
dari tanggung jawab uniuk membayar harga tanah kepada I"*JuE;n;:r.
Bagaimana pun perubaban nama Pembeli dan Effendi alias Ameng
ke Ahmad Wani Muballim tanpa perselujuan Pelapor tidaklnh d;1|‘-:';r
dLL:L__::_i_’l&_é_i_]'_l.'i_[;i_'i_!_i;-'.l hukan, Terjudinya Jual bel harvshob ada iesepalotan
%}ﬂrn pi” ak, dalam hal ini Pihak Penjual dan Pihak Pembali (Pasal 1320
IJ{L!} I P:;Trll'fﬂ.tﬁ}. Olleh avena it tidak ada alas bk dar pihak kelign dalam
fal o Ahmad Woam 7-i|r'-1.1'|i1|'|] tenbud s cabi by Bechin e ]1||'|~'_||1|'r flospd

!E}h[\bﬂ""'  mbelid |||r|"'|-|1||'ll Fi5E!
Y

i Tl epny B47 R

30 didaR menjaga dingan nil T e o IV g

fEmrasiun Akla

T it premodlur dae dala cae
vanp diatur il 4 ridang-Undang Jalates Nobres, Pelapor/ Pesiual
. g o : ) . Ir : i '
mengalami kerosion, karena ldak maneringoeans pep
tanahny a2,

vran penjoalan

Bahwea Pazal 1n ayal (b} horut d Undarg-Uodaey MNomer 300 Tabuan
L e e 3 1 5

2014 yeng menyatakan bahwa dalam menjalanlon kewajibannya, Notaris

berkewajiban memberikan pelayanan sesuni dengan ketentoan dalanms

] 5 i :
Undang-undang ini, kecnali ada alasan untuk menolaknya.c.

Balvwa dari fakta-fakta vang divratkan Ji it terbaldi baliea lerlapor

I L (o Lo ¥ 1 -1k
tidak memberikan pelayvanan ,\'izp:.ula rlanol selasnimina
] Lragaliming

=, : mestinya.
1 o - e ar | E T W ! b
Scharusnya Terlapor dok memenntahliag TR U i andub melayani Pelapor
: - L Tiina ol i H ;

dalam pembuatan Axta Jual Beli Ral:«:u taslapor ode vrmsan pads soat
i, serhipeog Belion bisa melayani Felapor ey ek ok
ditunda somepan aekp | e Taplape fa i

} it tadedal oD st 4

Velapar

SRR o g Peran majelis...

134 5 e Bidirion e AR s et

dengan saks — sakst 1i*n litlak dn.md:.tam.,:m PPelapaor, &-akm saksi dan

Terlapor pada saat itu juga. Pelapor hanya menandatangani blanko yang

disodorkan oleh staf Terlapor yang bernama Erna, lalu Akta Jual Beli vang
dibuat Erna disodorkan kepada Terlapor setelah kembali dari Bank BCA

vntuk ditandalangani.

Lahava Pasal 15 ayat (3) horuf ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
menyalakan bahwa Motaris berwenang pula memberikan penyuluban hokam
sehubungan dengan pembuatan akta.

Babiwa dari Eakia-fakts dipersidangan terbuki habwa Terlapor =ama

cobkali tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, karena tHdalk ads sama

sakali wsabadan Terlapor oatuk menjel laskan dan menyadarkan Efendi alias
Amene dan Shoad Wand Slubatliog entang alabal Tk dart porabalan
v el diatin akida pal beli tanpa persetujuan Pelapor, Sovagyanva
Terlasor menibesi peoyaiuhan bahwa diatam Akta Jual Beli Moo 54 dan
P Barus dhtandatangans nleivElfendh alian Aneng, bukan oleh & lmad Wani
Bluhalim. Tetaps dalam permbuatan Akia Jual Beli tersebut, malah Terlapor

et medarar pomaboran Tabatan

Bahwa dar [akta-fakta kukum tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam
pembuntan Akla Jua! Beli Momor B47 dan 848, Terlapor tidak melaksanakan
kewajibannya scbagaiinana cliatur dalam Pasal 16 ayat (1) huarul a, harof d
dan hurwf 1 serta lidak meaggunakan kewensngannya sebagaimana diatur
dalan Pasal 15 ayat (2) horuf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

lentang [abatan Notars.

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-takia hukum yang terungkap
dalam persidangan Majulis Pengawas Wilayah Naotaris Provinsi Sumalera

St dan Berdlagarkan vapal permusyawacatan Majelis Pemeriksa Wilayah

Pl L Provinet Summalera Seistan, memuatask

,Ulfah Latifah,FHUI,2011 - _— : ——
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momberikan sank geripa pembertsonts vmentara selama 3 {Liga)
RS

bitlan kepada Torbe o

I SO PR | et bk v i m o e i
viendmbang, b techastap palusacvimgebs Pergaosas Wailihoeal Sotare

e g T .-
cvins Sumatera Selnian Nomor: O1/MUW NOT-55/ 117 2008 terlanggal 20

Februari 2008, Terlapor menyatakan keberatan ddan mengajukan permohonan
- i 3 51 1 1l .
anding tanggal 3 Maret 2008 kepada Majelis Pengawas Pusat MNotaris
sebagaimana diterangkan dalam memaori be adfieg sebapai barikal;

Bahwa Akta yang dilaporkan oleh Pela o/ Terbanding  dalam perkara
tersebut adalah akla Terlapor/Pembanding dalam kedudukan selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Falembang dan
bukan akta yang dibuat dalam keduduban  selaku Motaris di Palembane
vaitu Akta fual Beli Momor - 848/ 105/ Sukarami /2008 dengan objek hr-rnl.:..:
2 {dua) Bidang tanzh, yaite Sertifikat Flak Midik Nomor: 947 /Kebun Bunga

dan Sertifikal Hak 8dilik Dlomors S48 Hebos: Bounga Dan atas pernbnatan

Akta Jual Beli torsetul den telab diajuloa: :
Jua i tersenul ann telai ljml]l,!. i critslionan ;.H'-:'||]‘.-;~.E§1[;'.|'|§1_'T'.1_

aleh Polapor;

Perbanling pada Pengadilan Negent Palembang selake
Perrieat e bl e e b ki gl 3T I C I
E1 ._.J:,n.l:x ibdlan talaly Gipuniskan oleh Penpadilan BMeger Palembang pada
tanggell Agusiu P ..-.,-:.;:r-'_fn']ll,-']'l[_}J- A T 1 R B B vl 151 pebiasan
VEYEELEE nolak sugatan Pene rab (iebreoy T ~EH i :
wersebut menolak gugatan Penggugat (Delapor/ Terbanding) serta telah
pula digjukan permchonan banding olek Pelapor /Terbanding tangral 23
H f i 1H.|r -
—p by N F TN P e r i ™I h 1
Agustus 2007 dengan register Banding Nomor 41/ Pat G/ 2007

o

Bahwa scbagaimana dinyatakan pada bagian awai/bagian kepala
Akta Jual Beli Nomor 847 dan Nomor 845 tersebut diatas balwa saya,
Haj. Muhammad Zaini, SH yang berdasarkan Keputusan Menteri
Negare Agraria/ Kepala Badan Pertanahan MNasional tanggal 4 Marct
1996 Momor 3- X1-19% diangkat menjadi PPAT, yang dimaksud dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, dengan dacrah kerja Kota Palembang, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taliun 1997 tersebut berbuin ? J

396 o Hempungn Pubison Doadiaz Meoelis Porpmivs DPheo Vit oo

Sipbire AL B

'Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011 12

b il dahhmatodd ~ Sirbuletlr b 8oor AR AL iyt hencd B b Bl e o Renl s b 3
Alta Tanah (PPAT) untuk wiln}-'ahKn:mI‘aIumhnngm!n]nhﬁurnlF{upulumn
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Masional langgal 4
Maret 1996 nomor 3-X1-1996 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah !
saji P12 dihadapan Kepala Rantor Pertanahan Kota Palembang Lo, ggal
200 Maed 1996 Nomor 2618/1996 sebagaimana terlampir,

Sedangkan untuk jabatan saya dalam kedudukan selaku MNotaris di
Palembany diangkat berdasarkan Sorat Keputusan Menteri Kehakiman
republik Indonesia tanggal 3 Maret 1991 nomor: CALHTOE0M. Th
1994 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris di hadapan Dapak
Walikota Palembang tanggal 14 Juni 1994 nomor: SO0/ 3079 /VIT 19

Sebagai tindak lanjut ataw perwujudan dari Pasal ¥ Ayal (3] Peraturan
Perenrintah nomor 24 Tahun 1997 tersebut, maka lahirlab Peraturan
I'emerintab Republik Indonesia Nomar 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
fabatan Pembuat Akta Tanah vang mengalur tentang Tugas, [Poko,
Wewenang PPAT, Pengangkalan dan Pemberhentian PPAT, Daerab Kerja

PIPAT, Sumpah Jabatan 'PAT, Penbinaan dan Pengawasan PPAT,

Bahwa, mengingat akla-akta yang diproses dan diputusakan oleh
flajelis Penpawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selalan Lersebut
di atas adalah akta-akla yang dibuat dihadapan Terlapor/Terbanding
dalam kedudukan selaku PPAT, dan bukan akta yang dibuat dalam
kedudukan  selaku Notaris, maka Terlapor/Terbanding menilai dan
berpendapat bahwa Majelis Pengawas Dacsah MNolaris Kata Palembang
dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan kurang
memahami kewenanpan mana yang masug porsi/kategori akta dalam
todudukan selaku Notaris dan mana yan;; masuk kategori akta dalam
kedudukan selaku PPAT. Padahal didalam bagian kepala Akta Jual Beli
Nomor: 947 dan Nomor: 848 tersebut di atas jelas dicantumkan bahwa
Terlapor/Pembanding  menjalani jabatan dalam kedudukan selaku

Himprnan Puuran Randing Majolie Pasgaaos Pranp! Notaris Tk 20052000 & 357



- A T Peraturan Jabatan PPAT, vang berhak mengangkal dan memberhentikon
-an oleh karena itu atas putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota PP adalab Menleri yang bertanggung jawab dibidang Apraria /

Pertanahan, dalam hal ini adalah Badan Per anahan Masional,

e FEESA Y A NN

Palembang dan /-t Majelis Pengawas Wilavah I'rovinsi Sumatra Seiatan
sebagaimana tersebut di atas Terlapor/ Pem Bandiing anggap cacat hukum

i vang divraikan i atas, maka dasal disi alwa:
dan salah dalam penerapan h{]].;]_”ﬂ__a"? |11_.g[-;_rr-|{.,a___[_]”!g_l.”-.ﬂi clelt karena itii RE I.'I.F'.L.'r'-..g'|.‘|[} diuraikan di atas, maka d 1l Lil'ull'l!!,'lLIIkE"l['l balwa

Prrtusan Majelis Tengawas Wilayah Trovinsi Sumatea 5

Terlapor/ Peimban, firy

latan tersplan B gt

Fomenyatakan Balsl e Sukaam dian tidal dapiae

N - b Undang-Undang Momor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang

-.']i!.='.'..|-‘||;|:«1|1jlrl'i elel Majelis Pengawas el taris

Feraluran Hasar Pokok-Tokok Agraria vang be-lako di Tndonesia,
Bahwa sesungguhnya dalam laporan Pudapor/ Terbanding terselut i

; . s i ] Pt
ieli LT Y 2 Peraturm Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lentang Pendatlaran
‘1t‘-'Shqafcrmpl'ngil‘ﬁ'flsDHL‘FH]'LNU['HJ’ES]'\.MHf'<".!f_'lrll'l,-'llJ!,;l.'r.'lrir'v'Tile'!E:;Pi'J't"‘FI‘-\"ﬂ.’-. : y S Und
'ilayah Motaris Provipsi © : 3 tanah yang merupakan salah satu Peraturan Pelaksanaan Undang-
Wilayah Notaris Provipsi Sumatra Selatan borwenans tmemberikan izin ] gl i o x L .
: i g o R} : ¥ Undang Nomar 5 Tahun 1960 tentang {ndang-Undang Deraturan
kepada pihak Kepolisian Kota Palembang untik memanggil saya untuk ; .
dirinta : : : o : Dazar Mokok-T'okok Agravia yang berlaku di Indonesia,
dimintai keterangan sebagat saksi sehubunean pembiatan ikt tersebut
dan bukan memprases, memeriksa dan toengambil kepulusan dengan Ao Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahon 1998 tentang Perataran Jabatan
menjatuhkan sanksi kepada Terlapor/ Pembanding selaku Nolayis Kota PEAT
[ e e | R T avane dilsserk i B, i : i " . ; i
Palermbang, padahal akta vang dilapork.in Celapor/ Terbanding tersebus 1. Surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Perlanahan
Fg i s o & . N R T : : . 2 g : : O
bukanlah akta Notavis , melainkan asta  lerlapor /i mbanding dalam Nugional tanggal 4 Maret 1996 Notor 3-X1-1996 lentang | engangkatan

kedudukan selalkn 7] AT, 'eaAT

Menimbang,  bahwa  terhadap  keberatan Terlapor/ Tembanding

sebagaiamina disampaikan dalam Memori Banding seperti tersebut o atas,

Forkeberatan di procos i b

3 LI S et sy AR Tt nns - - : - i1t 4 T ki
dan/ atau 1 Aanwis Waayah MNotaris Uelapor /Terbanding sampai pemeriksaan perkara ini tidak menvampaikan
3 Larera b 1. bl L Ay e s F 1 3 oA e - =
debh karena hoo i i bk wewenang dari Fantra Memori Banding kepada Majelis Pengawias Pusat Notaris.

otaris Kota Palsimbane dan Maili i'copawas
i b viajedis Penpawa TENTANG HUKUMNY A

Wilayah Notaris Frovinsi Sumatra Seistan, dan habos sesungeubingg

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kot Palembang  dan/ atau Majelis Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Terlapor maupun Terbanding
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatra Selatan hanya berwenang dahulu Pelapor  berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan
memnberd izin jika Notaris PPAT dipanpgil ieh pihal Kepolisian untuk Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 011/
dimintai keterangan sebagai saksi dalam hubungan pembuatan akta MPW Not-55/11/2008 tertanggal 29 Februari 2008 kepada Majelis Pengawas
Notaris atau Akta PPAT, bukan mempreses laporan alas pengaduan atas | ['usal Notaris
pembuatan akia PPAT. Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011 N
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Menlmbang, bahwa mengenal keberatan Pembanding/Terlupor terhadap
putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan
tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan ketentuan
sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Mukam dan
Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia Nomor MAUOZ PRS0 Tahuan 2004
tentang Tata Cara Penpanckatan Angrota, Pemberhentjan A npeeta, Susunan
Orpénizasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemerikenan Miajelis Mengivwas Nolaris

vang menvebutkarn bale, upaya ks bangd;

iy ctinyalalan dalam

jangka waktu paling famibat 7 (tujuh) havi Batender terhitung sejak putusan
dingapran, juncte Pacal 34 avat (2) Peraturai: Menteri 1 lukum dan Halk Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M2, PR 08,10 Tahon 2004 tentans Tata
Cara 1’:1r'-._:1:1r15ka{r.:*. Arnggoty, Femberh onting Aneeola, Sesnma Olrpanisgs,
lata Kerjz dan Tata Cara Pemeriksaan wiapelis Pengasens Nolans vang

o = Ll
menyebutkan bahwa, penvampaian memari banding disjukan dalam jangka
wakhu paling lambat 14 (empat; belas hari kalender lerhitung sejak banding
dinyatakan;

Menimbang, bahwa terhadappermo honanbandingPen thanding/ Terlapor,
Majelis Pemerksa Pusat Notaris terlebih dahuly mempertimbangkan
apakal upaya hukuie banding yang diajikan oleh Pembanding/ Terlapar
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Neanor: MOLPR.0S.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penganshatan Ancrols, Pemberhentian Ave ol -

Susiman Oreanisasi, Tata
kerja dan Tata Cara Pemerik=naan Majelis Mangarias Natavis lessebat:

sderimbang, babwae oleh karena Pl e Mawlis Ponsaveas Wilavah
Notaris  Provinsi Sumatera Selatan Mo o 1AW Mot-R5 S '.Z-IZJU-Lt
tertar -r;.-,.:l S Pebioae 2008, makn Bordaear oo Shavval Y Prraluran
stMal, sia Bopebich edonesia Mlomon M02,
PE.O8 1 Tahuan 2004 benbang Tafa Cara Pengoso bt Ao

Mentern Huloarmn dar Hak ax

e iemberhentian

Anggois, Susupan Crganisasi; Tata K era dos

480 o fimmman Puicsan Susding daielis Pengawar Faie | Padserss 70014 200

[ ""-"‘-"‘:"“F’é'r\éHFH%é'jelis...,Ulfah Latifah,l%ﬁt_]ﬂ?biﬁjt” lj.i'il.u:l-l 0

Pengawas Pusat Notaris delam jangka waktu paling lambat tanggal 21 Maret
2008 sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor menyampaikan permohonan
tanding kepada Majelis Pengawas Pusat Nolaris melalui Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Marel 2008 yang
tertulis dalam Memori Banding, Pembanding/ Pelapor sebagaimana Lercatat
Salanyrepister perkara banding Majelis Pengawas Pusal Notaris Nomaor M-14/
SANDING /MPPN/X /2009 tanggal 29 Oktober 2009, maka Majelis Pemeriksa
Vusat berpendapat balwva permohonan banding lembanding/ Terlapor telah
e dengan ketentuan jangka waktu sebagairana ditetapkan dalam Pasal
Eravat {2) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraluean Meoteri Hukum dan ak Asasi
Miariisia Republik Indonesia Nomor: M.OZPR.08.19 Talwn 2004 tentar; Tata
Crra Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Ohrganisas,

kar

Fata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Penpawas Notaris aanya

permaobenan banding I’L.'mE'uandi]'lg,r"r{?r!ﬂ]?mr dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, babwa setelah membaca dan mempelajar berkas perkara
permohonan Banding Pembanding/Terlapor atas keberatan Pembanding/
lerlapor terhadap Putusan Majelis Pengaw..s Wilavah Notaris Provinsi
Suma'era Selatan Nomor: 01/MPW Not-55/11/2008 tertanggal 29 Februari
2008 yaog amar putusannya mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat
Maotaris memberikan sanksi berupa pemberhenlian sementara 3 {tiga) bulan
sepada Terlapor/Mataris HM Zaind, 8H;

Menimbang, babwa pada pokoknya Pembandmg/ Terbanding dalam
memori bandingnya menvatakan keberatan diproses oleh Majelis Pengawas
Placvah Molari= Kot Palembang dan atan Majelis Pengaswas Wilavah Notaris
Provinst sumalera Selutan karena akta-akla yang dibuat oleh Pembanding/
verlapor adslal akta-alta dalam kedudukan sebiagai Pejabat Pembuat Akta

kedudukan sebagai Notaris;

iimpiman Putean Fonding Majels Penpawar Puaeor Nonesiy Teheor 025 000 @ 401



Menimbang, bahwa memang benar Fembanding / Terlapor : i
Akta Jual Beli Nomor 847/104/ SEFKARAM[ /2006 ‘Lf]le:;'1h:l:t;r;:!.;?lﬂvr]l:ll‘dmbun[
848/105/ SUKARAMI/ 2006 selaku Pejabat Membuat Akta Tanal vang luu:lnnl-:
ter.hadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pzn r-l:jn 1]: lu
Fc;aba_t Pembuat Akta Tanah, bahwa akan tetapi dalam ]Jursidnngi‘:‘l !fi:;fn
ijemcnluszln Wilayah Notaris Sumatera Sclatan tanggal 15 Februari ’?:]{JSS
Pembanding/Terlapor menerangkan  balvwwa Pembanding/Terlapor --LI *a;
mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 947/ Kebun BLI;ngu Idgn

Serlifkat Hak Milik Nomaor: 945/ Ke [
e : 948/ Kebun Bunga di kantor Badan Perlanahan

Menimbang,  bahwa Majpdis Penweribea s Perpendapat kelika
. F i ' [ Al . O

= . :
Vembanadine S To npon el
SRS LA o iR sy gy pelay LR FRATH T E 3
|2 o e lEEAn peng o san bl etma Serlidlead Lersehiagl

maks Perpbandine £ Tertamn Lo A

L=z Pempanci 24 I,I_'.[.!r'lli' tidak berbind. Pl [lossedap T3

Tanal, avan [ N rr Pegabal Tembuat Akta
HIALL e d Y Eelnr sl M| [RTF

" P g 2elakn ].1.|_1m_{[1,,4<11'|p:l butkan mazok raanye el P

Pemierintal MNensar 37 Fal Sus iR PR R Peraturan
snerintal Nopwor 37 Fahan 1998 temlagv: Popesgees o s

: A0 letuang Penoanglaton Dejabal Pembuoat

Akt Tanah:
Menimbang, bahwa dengan demikian perbiatan Pemabanding Terlapor
- = ;

im;g m:]akukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor; 947/
Hedun Bunga dan Serfifikat Hak milik Nomor: 948/ Kebun Bunga di Kantor
S ; : 2 i N | ¥
. Pertanahan Kota Palembang tersebut, termasuk wewenang Majelis
. i 7 . 1 - ‘e : :
. _Fgau:a::.: Notaris berdasarkan Pasal 67 ayal (5) Undan-1 Indang Nomor 30

a2 tentangg Tabatan Notar rerbenyi b :
L otaris yang berbenyt “Pengawasan sebagaimana

dimalesnd pada ayat (1 A .
" ada ay: meli : o P S T k :
Mkt ser yar (1) putl prilaku Motaris da pelaksanazan jabatan

T — ” i
Fenimbang, buhwa seyomiyanva Pembacding Terlaoor fidak mefakokan
pengurussn balik nama Sertifikat Hak Milik Momor 247/ Kebun P,

BT Lt -ian
Sertifikat F filik Notnor 5 :
likat Hak Milik Nomor: 948/Kebun Fonga oleh kirena Terbanding f

[l i et P e oy borar
flpth TRENRC T WA 5_.1':!11t1r1-=' 1 topeian Bl Teanoy BAES IR
B - ! [ (R D ¥
P E AN A NI MG ol A .l\'li.:'l ]Ll-'-ll I;Lli |."..il PR = L0 i o ol e -'..-I..
: ) ot AV 200G
e e - Peran majelis

R RO I O R R R RO RO IR I T R R R R I RECE I

Menimbang, bahwa selanjulnya menguatkan putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor; 01/ MPW Nat-55/11/2008
tertanggal 29 Februari 2008 yang amar putusannya mengusulkan kepada
Mejelis Pengawas Pusat Notaris memberikan senksi berupa pemberhentian
sementara 3 (tiga) bulan kepada Terlapor/Notaris HM Zaini, 5H selanjutnya
memperbaiki pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut di

alas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor
30 Taben 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundan-undangan
pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat pemeriksaan Majelis

Poppeeriken Tt Motards dadam memeriksa perkara Tanding ni. mengadilic
RMEMUTUSK AN

b ohdeswvatakan Majelis Pengawas Nolaris Lupwenang untuk memproses

sergraduan 1M Zaini, SH tentang, masalah ini

7 Menyatakan Pembanding/ Terlapor melanggar ketentuan Pasat 9 ayat {1
et o Undang-Undang rlommor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Mostaris

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan
terhadap HM Zaini, 511 dalam jabatannya sebagai Notaris i Kota
Palembang, terhilung sejak serah terima protokel di Kantor Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang,

1. Memerintahkan kepada M Zaini, SH unluk menyerahkan Prolokol
Mularis yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara MNotaris

vang, ditunjuk oleh Menteri,

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis FPemeriksa
['nsat pada hari Rabu tanggal (4 Movember 2009, yang terdit atas Winanto
Wiryomarland, SHL M FHom, sehagai ketua, Frof. Abdul Bari Aced, SH,

MAILE dan Akhiar Salmi, SH, M masing-masing cebagal angeoela. Putusan
{m} [} { L

...,Ulfah Latifah,FHUI, 2014 ———— - o — s
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MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN
Momaor - 11BN PRNXE2610

DEMNGAM RAKHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majels Mamerksa Pusat Nolaris vang memenksa dan memutuskan permahaonan
nanding lerhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Motaris Provinsi Banten, Nomor:
WIGPSTNMNOL 1420 0MPW Notans Frovinst Banten, tanggal 2 Jub 2010 menjatuhkan
putusan dalam perkara

Nama PT. Sweet indalampung
Zlamat Wisma GKBILLS L Jendral Sudiman Mo, 28 Jakara’
Diahulu disebut Pelapar, sekarang Fembanding.

Melawan
Nama surya Hasan, 5H
Pekarnaan Motaris Kota Tangerang Selatan sekarang Motans di Jakarta Utara
Alamal Dahulu Kawasan Niaga Gelden Foad Blok © 32 No. 12 SBumi Serpong

Gamai, Tangerang
Sekarang Jalan Janur Eiok |l Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading,

Jakarta Utara.
Dahulu tisebut Terlapor, sekarang Terbanding,

Maelis Permeriksa Pusat Notans tersebutl,

Setelah membaca penelapan Kelua Majelis Pengawas Pusal Motaris Nomor:
MO9MEPN 1110 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penunjukan Majelis
Pemeriksa Pusat Natans,

Setelah meambaca berkas perkara banding Nomor: MOSBANDINGMPPNXE2010
tanggal 11 November 2010,

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampakan PT Sweet
Indolampung, berkedudukan di Jakarta yang diwakili Law Firm Hotman Paris & Partners
(Palapor) berkantor di Summitmas Tower £ 18 JU Jend, Sudieman Kav 81-62 Jakarta
berdasarkan surat kuasa khusus fertanggal 22 Marel 2010 untuk bertindak sebagai kuasa
hukumnya, terhadap Motaris Surya Hasan SH (Terlapor), dahulu  Notaris Kabupaten
Tangerang, yang berkantor di Kawasan Miaga Gelden Road Blok © 32 No. 12, Bumi
Serpong Damai, Tangerang, sekarang Motaris di Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Janur
Elok Il Blok JE 4 Momor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat Mo
009500387 0%/ANT-est tanggal 29 Maret 2010 perihal laporan atas dugaan Pelanggaran
Pelaksanaan aluran Jabatan Notaris oleh Surya Hasan, SH dalam membuat Akta Notaris
agar fotocopy sural  terlihat seclah-olah ada aslinya untuk dipakai sebagai bukli dalam
persigangan < Pegadilan Negen Jakaria Pusat:

Banwa isi laporan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut .

Batwa ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Molaris yang dilakukan oleh
Terlapor berkenaan dengan pembuatan Akla Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010
dan Akta Pemyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan maksud menjadikan kedua
akta tersebut beserta folokopi surat-surat Disbursement Request seclah-olah sebagai akia
otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan dalam
pembuktian di depan persidangan dalam perkara Nomor 63(Pdt.G/2007/PM.Jkt.Pst antara
Maruben Corporation selaku Pengguoat melawan PT Sweet Indolampung selaku Tergugat
di Pengadilan Megeri Jakarta Pusat;

Bahwa Terlapor dalam membuat akta tdak pernah melhal dan tidak melakukan
pengecekan ash dari 128 (seratus duapuluh delapan) surat-sural Disbursement Request
vang fotocopinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Penyataan Momor 4 tanggal 26
Januari 2010 dan asli dari 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request yang
fotocapinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan Momor 5 tanggal 26 Januari
2010, Terlapor tidak melihal dokumen ash dan tidak melakukan pencocokan keaslian
dokumen surat-surat Dishursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan
paraf, tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan Hal tersebut
merupakan undakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (duapuluh) dan 128
(seratus duapuluh delapan) surat-sural Disbursement Reques! yang di stempel dan di paraf
ol Terlapor lersebut agar kelihatan seolah-olah ada aslinya, padahal asli dar surat-surat
Cizfursement Request tersebut tidak pernah ada dan Terlapor tidak pernah melihat ashinya
dan seluruh surat-surat Disbursement Request tersebut yang hanya berupa fotokopi tidak
pernan diskur aleh PT Sweet Indolampung

Bahwa oleh karenanya kaimat atau pernyataan Terlapor, baik pada Akia Pernyataan

Momar 4 tanggal 26 Januar 2010 pada lembarhalaman ke 5 maupun Akta Penyataan
Nomer & tanggal 26 Januari 2010 pada lembar/halaman ke 23, yakni “Folokopr suraf-sural
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DISBURSEMENT REQUEST tersebut dilekatkan pada minula akla ini”. tanpa dikuti atau
dilengkapi dengan kalimat atau pernyataan yang pada intinya berbunyt ‘sefelah saya, Surya
Hasan, SH. Nolaris mencocokkan fotokop: sural-sural tersebut dengan dokumen aslinya’,
merupakan oukbl kuat bahwa Terlaper tdak pemah melihat dokumen ASLI dari surat-surat
Disbursement Request yang fotokapinya dilampirkan atau dilekatkan dalam Akta Pernyataan
Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010
dan juga tidak melakukan pengecekan ataupun pencocokan antara fotokopi surat-surat
Disbursemen! Request dengan aslinya;

Bahwa Terlapor tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang
menunjukkan kapasitas atau kedudukan Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT
Sweet Indolampung untuk mengeluarkan surat-surat Disbursement Request, baik
berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya;

Bahwa Akta Pernyataan Momor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan
Momer 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat "KOMPARIS! AKTA™ dengan kalimat
sebagar Dirextur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-ofah Ir. Daddy Hariadi pada saat itu
berwenang mengeluarkan surat-sural Disbursemeni Request padahal Ir. Daddy Hariadi
bukaniah Dwekiur PT. Sweet Indolampung

Batwa Terlapor membuat Komparisi Akta Cientik vang isinva Ir Daddy Hariadi
seolah-olafi mewakili [ UNTUK DAN ATAS NAMA) PT Sweel Indofampung, akan tetapi
dalam komparasi kedua akta fersebul lidak diuraikan apa dasar dan bukli serta dalam
kapasitas apa Ir. Daddy Hanadi bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung pada
sadl dinmya mengeluarkan surat-surat Disbursement Request:

Bahwa Terlapor juga tidak mengecak dan memeriksa anggaran dasar dan PT. Sweet
Indolampung baik ditahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT. Sweet
Indolampung udak mempunyai Direktur bernama Ir. Daddy Hariadi;

Bahwa Ir. Daddy Hariadi bukan Oirektur PT. Sweet Indolampung pada saat Akla
Pernyataan Momor 4 tanggal 26 Januar 2010 dan Akta Pemyataan Momor 5 tanggal 26
Januari 2010 dibual, karena sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang SUSUNAN
DIREKSI DARI PT. SWEET INDOLAMPUNG (BERDASARKAN ANGGARAN DASAR 2010)
adalah:

Dirgktur Llama : Gunawan Jusuf

Wakil Cirus : Ny. Purwati Lee Couhoult
Direktur “lrwan Ang

Dirgktur 2 Ir. Djoni Sunarso

Direktur I, H Muhamad Fauzi Thoha
Direktur : Husin Tjandra

Dirgkiur -Ir. Sofwan Hadh
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Bahwa Ir. Daddy Hariadi juga bukan Direktur Utama dari PT. Sweet Indolampung di
tahun 1994 berdasarkan Anggaran Dasar FT. Sweet Indolampung Akta Momor 92 tanggal 6
Januari 1950 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Mo. 864 tahun 1992 yang
menjadi Direktur Ltama adalah Dean Gusman,

Bahwa tidak ada Surat Kuasa dan PT. Sweet Indolampung kepada Ir. Daddy Hariadi
untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan
akla pernyataan nomor 5 tanggal 26 Januar 2010;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksazn Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah
Motaris Kabupaten dan Kola Tangerang Selatan  yang dituangkan dalam Berita Acara
Femeriksaan Momor, OTBAP MSYMPDKab Tgr-Kota TangselVi2010  tanggal 28 April
2010, terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain diterangkan sebagai berikut:

&, PELAPOR

1. Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tdak pernah melihat
dokumen yang ashi dan tidak melakukan pencocokan keashan dokumen yaitu surat-
sural Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-sural Disbursement
Request fersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf fanpa membubuhi bea
materai dan tanpa kalimal pengasahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan
tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotocopi 20 {dua puluh) surat-surat
Disbursement Request  dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat
Disbursement Request yang di stempel dan di paraf oleh notaris dimaksud, menurut
Felapor agar surat-surat Disbursement Request ferlihal seoclah-olah ada aslinya.
Pelapar berkeyakinan bahwa ash dari surat-surat Disbursement Request tersebut
lidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat
Disbursament Request.

Z. Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Momor 5, Terlapor
mambual komparisi akta dengan kalimal seclah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap
Motans dalam kapasitasnya sebagal Direktur namun Terlapor tidak pernah melihat
anggaran dasar PT apakah benar Ir Daddy Hariadi berkapasdas sebagai Direkiur
PT. Sweet Indolampung, Akta Pernyataan Momor 5 tertanggal 26 Januari 2010,

3 Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy
sural yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat
pengesahan dari nofans, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan
Peraluran Jabatan Notaris cleh karena Terlapor pada fotocopy sural yang diletakkan
tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dars Motaris.

4 Bahwa Pzlapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dyatuhkan sanksi
sesua dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang barlaku.

B TERLAPOR

1. Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah
Motaris Kabupaten Tangerang dan Kola Tangerang Selatan atas pelanggaran ’é‘r

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011 4 \;2/3.’



bersenaan dengan tindakan rekayasa lerhadap surat-surat Disbursement Request
128 | seratus dua puluh delapan | dan 20 { dua puluh ) Disbursement Requet yang di
setempel dan di paraf cleh Motaris dimaksud menurut Pelapar agar sural — surat
Disbursement Reguest terfihat seofah-olah ada aslinya, maka (anggapan Terlapor
terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan
copy sural-surat Disbursement Hequest  sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor
erharap stempel dan paraf pada copy suratsural Disbursement Request yang
dilekatkan pada salinan akia, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran
pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang
selanjuinya juga keterangan notans menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh
notars berkenaan dengan hal tersebul lelah sesual dengan Pasal 56 Undang-
Undang Momor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2 Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa bdak pernah membuat pernyataan
bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direkiur PT Sweet Indolampung dan juga
Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Motaris menamin kepastian
hukum bahwa Ir. Daddy Hanadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat
ditalsirkan lain apalagi dengan kata seclah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan
uniuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan
Netariz, bal iy menunjukkan fakla babwa I Daddy Hariade membuat dan
menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1893-1595 semata-
mata uniux kepenhingan PT Sweet indolampung.

3. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan
fotocopy surat yang dilekatkan pada Minuta Akta harus dibubuhi materar dan harus
pula Ada xalimat pengeszhan dar notans, hal ini menurul Pelapor menyalahi jabatan
notans. Tanggapan Terlapor terhadap hal imi tersebut bdak menyalahi Peraturan
Jabatan MNotaris, dan jkalaupun ada menyalahi peraturan jabatan notaris yang
mana?

4. Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatuhi sanksi
oleh Majelis Pengawas Daerah Motaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
oelatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis
Pemeriksa Daerah Motaris dan Anggata Majelis menegaskan bahwa penjatuhan
sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Motaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah
merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notans Provinsi Banten.

Batwz hasil pemenksaan Majehs Pemeriksa Daerah Maglis Pengawas Daerah
Motaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, disampaikan kepada Majelis
Pengawas Wiayah MNotans Provinsi Banten untuk menjadi bahan pertimbangan dan
dipergunakan sebagai bahan persidangan pada tingkat Majelis Pengawas Wilayah Motaris
Provinsi Banen,

Bahwa pada tanggal 10 Jum 2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
telah menunjuk Majelis Pemeriksa Wilzyal Notaris Provinsi Banten | {pertama) berdasarkan _/q»
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Keputusan  Rapat Majelis Pengawas  'Wilayah  Notaris  Provinst  Banten  Momor
W2%T Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi banten Tanggal 11 Januari 2010 melakukan sidang
untuk pemenksaan terhadap laporan Pelapor yang dilengkapi dengan Berita Acara
Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Molaris Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Mamor 81/MPD/Kab Tgr-Kota
Tangsel/ 2010,

Baiwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Majelis Pengawas
Wilayah Nataris Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaaan sebagaimana tertera pada
Berta Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Provinsi Banten langgal 10 Juni 2010 nomar  W2%/T Pem/Not.02a/2010 MPW Provinsi
Banten yana isinya antara lain -

1 Bahwa Terlapor oleh Pelapor pada tangjal 29 Maret 2010 dengan surat nomor ;
(0095/0367 D1/ANT-est tentang laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan
Jabatan Motaris oleh Saudara Surya Hasan Motaris Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan.

a

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten |
(pertama) melakukan sidang untuk memeriksa laporan yang dilengkani dengan Berita
Acara Femeriksaan Majelis Pemerksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Motaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan fanggal 24 Mei 2010, Momor
81MPD/Kab Tar-Kota Tangsel /2010

3 dahwa Maels Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Motaris Kabupaten dan Kota
Tangerang Selalan  yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor:
01/BAF MSY/MPD/Kab. Tgr-Kota Tangsell/2010  tanggal 28 April 2010, terhadap
Pelapor dan Terlapor, antara lain sebagai berikut -

A, Keterangan dari Pelapor Law Firm Hotman Paris and Partners:

1) Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat
dokumen yang asli dan lidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu
surat-surat Disbursement Raguest, namun menurut Pelapor pada surat-surat
Cishursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa
membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut
Pelapor merupakan tindakan rekayasa uniuk mengelabui agar fotocopi 20 (dua
puluh) surat-surat  Disbursement Request dan 128 ( seratus dua puluh
delapan) surat-surat Disbursemant Request yang di stempel dan di paraf oleh
notanis dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request
lerlihat seclah-olan ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-
surat Disbursement Request tersebul tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui
tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.

21 liahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomar 5,
Terlapor membuat komparisi akia dengan kalimat seolah-clah Ir Daddy Hariadi
menghadap Motaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak

pernah melihat anggaran dasar  PT apakah benar Ir Daddy Hariadi
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berkapasitas sebagai Dirsktur PT. Sweet Indolampung. Akta Permnyataan Nomaor
5 tertanggal 26 Januari 2010

4

Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saal persidangan bahwa
fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan
narus ada kalimat pengesahan dari notaris, hal nilah yang menurut Pelapor
lidak sesual dengan Peraturan Jabatan MNotaris cleh karena Terlapor pada
iotocopy surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat
pengasahan dari Notaris

4

Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi
sesual dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

B. Keterangan dari Terlapor (Motaris surya Hasan, SH):

1) Bahwa keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majglis Pemeriksa
[raerah Motaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas
pelanggaran berkenaan  dengan bndakan rekayasa terhadap surat-surat
Disbursement Request 128 { seratus dua puluh delapan ) dan 20 | dua puluh )
Disbursement Requet yang di setempel dan di paraf oleh MNotaris dimaksud
menurut Pelapor agar surat - surat Disbursement Request terlihat seolah-olah
ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu
kalimat pun  yang menyatakan dan  mengssahkan  copy  suraib-surat
Disbursement Request sesuai aslinya. Tanggapan Terlapor ternadap stempel
dan paraf pada copy sural-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada
salinan akia, dmaksudkan adalah uniuk mencegah agar lampiran pada salinan
pada salinan hdak diubah ztau diganti atau direkayasa olsh siapapun yang
selanjutnya juga keterangan notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat
oleh netaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesual dengan Pasal 56
Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2] Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat
pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagar Direktur PT Sweet
Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta
Motaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara
pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seclah-
olah, Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya
menurut keterangan Ir Daddy Hariadi dihadapan Metaris, hal ity menunjukkan
fakta bahwa Ir. Caddy Hanadi membuat dan menandatangani surat-surat
Cisbursement Request sejak fanun 1593-1395 semata-mata uniuk kepentingan
FT 2weel Indolampung.

i) Bahwa pelanggaran yang ditudunkan Pelaper kepada Terlapor, berkenaan
dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta Akta harus dibubuhi
materal dan harus pula ada kalimat pengesahan dan natans, hal ini menunat
Felapor menyalaht jabatan notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini
lersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan MNotaris, dan jikalaupun ada
menyalahi peraturan jabatan notaris yang mana? é

L
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4) Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatub
sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Motaris Kabupaten Tangerang dan Kotz
Tangerang Selatan, lerhadap hal tersebul pada saat persidangan berlangsung
Kelua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis menegaskan
bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis
Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas
Wilayah MNotaris Provinsi Banten

4. Bahwa berdasarkan permintaan teriulis dari Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Momor
O3/SHNI2010, Majelis Pemeriksa Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan
keterangan dari Terlapor antara lain:

1) Bahwa pemberian paraf dan stiempel Terlapor terhadap surat-surat Disbursemen:
Renuest adalah dimaksudkan uniuk

a Mamenuhi ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Uadang Momor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

b Mencegah agar lampiran pada salinan akia tidak dirubah / diganti atau o
rekayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabul agar
surat-surat tersebut seolah-clah ada aslinya.

2y Bahwa Terlapar bersedia membuat akia pernyataan tersebul karena menyakin
bahwasanya surat tersebut kalau ada pasii ada aslinya.

3) Bahwa Terlapor bersedia membuat akia pernyataan tersebul unluk menerangkan
adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebui pernah ada dan di tanda tangani
aleh Ir. Daddy Hariadi,

5. Bahwa pemberian paraf dan stempel Notaris tanpa di bubuhi bea materai dan tanpa
kalimat pengesahan terhadap 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128
(seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request adalah merupakan
penafsiran Pasal 56 ayat (2) Undang-Lindang Nomar 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Motaris karena bukan dimaksudkan untuk mengesahkan suatu Dokumen Disbursement
Fequest

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ditemukan cukup alasan bagi Terlapor
unfuk diberikan sanksi:

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan Majels Pengawas
Wilayah Motaris adalah .

1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Zsas
Manusia Republik Indonesia Momor M.0ZPR.OBA0 tahun 2004 tentang Tata Cars
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja dan
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebulkan bahwa Majgis

-
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Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas
Daerah (MPD) Notaris;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momor: M.O2PR.O810 Tahun 2004 lentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notars, bahwa dalam  melakukan
pemeriksaan terhadap Notars, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk
Majelis Pemeriksa MNotaris dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua
dan dua orang Anggota Majelis Pemeriksa

3. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada folocopy surat-surat
Disbursement Request oleh Terlapor hidak chatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-
Undang Momar 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Motaris;

4 Bahwa Terlapor lidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Motans, sehingga lidak cukup alasan uniuk diberikan
sanksi sehagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan
Motaris

Bahwa Majeis Pemerksa Wilayah Notaris Provinsi Banten atas pemeriksaan
‘ersebut, memutuskan:

1 Menyatakan hahwa Terlaper tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Momar
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

2 Menyatakan bahwa Majehs Pemenksa Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukt
melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, berdasarkan Berita Acara
“emeriksaan tersebul di atas dengan keputusan Ketua Majelis Pengawas \Wilayah Notaris
Srovinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 noraor W2S/PSTHNMob 142010MPW  Provinsi Banten
=ntang Pembebasan Pemberian Sanksi lerhadap Notaris yang dikium pertamnya
Membebaskan Pemberian Sanksi kepada Motaris Surya Hasan, SH;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Majelis
Pengawas Wilayah Motaris Provinsi Banten, Momaor: W2S/PSTN/Mot. 14/2010/MPW Motaris
Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 dalam perkara antara PT. Sweet Indolampung melalui
#uasa hukumnya yaitu Hotman Paris, SH dan Partners Melawan surya Hasan SH, Notaris di
Tangerang berdasarkan surat Mo. 0217/0387 01/HPH tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Naik
Eending alas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Ncaris Provinsi Banten Momor:
VIPSTHMot 14/2010MPW tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengirimkan Memari Banding No. 072/0387 01/HPH-sa
ianggal 25 Agustus 2010;
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Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2010,
#e Majelis Pengawas Pusat Nolaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notans Propinsi
Banlen, dengan alasan-alasan sebagai berikut

1 Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten teiah melanggar asas due process of
law yang far dan adil karena melakukan persidangan secara kolufif hanya dihadin
sepihak oleh Terbanding/Terdapor tanpa memberikan kesempatan kepada
PembandingPelapor untuk membela di persidangan. Majelis Pengawas Wilayah
melaksanakan persidangan secara kolutif. memihak dan penuh permainan/rekayasa dan
melanggar prinsip “due process” yang fairiadil karena Majelis Pengawas Wilayah hanya
memangail dan mendengar Terbanding/Terlapor untuk bersidang dan tidak memanggil
Pembanding/Pelapor untuk bersidang di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis
Pengawas Wilayah lidak memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak
untuk membela dirl dan hasil keputusan Majefis Pengawas Wilayah  Banten
disembunyikan dan tidak diberitahukan secara resmi kepada Pembanding/Pelapor, akan
Ietapi selelah ‘ketahuan® ada permainan, barulah tembusan Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Banten diselipkan ke kotak pos kuasa hukum Pembanding/Pelapor
pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010;

2. Bahwa Pembanding/Pelapor idak sekalipun dipanggil oleh Majelis Pengawas Wilayah
unluk menghadin  pemertksaan atau persidangan di Majelis Pengawas Wilayah,
lermasuk pemeriksaan dan persidangan terhadap Terbanding/Terlapar yang dilakukan
sepihak oleh Majelis Pengawas Wilayah dengan Terbanding/Terlapor lanpa memanggil
Pembanding/Pelapor juga tidak di panggil parsidangan pembacaan Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, karena Pembanding/Pelapor fidak
pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah, baik
untuk memberikan keterangan maupun  untuk menghadiri persidangan pembacaan
Kepulusan Majelis Pengawas Wilayah Banten:

3. Bahwa apabia dibaca lembar ke-3 butir 3 darn Berita Acara Pemeriksaan Maijelis
Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 yang merupakan bagian dari berkas Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Banten tanggal 2 Juli 2010, disebutkan bahwa telah diadakan
persidangan di Majelis Pengawas Wilayah dengan memeriksa Terbanding/Terlapor
tanpa memanggl Pembanding/Pelapor dan tanpa dihadiri Loleh Pembanding/Pelapor
sebagaimana dikulip pada lembar ke-3 butir 3 dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 sebagai berikut menimbang bahwa berdasarkan
permintaan lertulis dari Terlapor tanggal & Juni 2010 nomor 03/SHNVI2010, Majelis
Pemenksa Wilayah telah memeriksa  dan memperoleh tambahan keterangan  dari
Terlapor antara lain;

1) Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor lernadap surat-sural Disbursement
Request adalah dimaksudkan untuk:
a Memenuhi ketentuan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
lemang Jabatan Notans

&
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b. Mencegah agar lamprran pada salinan akia tdak dirubah/diganti atau
direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabuhi
agar surat-surat tersebut sealah-olah ada aslinya.

). Bahwa Terlapor bersediz membuat akta pernyataan tersebul karena
meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.

3). Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan
adanya suatu fakta bahwa surat-surat lersebut  pernah  ada dan
ditandatangani oleh Sdr. Ir. Daddy Hariadi;

Bahwa dan apa yang disraikan di atas, jelas terlihat bahws telah pernah diadakan
sidang di Majelis Pengawas Wilayah, akan tetapi yang hadir hanya Majelis Pengawas
Wilayah dan Terbanding/Terlapar, tidak dihadiri cleh Pembanding/Pelapcr karena sidang
lersebut tdak pernah diberitahu dan tidak pernah di panaggil oleh Majelis Pengawas
Wilayah. Denoan demikian terbukti bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar
asas due process yang fair dan adil karena melakukan persidangan secara kolutif hanya
dihadin sephak tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pelapor untuk
membela di persidangan, bahkan selanjutnya didalam Keputusan Majelis Pengawas
Wilayah Banten dengan begitu saja Majelis Pengawas Wilayah membuat keputusan
yang bulal-bulat menguntungkan Terbanding/Terlapor. Dan oleh karenanya, mohaon
kepada Maels Pengawas Pusat karena Majelis Pengawas Wilayah telah melanggar
esensi fundamentaliunsur mutlak dari suatu persidangan yaitu fair fnal yang harusnya di
hadiri oleh kedua bielah pihak (Pembanding/Pelapor dan
Terbanding/Terlapor)seharusnya  diberi  kesempatan  kepada kedua  pihak
(Pembanding/Pelapar dan Terbanding/Terlapor) untuk mengajukan dalil dan bukfi-
bukiinya secara terbuka yang merupakan maknalesensi yang diatur dalam Undang-
Undang Mamor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Motaris jo Peraturan Menteri 2004;

Bahwa lembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten baru dilerima oleh
Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010, Hal mana ada
kehdakwajaran dalam pengiriman Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten
lersebut sebagaimana dijelaskan berikul in. Setelah Pembanding/Pelapor berupaya
berulangral menghubungi per telepon pihak Majels Pengawas Wilayah untuk meminta
nigrmasi perkembangan pemerksaan alas laporan/pengaduan dari
FPembanomg/Pelapor,  akhirmya pada  tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2010
Pembanding/Pelapor berhasil menghubungi per telepon lbu Septi Emni (Sekertaris
Majelis Pengawas Wilayah) untuk menanyakan mengapa bezlum ada benta fentang
persidangan Majelis Pengawas Wilayah dan apakah Majelis Pengawas Wilayah sudah
mengeluarkan putusan. Besoknya pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2010 (satu hari
selelah Pembanding/Pelapor berhasid menghubungi per telepon Sekertaris Majelis
Fengawas Wilayah tersebut tanggal 10 Agustus 2010), secara tiba-tiba terjadi keanehan
ada sesecrang mengiimkan ke kolak pos Hotman Pars dan Partners (kuasa hukum
Pembanding/Pelapor) sebuah amplop berwarna coklat bertuliskan: “Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, JI. KH.
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Samun Mo 440 serang Telp. 02542-208819 Nomor WZ29/Not 28/2010/MPW", dan
berstempel kantor “Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten”. dengan ditempeli
perangke Rp, 2.500- (dua nbu lima ratus rupiah), akan tetapi tanpa dibubuhi
capislempel  kantor pos pada perangko  tersebut  Amplop mana  berisikan
salinani/lembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten. Pembanding/Pelapor
lelah mengecek ke kantor pas dan giro dan berdasarkan surat keterangan/pernyataan
dari Kantor Pos dan Giro Pembantu Cabang Gedung Summitmas di bawah wilayah
kntor Fos Faimawati tertanggal 12 Agustus 2010 dijelaskan bahwa amplop cokelat
tersebul beserta isinya hidak pernah dikinmkan melalui kantor pos dan giro karena fidak
ada stempelicap kantor pos baik pada amplop maupun pada perangkonya;

Bahwa Terbanding/Terlapar melanggar ketentuan Fasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2)
jo Pasal 15 ayat (2} huruf D jo. Pasal 16 ayat (1) huruf A dan D jo Pasal 85 UU No.
30/20004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa Maelis Pengawas Wilayah seharusnya menerapkan Fasal 56 ayat (3) jo. Pasal
56 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 85
Undang-Undang Momor 30/2004, bukan hanya Pasal 56 ayal {2) Undang-Undang
Nomor 30/2004 sebab Pasal 56 ayat {3) jo Pasal 15 ayat {2) huruf d jo. Pasal ayat (1)
nuruf & dan d Undang-Undang Momor 30/2004 mengatur bahwa MNotaris hanya diijinkan
uniuk melakukan pengesahan, legalisasi dan pencocokan suatu fotokopi dari suatu surat
dibawah tangan;

. Bahwa Fasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Momar 3002004 ini dilanggar oleh

Terbandmg Terlapor karena secrang nataris hanya diijinkan oleh Fasal 15 ayat (2) huruf
d untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopt dengan surat aslinya. Ternyata
surat asli dari surat-surat dibawah tangan tersebut tidak ada, bahkan pelanggaran lebih
serus lagh Terbanding/Terapor meningkatkan status hukum dari fotocopi surat-surat
dibawah tangan menjadi akta otentik;

. Bahwa lernyata dalam Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten, Majelis Pengawas

Wilayah hanya menerapkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2004 dengan
menyatakan Pasal 56 ayal (2) Undang-Undang Mo. 30/2004 tidak dapat diterapkan
dalam kasus ini dengan alasan bahwa teraan paraf dan cap stempel pada folocopi surat-
surat Disbursement Request oleh Terbancing/Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat
(2] Undang-Undang No. 30/2004;

{. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah telah melakukan kesalahan sebab yang diadukan

oleh Fembangding/Pelapor bukan hanya menyangkut paraf dan cap stempel dari suatu
surat dibawah tangan, akan letapi karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan
kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 58 ayat (3) yang berbuny “surat dibawah
tangan dan pencocckan folocopy cleh notaris wajib diberi teraan capistempel serta paraf
dan tanta tangan notaris’, jo Pasal 15 ayat (2) huruf d yang berbunyi “notaris berwenang
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pula melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”, Undang-Undang
Momar 30 Tahun 2004 tersebut, yaitu Terbanding/Terlapor melampaui kewenangan
notaris atas apa yang telah dibatasi dalam Pasal 56 ayat (3) jo pasal 15 ayal (2) huruf d
Undang-tIndang Nomar 30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa
adanya aslinya menjadi bagian dari suatu akla otentik, padahal untuk legalisasi dan
pencocokan surat dibawah tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah
tangan lersebut, bahkan TerbandingTerlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi
karena untuk membuat folocopy surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta
otentix yang kemudian di paraf dan distempel pada sefiap-halaman dari surat dibawah
tangan lersebut. Jadi, terbukli Terbanding/Terlapor telah melebihi wewenangnya
melanggar hal-hal yng diizinkan di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomar 30
Tahun 2004 dan melanggar Pasal 15 ayz! (2) huruf d Undang-Undang Momor 30/2004
yang mengharuskan ada aslinya apabila notans melakukan pengesahan, legalisasi atau
pencocokan terhadap fotakapi surat-surat dibawah tangan.

Bahwa Terbanding/Termehon jJuga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 2 Undang-Undang
Momaor 40/2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak
mandir, berpinak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum dan TerbandingTerlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 sehab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang
tidak sesua dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar
Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) hurui a Undang-
Undang Momor 30 Tahun 2004 dan oleh karenanya terhadap Terbanding/Terlapar
beralasan dan berdasar hukum untuk dijatuhkan sanks: sesuai Pasal 85 Undang-
Undang Momar 30 Tahun 2004;

Bahwa Majels Pengawas Wilayah membuat kesalahan karena salah mengartikan isi
Pasal o6 ayat (2) Undang-Undang Momeor 30 Tahun 2004 padahal pelanggaran yang
lerjadi oteh TerbandingfTerlapor sangat fatal, sebab yang lenadi bukan hanya sekedar
pemberian paraf dan cap pada fofokopi surat-surat dibawah fangan, akan tetapi
pelangagaran terhadap Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayal (2) huruf d Nomar 30 Tahun
2004 yakmi tindakan merekayasa dan membuat fotokopi surat-surat dibawsh tangan
lanpa ada ashnya menjadi bagian dari akta otentik adalah tndakan rekayasa, sebab
yang terjadi di sini bukan hanya soal paral dan pemberian cap stempel, namun jelas-
jelas pelanggaran lerhadap Pasal 56 ayat (3} jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo pasal 16
ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Momer 30 Tanun 2004;

Bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Pasal 15 ayat (2}
huruf d hanya mengizinkan pengesahan, legalisasi dan pencocokan dari surat dibawah
tangan apabila ada aslinya Akan tetapi, yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor jauh
lebih dalam dan diluar kewenangan yang diizinkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3)
Undang-Undang Mamar 30 Tahun 2004, yaitu merekayasa suatu folokopi yang tidak ada
asli dari suraf-surat dibawah tangar menjadi seolah-olzh bagian dari akta otentik;
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Hahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyala melanggar Pasal 56 ayat (3] jo Pasal 15 ayat
(£} hurut d Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004 sebab Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15
ayat (2) huruf d Undang-Undang Normar 30 Tahun 2004 im hanya mengizinkan notaris
untuk mengesankan, melegalisasi dan mencocokkan fotokopi sural-surat di fotokopi
sural-sural dibawah fangan dengan aslinya, bukan membuat fotokopi surat-surat
lersebut menjadi akta otentik. Oleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56
ayat (3] jo Fasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004, maka
Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan
tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan
Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksamn, tidak mandiri, berpihak dan
tidak menjaga kepentingan pihak vyang ferkait dalam perbuatan hukum dan
Terbanding/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Momar
30 Tahun 2004 sebab TerbandingTerlapor memberikan peiayanan yang tidak sesuai
dengan Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat
{3) jo Pasal 15 ayat (3) huruf d jo Pasal 16 ayat (1} huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004, Maka, terhadap Terbandino/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk
dijatuhxan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Banwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu fotokopi dari surat
dibawah tangan tidak mempunyai kskuatan hukum pembuktian apapun, baik kekuatan
pembuklian [ahiniah (witwendige bewiskrachf), kekuatan pembuktian formal (formelfe
bewyskracht) dan kekuatan pembuktian material (maleriele bewiskracht). Akan tetapi,
untuk keperluan pembuktian di Pengadilan Megen Jakarta Pusat, secara tiba-tiba dan
secara melanggar hukum Terbanding/Terlapor membuat folokopi surat dibawah tangan
menjadi bagian dan akta otentik, dengan maksud agar folokopi sural dibawah tangan
tersebul meningkat kekuatan pembuktiannya seperti akta otentik yaitu menjadi tiga {3)
kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuklian lahiriah (wiwendige bewijskrachf),
xekuatan pembuktian formal (formele bewyskracht) dan kekuatan pembuktian material
(matenele bewyskracht);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian
teraan paral dan cap stempel pada folokopl surat-surat disbursement request oleh
Terlapor udak diatur dalam Pasal 56 ayat (2} Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notans” merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan fakta
sebab 128 (seralus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh} fotokopi surat-surat
tsbursement request ftersebut adalah surat dibawah f{angan (tanpa memiliki
clensilas/eashan) dan harusnya Majelis Pengawas Wilayah menjadikan Pasal 56 ayat
(3] Jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2004 sebagai dasar pelanggaran oleh TerbandingTerlapor. Bahwa
pelekatan fotokopi surat-surat disbursement reques! pada minuta akta (akta otentik)
telah menjadikan lampiran surat-surat disbursement request tersebut merupakan bagian
tar akla olentlk yang harus memiliki olensitas (keaslian) berdasarkan teknik atau tata
cara pembuatan akia olentik dan Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004
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Bahwa apabila dilihat uraian pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapor yaitu
melanggar Pasal 15 ayat {2) huruf d dan Pasal 56 ayat (3) dan juga Pasal 56 ayat (2)
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut
merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor sebagai notaris telah bertindak tidak jujur,
tidak sexsama, berpihak dan fidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum sebagaimana dilarang dikelentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a
Undang-lindang Momar 30 Tahun 2004 dan juga melanggar Pasal 16 ayal (1) huruf d
lUndang-Undang Momor 30 Tahun 2004, Dengan demikian, karena Terbanding/Terlapor
telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 2004,
maka Terbanding/Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesual dengan Pasal 85 Undang-
Undang Momar 30 Tahun 2004 yang berbunyi: “pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan Pasal 16 ayat (1)
hurut k, Fasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Fasal 54, Pasal 58, Pasal 59
dan atau Fasal 63 dapat dikenal sankst berupa teguran lisan, teguran tertulis,
pemberhentan sementara, pemberhantian dengan hormat atau pemberhentian dengan
tidak harmat”,

Bahws xeterangan dan Terbanding/Terlapor tanggel 28 April 2010 pada Majels
Pengawas Daerah sebagaimana dapat dilihat pada Beita Acara Pemeriksaan Majelis
Fengawns Dagrah 28 Agril 2010 jo Surat Terbanding/Terlapor tanggal 9 Juni 2010 No.
03/SHAI2010 angka 3 butir 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: ‘tidak ada satu
kalimatpun yang menyatakan dan meangesahkan copy surat disbursement request
sesual dengan ashnya” dan "Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut
karena meyakini bahwasanya surat tersebul kalau ada pasti ads ashinys™, adalah hal
yang fidak tepat dan tidak benar kalau dilihat dan dibaca dari folokepi salinan Akta
Pernyataan  Nomor 4 tanggal 26 Januan 2010 yang dibuat di hadapan
Terbanding/Terlapor, khususnya masing-masing pada halaman 5 dan 23 disebutkan
bahwa “iofokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta ini";

Bahwa terdapat kontradiksi antara materi akia dan keterangan dari Terbanding/Terlapor
tersebut  didepan Majelis Pengawas Daerah karena sebagai seorang nofaris,
Terpanding/Terapor mengatahui tentang teknik pembuatan akia dan peraturan bea
materal yang berlaku. Bagaimana mungkin searang notaris di tahun 2010 dengan begitu
zaja "yakin ada asli surat yang dikeluarkan pada tahun 1953 dan 19394" sebab notaris
{Terbanding/Terlapor) bukan ahli nujum atau ahl peramal;

Bahwa setiap surat atau surai-surat yang akan dilekatkan dan dijahitkan pada minuta
akta harus melunasi dan memenuhi bea materai ferlebin dahulu atau apabila surat
tersebul berupa fotokopi harus disesuaiakn terlebih dahulu dengan surat aslinya (vide
Pasal 15 ayat (2) butr d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), apalagi
Terbanding(Tarlapor “meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya”
{vide Berta Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni 2010 angka 3 butir
3), karena minuta akta tersebut jika sudah selesai ditandatangani akan menjadi akta
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olenbik dan segala sesuatu yang melekat pada minuta akta tersebut juga menjadi bagian
yang ldak terpisahkan dari minuta akia tersebut, sehingga surat-surat yang dilekatkan
ersebul juga mempunyai kekuatan olensitasnya, termasuk pula salinan-salinan dan
lampiran-lampirannya,

Bahwa keterangan dari Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa tidak pernah
memouat pernyataan bahwa: “Saudara Ir. Daddy Hariagi adalah sebagai Direktur PT
sweet indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi”
dan “Terlapor bersedia membuat akla penyataan tersebui untuk menerangkan adanya
suatu fakia bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir,
Daddy Hanadi”. Disini kedudukan dari Saudara Ir.Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia
sebagai subyek hukum secara pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau mewakili
badan huxum Sebagar seorang notans, Terbanding/Terlapor seharusnya tidak boleh
membuat akta otentik hanya berdasarkan keyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa:
‘sural lersebul kalau ada pasti ada aslinya” dan "surat-surat tersebut pernah ada dan
dibtandatangan oleh Saudara Ir. Daddy Hariadi:

Bahwa 128 (seratus duapuluh delapan} dan 20 (duapulun) fotokopi surat-surat
disbursement request memuat fotokopi tandatangan dari Ir Daddy Hariadi dan tulisan
sebagal mewakili PT Sweet Indclampung akan tetapi Terbanding/Terlapor lidak
menanyaxan apakah pada saat Daddy Hariadi menandatangani 128 (seraius duapuluh
delapan| dan 20 {duapuluh) surat-suratl disbursement requast lersebut Daddy Hariadi
benar sebagail Direktur PT, Sweet Indolampung?”, termnyata faktanya Daddy Hariadi
bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;

Bahwa sebagaimana ditentukan datam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Momar 30
Tahun 2004, notaris berwenang membuat akiz ofentik mengenal semua perbuatan,
perjanpan dan  ketetapan yang diharuskan olen peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akia, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akia-akta itu tidak
juga dituuaskan atau dikecualikan kepada nejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh Undang-Undang. Perbuatan disini diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya
perbuatan hukum {rech handeling) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum
(feitelike handeling) dan menurul ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut, notaris
mempunyal wewenang uniuk mengkonstantic hal-hal tersebut di atas, sehingga bagi
seorang notans didalam pembuatan sualu akta otentik dituntut untuk lebih banyak
berperang dalam hal melihat, mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang
diparickan uniuk its;

Bahwa fotokop 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 {duapuluh) surat-surat
disbursement request adalah surat dibawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jadi Majelis Pengawas
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Wilayah lelah salah total dengan menyatakan bahwa surat-surat disbursement request
tidak lermasuk dalam Pasal 56 ayat (2} Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004:

Bahwa seharusnya Majelis Pengawas Wilayah mempertimbangkan dan menerapkan
ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30
Tanun 2004 karena Terbanding/Terlapor melanggar batasan hal-hal yang diatur dalam
Pasal 55 ayat (3} jo Pasal 15 ayat (2] huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tersebul, yaitu Terbanding/Terlapor melamnaui kewenangan notans atas apa yang telah
dibatas: di dalam Pasal 56 ayat (3 jo Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Momor
30 Tahun 2004 yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjadi
bagian dari suatu akla otentik, padahal untuk legalisasi dan pencocokan surat dibawah
tangan saja mutlak diperlukan adanya asli surat dibawah tangan tersebut, bahkan
Terbanding/Terlapor membuat pelanggaran lebih berat lagi karena untuk membuat
fotokopi surat dibawah tangan untuk menjadi bagian dari akta otentik yang kemudian di
paral dan distempel pada seliap halaman dari surat dibawah langan lersebut. Jadi,
terbukli Terbanding/Terlapar telah memenuhi wewenangnya melanggar hal-hal yang
diizinkan di dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004:

- Bahwa Pembanding/Pelapor merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Majelis

Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 MNomor
W2GT PemiNot 13/2010 MPW Notaris Frapinsi Banten (BAP MPW 10 Juni 2010) yang
didalamnya dimuat pula Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah tanggal 28
Aprit 2010 Namar 01/BAP MSY/MPD/Kab. Tar-Kota Tangsel1V//2010 (BAP MPD 28 April
2010) dimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut dijadikan rujukan atau dasar oleh
Majelis Pengawas Wilayah untuk mengaluarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah
E‘-E’Iﬂter-

Bahwa Pembanding/Pelapor berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis
Pengawas Wilayah pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 10 Juni
2010 pada bagian ‘Tentang Hukuny pada angka 3 tersebut karena
peiaksanaan/penerapan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat {1) huruf d Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2004 harus memenuhi tehnik atau tata cara pembuatan akta otentik,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Undang-Undang Nomar 13/1985) yang
ternyata tidak dipenuhildilanggar oleh Terbanding/Terlapor dan pertimbangan hukum
Majelis Pengawas Wilayah yang menyatakan "pemberian teraan paraf dan cap stempel
pada folokopi surat-surat disbursement request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal
36 ayat (2] Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Nofaris”,
merupakan pertimbangan hukum yang salah sebab masalah cap/stempel adalah
masalah kedua sedangkan masataly utamalpelanggaran utama adalah tindakan
rerayasa membuat fotokopi surat-surat dibawah tangan menjadi seolah-olah akia
otentik. yang pada faktanya hahwa pelekatan fotokopi surat-surat disbursement request
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pada minuta akta (akia otentik) telah menjadikan lampiran surat-surat disbursement
request tersebut merupakan bagian dari akta ofentik yang harus memiliki otensitas
(keashan| berdasarkan teknik atau 12ta ca.a pembuatan akta olentik, Undang-Undang
Momar 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengaw.s Wilayah tanggal 10 Juni 2010

mengulip keterangan dari  Terbanding/Terlapor yang disampaikan cleh Majelis
Fengawas Daerah pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana terfuang pada Berita Acara
Pemeriksaan  Majelis Pengawas Daerah tanggal 28 April 2010 o surat
Terbanuing/Terlapor tanggal % Juni 2010 Nomar 03(SHAVI2010 butir 1 dan 2 vang pada
pokoknya menyatakan bahwa: " fidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan
mengesahkan copy surat disbursement request sesuai dengan ashinya” dan “Terlapor
bersedia membuat akta pernyalaan tersebut karena meyakini bahwasanya surat
tersebut kalau ada pasti ada aslinya”, merupakan pernyataan dan keterangan yang tidak
tepat, tidak benar dan fidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta hukum
sebenarnya serta bertentangan dengan maleri dalam Akta Pernyataan Momor 4 tanggal
26 Januan 2010 dan Akta Pernyataan Momor § tanggal 26 Januari 2010;

Hahwa sesual dengan Undang-Undang Momor 13 Tahun 1985, terhadap setiap surat
atau surat-surat yang akan dilekatkan dan dijghitkan pada minuta akta harus dilunasi
dan dipenuhi bea materi terlebih dahulu (vide Pasal 2 ayat {1} huruf a dan b Undang-
Undang Momor 13 Tahun 1985). Dan jika surat-surat tersebut berupa fotokopi, maka
fotokopi zural-surat tersebut harus di sesuaikan atau di cocokkan terlebih dahulu dengan
sural ashnya sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) butir d Undang-Undang Momor 30 Tahun
2004

Bahwa terbukli dalam membuat Akta Penyalaan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan
Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 yang pada kedua minuta akta-akta
lersebut dilekatkan folokopi surat-surat disbursement request Terbanding/Terlapar tidak
memenuh ketentuan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1585 dan Pasal 56 ayat(3) jo Pasal 15 ayat (2} huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004, karena Terbanding/Terlapor dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari
2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Momor 5 tanggal 26 Januari 2010 halaman 23
menyebutkan: "fotokopi surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta akta
N, namun pada kenyataannya Terlapor/Terbanding lidak melunasi atau tidak
memenuni bea materai pada fotokopi surat-surat disbursement request yang dilekatkan
pada minula akia tersebut;

Bahwa TerbandingTeriapor  hanya  membubuhkan  paraf  dan cap/stempel
Terbanding/Terlapor  tanpa sama sekali diberikan penelasan apa maksud dari
pembubuhan paraf dan caplstempel tersebut dan bahkan jika dicermati tidak semua
surat disbursement request yang dilekatkan pada minuta akta iersebut dibubuhi
capistempel  sehingga semakin tdak terbukfi alasan Terbanding/Terlapor yang
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menyatakan bahwa pemberian parafl dan Capstempel adalah untuk mencegah agar
lampiran pada salinan akia diubah/diganti alau direkayasa oleh siapapun dan bukan
tindakan rekayasa untuk mengelabui agar sural-surat tersebut seolah-olah ada aslinya;

Bahwa TerbandingTerlapor tidak  melakukan pencocokan  fotokopi  surat-surat
disbursement  request dengan aslinya melainkan Terbanding/Terlapar hanya
mendasarkan pada keyakinan bahwasanya surat tersebut kalay ada pasti ada aslinya:

Bahwa oleh karena fotokopi surat-surat disbursement request tersebut dilekatkan atau
dilampirkan pada atau bagian dari minuta akta yang merupakan akta otentik, maka agar
128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement
request memiliki kekuatan olensitasnya, sudah seharusnya pada folokopi surat-surat
disbursement request tersebut dilunasi atay dipenuhi bea materai {vide Undanng-
Undang Momor 13 Tahun 1985 Pazal 2 ayat (1) huruf a dan b dan fotokopi surat-surat
disbursement request tersebut harus dicocokkan dengan aslinya (vide Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (3] jo Pasal 15 ayat (2) huruf d:

Bahwa pada kenyataannya Terbanding/Terlapar tidak melakukan pencocokan antara
lotokopi surat-surat disbursement request dengan aslinya dan tidak pula membubuhi
alau melunasi bea materai pada 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 {duapuluh)
fotokopi suratsural disbursement request tersebul, padahal Terbanding/Terlapor
melekatkan fotokopi suratsurat disbursement request pada minuta akta yang
merupaxan akta olentik sebagaimana Terbanding/Terlapor mencantumkan kalimat
fotokop surat disbursement request tersebut dilekatkan pada minuta axta ini” pada Akta
Pernyalaan Nomor 4 tanggal 26 Januar 2010 halaman 5 dan Akta Pernyataan Nomeor 5
langgal 26 Januari 2010 halaman 23 Oleh karena 128 (seratus duapulun delapan } dan
20 {duapuluh) fotokopi suratsurat disbursement request tersebut tidak dipenuhi bea
materal van udak dicocokkan dengan asiinya, maka 128 (seratus dua puluh delapan)
dan 20 (duapuiuh) fotokopi surat-surat disbursement request beserta kedua akta yang
dibual Terbanding/Terlapor lidak dapal dikualifikasikan dan tidak memenuhi syarat
sebagal suatu akta otentik;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4
tanggal 24 Januan 2010 dan Akla Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 dengan melekatkan
128 (seraus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) fotocopy surat-surat Disburserment
Requesl pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor melanggar ketentuan
Fasal 56 ayat (3) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal
85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004:

Bahwa Terbanding/Terlapor Nyala-nyata melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat
12) huruf d Undang-Undang 20 Tahun 2004 dan juga Pasal 2 ayat {1} huruf a dan d
Undang-Undang Normor 13 Tahun 1985 sshab Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat {2)
huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 j0. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d

y
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ini hanya mengizinkan Motaris untuk
mengesahxan, melegalisasi dan mencocokan folocopy surat-surat dibawah tangan
dengan asiinya, bukan membual fotocopy surat-surat tersebut menjadi Akta Otentik.
Cleh karena Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 56 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (2) huruf
d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka Terb .nding/Terapor juga melanggar
Fasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab
Terbanding/Terlapor bertindak tidak jujur, tidak seksama tidak mandiri | berpihak dan
tidak menjaga kepentingan pihak vyang terkait dalam perbuatan hukum dan
Terbancuing/Terlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Memor
30 Tahun 2004 sebab Terbanding /Terlapor memberikan pelayanan yang tidak sesuai
dengan Uindang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 56 ayat
(3} jo Pasal 15 ayat (1) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004, Maka, terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar hukum untuk
dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

. Bahwa Terlapor/Terbanding telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD] o Undang-Undang Momor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Undany-Uindang Momor 40 Tahun 2007) dan juga melanggar peraluran perundang-
undangan tentang Teknmk Pembuatan Akta Otentik oleh karenanya pelanggaran-
petanggaran lersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15
ayat {1} jo Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomar 30 Tahun
2004,

- Bahwa Majelis Pengawas Wilayah lalai, ceroboh dan kolutif karena sengaja tidak

memeriksa isr pengaduan dan Majels Pengawas Wilayah hanya memeriksa satu dari
dua pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh Pembanding/Petapor yaitu Majelis
Pengawas Wilayah hanya mempertimbangkan pelanggaran pertama yaitu tentang
pengaduan alas kesengajaan notaris {TerbandingTerlapor) yang membuat 128 (seratus
duapuluh defapan) dan 20 (duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement request menjadi
baqgian dari akta otentik dan tidak menanyakan ash dari folokopi 128 (seratus duapuluh
delapan] dan 20 (duapuluh) surat-sural disbursement request tersebut, akan tetapi
Majelis Pengawas Wilayah di dalam pertimbangannya tidak membahas dan tidak
membuat putusan atas pengaduan kedua, yaitu Terbanding/Terlapor tidak mengecek
status direktur dari penghadap (Daddy Hanadi) yang mengaku sebagai Direktur PT
sweet Indolampung pada waktu menghadap Terbanding/Terlapor uniuk membuat Akta
Pernyalaan Nomar 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januan 2010

Y. Bahwa lernyata Terbanding/Terlapor dalam komparisi butir b dan Akta Pernyataan

Nomor 4 dan juga komparisi dari Akla Pernyataan Nomor 5 menyebutkan bahwa
‘penghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung’, akan tetapi
TerbandingTerlapor tidak mengecek apakah benar penghadap (Daddy Hariadi)
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dalam pembuatan
Akta Pernyataan Nomer 4 dan Akta Pernyataan Nomar 5
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Bahwa Terbanding/Terlapor dengan begitu saja membuai 128 (seratus duapuluh
delapan| dan 20 {duapuluh) fotokopi sural-surat disbursement request yang seolah-olah
dibuat oleh Ir Daddy Hariadi untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung, akan tetapi
Terbanding/Terlapor tidak mengecek apakah benar penandatanganan dari 128 (seratus
duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surz'-surat disbursement request tersebut adalah
Direktur dari PT Sweet Indolampung,

Bahwa Terbanding/Terlapor juga lalai mengecek apakan benar penghadap Daddy
Hariad berkedudukan sebagai direktur PT Sweet Indolampung seperti tertulis di dalam
lotokop 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-surat disbursement
reques! akan lelapi fanpa mengecek terlebih dahulu, ternyata Terbanding/Terlapor
dengan begitu saja mengesahkan fotokop 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20
(duapuluh) surat-surat dibawah tangan sebagai bagian dari akta otentik;

- Bahwa Terbanding/Terlapor nyata-nyata melanggar Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16 ayat

(1) huruf 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor bertindak
tidak jujur, seksama, tidak mandin, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum dan juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum
Dagana dan Undang-Undang Momer 44 Tahun 2007

Bahwa TerbandingTerlapor juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomeor 30 Tahun 2004 sebab Terbanding/Terlapor memberikan pelayanan yang tidak
sesual dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan cara melanggar Pasal 15
ayal (1) o Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka
terhadap Terbanding/Terlapor beralasan dan berdasar untuk dijatuhkan sanksi sesuai
Fasal 85 Undang-Undang MNomar 30 Tahun 2004;

4. Bahwa dugaan pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Terbanding/Terlapar tersebut di

atas sebagaimana dikutip dari laporan Pembanding/Pelapor pada halaman 3 sampai
dengan 4 yang pada pokoknya adalabn "Motaris Surya Hasan, SH.. tidak melakukan
pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjuk kapasitas atau kedudukan
Caddy Haradi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung untuk
mengeluarkan surat-surat disbursement request, batk berdasarkan anggaran dasar PT
Sweet Indolampung maupun surat kuasa misalnya. Dalam Akta Pernyataan Nomor 4
dan 5 tanggal 26 Januan 2010, Motaris Surya Hasan, SH., membuat komparisi akta
dengan kalimat yang seolah-olah Ir. Daddy Hariadi datang menghadap Notaris Surya
Hasan. SH., dalam kapasitas sebagai direktur PT Sweet Indolampung maupun seolah-
olah Dacdy Hariadh pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat disbursement
request, padanal Ir. Daddy Hariadi bukanlah direkiur dari PT Sweet indolampung™;

Bahwa Terbanding/Terlapor membuat akia otentik yang isinya Ir. Daddy Hariadi seolah-
olah mewakili unluk dan atas nama PT Sweet Indclampung, akan tetapi dalam
kopmpans) kedua akta tersebut lidak diuralkan apa dasar dan bukli serta dalam
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kapasias apa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung
pada saal dinnya mengeluarkan sural-surat disbursement request;

- Bahwa Terbanding/Terlapor juga tidak mengecek dan memeriksa anggaran dasar dari

PT Sweel Indolampung, baik di tahun 2010 maupun di tahun 1994 yang nyata-nyata PT
Sweet Indolampung tidak mempunyai direkiur bernama Ir. Daddy Hariad:

47. Bahwa fakla hukum sebenarnya adalah Ir. Daddy Hariadi bukan direkiur dari PT Sweet

Indolampung pada saat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26 Januari 2010 dibuat,
karena sejak fanggal 5 Mei 2009 sampai dengan sekarang susunan direksi dari PT
Sweet Indolampung (berdasarkan anggaran dasar 2010) adalah:

Chrektur Utama - Gunawan Jusuf

Wakil Cirgktur Utama - Myanya Purwaty Lee Couhault
Cirektor Clrwang Ang

Chrek Lur Ir. Djoni Sunarso

Diraklur e H Muhamad Fauzi Thoha
Ciirekiur - Husin Tjandra

Cirekiur - Ir. Sofyan Hadi

48. Bahwa Ir Daddy Hariadi juga bukan direkiur dari PT Sweet Indolampung di tahun 1994

berdasarkan Anggaran Dasar PT Sweet Indalampung Akta Mamor 92 tanggal 6 Januari
1890 yang diumumkan dalam Berita MNegara No. 864 tahun 19592 yang menjadi direktur
utama adalah Dean Gusman:

- Bahwa tidak ada surat kuasa dan PT Sweet Indolampung kepada fr. Daddy Hariadi

untuk membuat dan menandatangani Akis Pernyataan Momor 4 dan 5 tanggal 26
Januari 2010

Bahwza umuk membuktikan  dalil-dall dan  fakia-fakta hokum lersebutl di atas,
Fembanding/Pelapor telah mengajukan kepada Majelis Pengawas Dasrah dan Majelis
Pengawas Wilayah antara lam bukti-bukb berupa

a. Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yang dituangkan dalam Akta No 92 tanggal

8 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta,
yang diumumkan dalam Berita Megara Republik Indonesia tertanggal 28 Pebruari
19592 Momer 17, Tambahan Nomar 864 Tahun 1892

b. Akta Motaris No. 11 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar
PT Sweet Indolampung, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris
di Jakarta,

c. Akla Motans No. 01 tanggal 5 Mer 2009 perihal Pernyataan teniang Keputusan Para
Pemegang Saham PT Sweet Indolampung sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH.,
Motans di Jakarta;
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d. Pendapat Hukum oleh Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH.. tertanggal 1 Juni
2010 perihal Kapasitas seseorang untuk bertindak dalam suaty akts otentik;

. Bahwa akan letapi, Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan pertimbangan hukum

alas calil-dall dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor mengenai dugaan
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Terbanding/Terlapor  terkait  pelanggaran
Terbanding/Terlapordalam melakukan pemeriksaan terhadap dasar kewenangan atau
kapasias ir Daddy Hariadi yang mengaku sebagai direktur PT Sweet Indalampung
dalam membuat Akta Pemyataan Nomor 4 dan 5 dan dasar kewenangannya dalam
membuzl dan menandatangani surat-surat Disbursement Request Berdasarkan uraian
di atas. maka Pembanding/Pelapor mohon xepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk
memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukdi mengenai hal tersebut df
atas,

Bahwa Pambanding/Pelapor  berkeberatan dan  menolak keterangan  dari
Terbanding/Terlapor yang menerangkan bahwa Terbanding/Terlapor tidak pernah
membuat pernyataan bahwa; " Saudara Ir Daddy Hariadi adalah sebagai direktur PT
sweet Indolampung dan ia menjamin bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi”,
dan "Terlapor bersedia membuat akla pernyataan tersebut untuk mengrangkan adanya
sualu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Saudara Ir,
Daddy Hanadr”,

. Bahwa pernyataan  dan keterangan dan Terbanding/Terlapor tersebut di atas

menunjuxkan bahwa dalam membual Akta Pernyatazn Nomar 4 dan 5 tanggal 26
Januari 2010 dan melekatkan 128 (serafus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh)
folokopi  sural-surat disbursement request pada minuta kedua akia tersebut,
Terbanding/Terlapor tidak mengindahkan teknik atau tata cara permbuatan akta otentik
dan tidak mengindahkan Undang-Undang Memor 30 Talun 2004, melainkan hanya
merigandalkan pada keyakinan saja;

Bahwa kedudukan dari Ir. Daddy Hariadi harus jelas, apakah dia sebagai subyek hukum
secara pribadi, mewakili orang lain sefaku kuasa atau mewakili badan hukum. Sebagai
seorang notaris, Terbanding/Terlapor tidak boleh membuat akta otentik hanya berdasar
reyakinan ataupun meyakini sesuatu bahwa: “surat fersebul kalau ada pasti ada aslinya”
dan “sural-surat tersebut pernah acz dan titandatangan: cleh Saudara Ir. Daddy
Hariadi™

Eahwa ternyata datam membuat Akta Parnyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan
Arta Pernyalaan Momor 5 langgal 26 Januari 2010 dan melgkatkan 128 (seratus
duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) folokopi surat-surat disbursement request pada
minuta kedua akta tersebut, TerbandingTerlapor tidak memperhatikan kewenangannya
selaku notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomar 30

\7
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Tahun 2004 dan dalam menjalankan kewenangannya tersebut Terbanding/Terlapor juga
lidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayal (1) Undang-Undang Nomer 30
Tahun 2004 adalah diartikan dalam arti yang luas bahwa tidak hanya perbuatan hukum
(recht handeling) tetapi juga bukan merupakan perbuatan hukum (feitelike handeling)
dan menurit ketentuan pasal ltersebut, nofaris mempunyai wewenang untuk
mengkonstatir hal-hal ftersebut di atas, sehingga bagi seorang notaris didalam
pembuatan suatu akta olentik dituntut untuk letih banyak berperan dalam hal melihat,
mendengarkan dan menyaksikan segala hal yang diperlukan unluk itu. Jadi sudah
seharusnyalah dan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seorang notaris
bahwa dalam menjalankan kewenangannya membuat akta olentik, seorang notaris
berkewajiban bertindak cermat, seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait
dalam perbuatan hukum (vide Pasal 16 ayal (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004);

Bahwa lerdapat fakia hukum bahwa dalam membuat Akta Parnyataan Nomor 4 tanggal
26 Januar 2010 dan Akta Pernyataan Momor 5 tanggal 26 Januari 20110 dan melekatkan
128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 {duapuluh) fotokopi surat-surat disbursement
request pada kedua minuta akta lersebul yaitu Terbanding/Terlapor hanya mendasar
pada keyakinan sural lersebut kalau ada pasti ada aslinya dan surat-surat tersebut
pernah ada dan ditandatangani cleh Saudara Ir. Daddy Hariadi dan dalam menjalankan
kewenangannya membuat suatu akta menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Momor
30 Tahun 2004, Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir seqala hal yang berkaitan
dengan perbuatan yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari
2010 dan Akta Pernyataan Momor § tanggal 26 Januari 2010 dan 128 (seratus
duapuluh) dan 20 {duapuluh) fotokepi surat-surat dishursement request, yakni mengenai:
-'kebenaran atas peristiwa membuat dan menandatangani surat-surat disbursement
requeast’,
-"dasar kewenangan Daddy Harnadi untuk membuat dan menandatangani surat-surat
disbursement request” dan
-‘kapasitas Daddy Hariadi dalam membuat dan menandatangani  surat-surat
disbursement request, apakah sebagai pribadi, mewakili orang lain selaku kuasa atau
mewakil badan hukum®,

. Bahwa alzh karena Terbanding/Terlapor tidak mengkonstantir segala hal yang berkaitan

dengan perbuatan yakni surat-surat disbursement request yang dimaksud dalam Akta
Pernyataan Momor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26
Januar 2010, maka Terbanding/Terlapor telah bertindak kolutif, mementingkan honor,
tidak cermat, fidak seksama dan tidak menjaga dan telah merugikan kepentingan
Pembanding/Pelapor (vide Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomar 30 Tahun
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2004) sebab pihak ketiga dapal menganggap benar adanya sural-surat disbursement
request (hal mana ditolak oleh Pembancing/Pelapor);

Bahwa oleh karena dalam menjalankan wewenangnya membual akia olentik {vide Pazal
15 ayat (1) Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2004) Terbanding/Terlapor telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 jo Kitab Undang-undang Hukum Dagang (karena tidak mengecek apakah
Daddy Hariadi benar sebagai direktur PT Sweet Indolampung ataw mewakili PT Sweet
Indolampung pada saat membuat surat-surat disbursement request pada tahun 1963
dan 1984) jo Undang-Undang Momor 40 Tahun 2007 (karena lidak mengecek apakah
Daddy Hariadi benar sebagai direklur PT Sweet Indolampung atau mewakili PT Sweet
indolampung pada saat membuat Akia Pernyataan MNomor 4 dan Akta Pernyataan
Momar 5 pada tahun 2010):

Bahwa dengan demikian dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 dan 5 tanggal 26
Januar: 2010 dan melekatkan 128 (seratus duapuluh delapan) dan 20 (duapuluh) surat-
surat disbursement request pada kedua minuta akta tersebut, Terbanding/Terlapor telan
melangaar Kiab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Momor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga melanggar peraturan perundang-undangan
lentang teknik pembuatan akta otentik dan oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran
tersebut merupakan bukti bahwa Terbanding/Terlapor melanggar Pasal 15 ayat (1) jo
Pasal 16 ayal (1) hurf 2 dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004:

Bahwa  berdasarkan  uraian Fembanding/Pelapar  tersebut i atas. maka
Fembanding/Pelapor mohon agar Majelis Pengawas Pusat berkenan memberikan
putusan =ebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/Pelapor untuk
seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notans Propinsi Banten
tanggal & Juli 2010 Nomor W2S/PSTN/Not 14/2010MPW Notaris Propins:
Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi terhadap Notars:

Majelis Pengawas Pusat Mengadifi Sendin

Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor {Motaris Surya Hasan, SH ) tzlah melanggar
ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat {2) huruf d jo Pasal 16
ayat (1] a dan d jo Pazal 85 Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Pasal 2 ayal (1) bufir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
ientang Bea Materai;

Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notans Surya Hasan, SH) telah melanggar
ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomar 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Motaris jo Kitab Undang-Undang Hukum Uagang jo
Undang-Undang Nomeor 40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbatas,
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Menetapkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor (Motaris Surya Hasan, SH) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa
pemecalan/pemberhentian TerbandingTerlapar {Motaris Surya Hasan, SH) dari notaris
alau setdak-fidaknya dihukum atau diberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan
Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Motaris,

Bahwa, Terapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 16 September 2010 atas Putusan
Majelis Pemenksa Wilayah Notaris Prowvinsi Banten Nomor W29/PSTHMNot 14/2010/MPW
Nataris Provinsi Banten tanggal 2 Juli 2010, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terlapor tetap konsisten dengan jawaban dalam sidang MPD/MPW,

2. Terlapor menanggapi hal-hal yang relevan dengan Akta Notaris Nomor 4 dan Momor 5

tangagal 26 Januan 2010

3. Saatimi Terlapor telah menjabat sebagai Notaris di Jakarta Utara dengan alamat JI. Janur

Elok Il Blok G 4 Nomor 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Bahwa Terlapor memberikan fanggapan (kontra memeori banding) terhadap memori

banding Pelapor, adapun tanggapan (kentra memeori banding) Terlapor adalah sebagai
Derikut,

Pulusan Majelis Pengawas Wilayah Motans Bersifat Final,

a. Bahwa di dalam Pasal 73 ayat { 1) hurui e Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004
tentani Jabatan Notaris ditentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Motaris
perwenang memberikan sanksi berupa leguran lisan atau tertuls | Catatan Terlapor:
Termasuk Pembebasan Pembenian Sanksil;

b Bahwa o dalam Pasal 73 ayat {2) ditentukan Keputusan Majslis Pengawas Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf e bersifat Final;

¢. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2} tersebut, maka Keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Motaris Propinsi Banten ftanggal 2 Juli 2010 Nomor
W2SPTSMNMNot 14/2010MPW - Notaris  Provinsi  Banien  tentang  Pembebasan
Pembenan Sanksi terhadap Terlapor adalah bersifat final;

d. Bahwa oalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Momaor 30 Tahun 2010
tersebul, yang di maksud dengan bersifal final adalah mengikat dan tidak dapat
dizjukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Motaris;

Alasan Banding Pelapor

1. Bahwa dalam Halaman 7 baris ke 4 dari bawah Memon Banding Pelapor, terbukti
pahwa Majelis Pengawas Wilayah Motaris telah melanggar azas Due Process yang
fair dian adl, karena melakukan persidangan secara Kolufif, hanya di hadiri sepihak
tanpa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk membela di persidangan,
bahwa selanjutnya dalam keputusan Majels Pengawas Wilayah Motaris Provinsi
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Banten dengan begitu saja membual kepulusan yang bulat-bulal menguntungkan
Terlapor,

2. Bahwa berdasarkan alasan banding Pelapor tersebut di atas Terlapor memberikan
tanguapan sebagai berikut:

a. Bahwa Pelapor dan Terlapor lelah dipanggil dan masing-masing telah memberikan
penjelasan/pembelaan dihadepan sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 28 April 2010,

b Bahwa Tuduhan Terlapor mengena: pelanggaran Majelis Pengawas Wilayah
Notans atas Due Process yang Fair dan Adil dan melakukan persidangan secara
Kelutil { walaupun Pelapor dan Terlapor telah di panggil oleh Majelis Pengawas
Daerah Notaris pada tanggal 28 Apnl 2010) apabila dihubungkan dengan dalil
Felapor bahwa Notaris Surya Hasan, SH telah melanggar Peraturan Jabatan
Nolans telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat dalam Putusan
Nomor: 63/Pdt. G/2007/ PN.JKLPst tanggal 1 Maret 2010 .. dst. { tanpa melibatkan
Notanis Surya Hasan, SH sedikitpun, bak sebagai saksi maupun diminta
keterangan dalam perkara terssbut), Sehingga timbul pertanyaan siapakah yang
berkolusi??, Terlapor berkolusi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ataukan
Pelapor berkolusi dengan Majelis Hakim Jakarta Pusal??;

¢ Hahwa apakah dapat dibenarkan apablila untuk menghasilkan suatu keputusan
hukum yang adil, Majelis Hakim menjadikan profes) Notans sebagai pertimbangan
tanpa melibatkan organisasi Kenotanatan yang berwenang antara lain Majelis
Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat yang
dibentuk oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di
Incanesia??? Mohon Pertimbangan Majelis Pengawas Pusal Notaris,

d Babwa atas tuduhan fitnah tersebut perlu Terlapor tegaskan kepada Pelapor
bahwa jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah,
Majelis Pengawas Pusal adalah jabatan terhormat yang diangkat oleh dan
berdasarkan Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004, atas tuduhan fitnah ini,
seharusnya Majelis Pengawas wilayah Notans Provinsi Banten menyikapinya,
karena hal tersebut menciderai dan mencemarkan nama baik serfa kehormatan
organisasi kenotariatan pada umumnya dan seluruh anggota Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Provinsi Banten khususnya,

lll. Maten Somasi dan Banding dari Terlapor

1. Bahwa Pelapor berulang-ulang menyatakan “Terbanding/Terlapor meningkatkan
stalus hukum dari fotocopy surat-surat dibawah langan menjadi akta otentik antara
lain dalam memori banding halaman 13 sub 1.2d, halaman 14 sub 1.2{ dan dalam
tambahan Memori Banding halaman 5 sub a sebagai berikut:

a. Halaman 13 sub 1.2d : Terbanding/Terlapor membuat folocopy surat dibawah
tangan menjadi bagian dan akla olentik dengan maksud agar fotocopy surat
dibawah tangan lersebut meningkatkan kekuatan pembuktiannya seperti akta
otentik,
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b. Halaman 14 sub 1.2f Apabila suaty "fotocopy” surat-surat dibawah tangan

dilekatkan sebagai bagian dan akta olentik, maka fotocopy surat-surat dibawah
tangan tersebut meningkatkan statusnya menjadi memiliki kekuatan otensitasnya,

¢. Pada tambahan Memori Banding halaman 5 sub a alinea ke 2 : © Jadi, suatu
fotocopy surat dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun
secara fiba-tiba direkayasa oleh Terbanding/Terlapor menjadi bagian dari akla
olentk dengan maksud agar dipengadilan dipergunakan sebagai bukti yang
memiliki pembuktian suatu akta Ctentik. yaitu kekuatan pembuktian lahiriah
(witwendige bewijskrachi) | kekuatan pembuktian formal | formale bewiskracht )
dan kekuatan pembukiian matenal | matenale bewijskracht),

2. Bahwa terhadap materi somasi dan banding Pelapor di atas, Terlapor memberikan
tanggapannya sebagai berikut:

a. Bahwa Terlapor meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan kepada Terlapor dan
kepada sidang Majelis Pengawas Pusat Motaris  Undang-Undang/ Peraturan-
Peraluran/ PejabatPenguasa Mana yang dapat meningkatkan status “folocopy
akta di bawah tangan menjadi akia otentik"?;

b. Bahws apakah fotocopy akta dibawah tangan dengan dibubuhi materal,
cap/stempel notaris di bubuhi paraf dan tanda tangan, dilzkatkan/dijahitkan pada
akia otentik akan meningkatkan stalusnya menjadi akia otentik?;

¢ Bahwa apakah keputusan suatu rapat yang nsalahnya dibuat di bawah tangan
kemudian keputusan rapat tersebut dinyatakan dalam sualu akta Notaris
“Pernyataan Kepulusan Rapat” dapat meningkatkan risalah rapat yang dibuat
dibawah tangan maupun keputusannya dapat menjadi Akta Otentik?,

d. Bahwa Akta Jual Beli Saham vyang dibuat dibawah tangan kemudian disimpan
dalam protokol notaris dengan akta penyimpanan akan meningkatkan status akta
jual bali saham dibawah tangan menjadi akia otentik?;

e. Bahwa Terlapor berani memastkan bahwa akla dibawah tangan walaupun
dibubuhi materai, dibubuhi parafitanda tangan penguasa, stempelicap dan
dilekatkan pada minuta maupun pada salinan akta nolaris "Tidak akan merubah
status akla dihawah fangan apalagi meningkatkan status menjadi akta otentik’,

Bahwa dalam alasan banding ke-3, halaman 26 alinea 3 dan lambahan dalam
memari banding sub e, mengenai pelanggaran ke-5, dinyatakan sebagai berikut:

a. Alasan Banding ke-3 halaman 26 alinaa 3,

Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomaor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan
Momaor 5 tanggal 26 Januari 2010, Motans Surya Hasan, SH membuat * kompansi akta"
dengan kalimat seolah-ofah Ir. Daddy Hariadi datang menghdap Notaris dalam
kapasitas sebagai Direktur PT. Sweel Indolampung maupun seclah-olah Ir. Daddy
Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request
padahal Ir. Daddy Hariadi bukaniah Dirgkiur dari PT Sweet Indolampung,

tr. Tambahan Memori Banding Sub & menganai pelanggaran ke &
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Bahwa Akta Pernyataan Nomar 4 dan Akla Pernyataan Nomor 5 dibuat pada tanggal 26
Januan 2010 dihadapan Motaris Surya Hasan SH (Terbanding/Terlapar) dan didalamnya
memuat pengakuan bahwa penghadap Ir Daddy Haradi adalah dalam kapasitas
sebagai Direktur PT Sweet Indolampung;

Bahwa berdasarkan alasan banding di atas Terlapor memberikan tanggapan sebagai
kut:

' Bahwa didalam komparisi Akta Momor 4 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010,
|&ias terlera dan terbaca bahwa Ir. Daddy Hariad: bertindak untuk dirinya sendiri;

- Bahwa ticak ada satu kalimatpun di dalam Akta Momor 4 dan Nomer 5 yang berisi
pengakuan Iro Daddy Hariadi bertindak  dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet
Indolampung;

Bahwa komparisi dalam akta Nomor 4 dan Nomor 5 memberikan kepastian hukum
bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk diri sendiri, tidak ditafsirkan lain apalagi "seolah-
olah” yang merupakan imajinasi atau khayalan Pelapor;

A

Bahwa isi Akta Nomor 4 dan Nomor 5 lersebut berupa pernyataan dari Ir. Daddy Hariadi
yang didahulu: dengan keterangan/penjelasan oleh penghadap dalam premise sebagai
berikut.

a, Akla pernyataan i dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman
alau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akla Loan Agreement tertanggal 17 Juli
1993 Momor 138 dan Momor 136 yang dibuat dihadapan Benny Kristanto, SH
Motaris di Jakarta, antara marubeni UXPLC (kreditur) dengan PT  Sweet
Indoiampung (Debitur) sebesar USS 27.,00.000 ( duapuluh tujuh juta ima ratus ribu
US Oollar) Akta Nomor 4, USH 50.000.000 (lima pulub juta US Doliar) Akta Nomor 5:

b Fenghadap untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung telah membuat dan
menandatang Surat Permohonan Pencairan Pinjaman {Disbursement Request)
yang ditujukan kepada Kreditur [dalam Akta Nomor 4) sebanyak 20 set yang
dipering: dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumlah total USS
27500000, (dalam Akta Nomar 5) sebanyak 128 (seratus duapuluh delapan) set
yang diperinct dan diuraikan satu persatu dalam premise sub B dengan jumiah total
U155 50 CO0.000 {limapuluh juta LIS Dollar),;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebul di atas, penghadap dengan ini menyatakan
dengan sebenarnya:

1) Disbursement Request tersebut adalah benar telah diterbitkan/dikeluarkan oleh
penghadap selaku wakil PT sweeat Indolampung dalam rangka pendirian pabrik
gula milik PT Sweet Indolampung i menggala Lampung;

2} Tanca tangan dalam Surat-surat Disbursement Request tersebul adalah benar-
benar tandatangannya;

3} Penghadap bersedia memberikan keterangan serta kesaksian batas kebenaran
Disbursement Request tersebut kepada pihak yang berkepentingan, bilamana
dianggap perlu.
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6, Bahwa yang diotentikkan dalam Akia no. 4 dan 5 adalah pernyataan Ir. Daddy Hariadi
selaku pelaku sejarah (bukan fatocopy Disbursement Request);

2 Bahwa didalam Akta Nomor 4 dan Akia Nomor 5 tersebut Penghadap Ir. Daddy Hariadi
menerangkan pada wakty penandatangan Disbursement Reguest penghadap
bertindak uniuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan pengertian.

1% Tindakan Ir, Daddy Hariadi untuk kepentingan PT Sweet Indolampung;

7) Fotocopy Disbursement Request merupakan fakta yang telah ada dan telah di
buat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 tanpa hantahan dari PT Sweet
Indalampung dan Juga kreditur bahkan oleh Kreditur saat ini dijadikan bukti dalam
perkara di Pengadilan Megeri Jakarta Pusal seperti yang didalilkan oleh Pelapor
dalam memeri banding;

3) Didalam semua surat Disbursement Request dari PT Sweet Indolampung (dengan
kop surat dan stempel PT Sweet Indolampung) yang ditujukan kepada kreditur,
dalam pembukaan surat tertulis sebaqgai berikul.

Terjemahan bebas:

Menunjuk pasal perjanjian nutang tanggal 17 Juli 1953 dalam jumiah US 3§
60.000.000 ( lima puluh juta Dollar Amerika) selanjutnya disebut sebagai
BERJAMJIAN aleh dan diantara anda dan kami {PT Sweet Indolampung).

Bahwa uatuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seqgala sesuaty yang di dalam
sidang dan dicatal dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan : i,

TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Pelapor adalah  seperti
tersebul di atas,

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terbanding/Terlapor adalah sepert
tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republk Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkalan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata
Cara Pemeriksazan Majelis Pengawas Motans, menelapkan bahwa Pelapor dan atau
Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak
mengajukan upaya hukum Banding kepada Majelis Pengawas Pusat

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi
Banten Momor W2Q/PSTNMNot14/2010 tanggal 2 Juli 2010, Pembanding/Pelapor
menyatakan Banding pada tanggal 13 Agustus 2010 dan menyampaikan Memori Banding
lertanggal 25 Agustus 2010 Majelis Pemeriksa Pusat Motaris mempertmbangkan upaya
hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor apakah telah sesual dengan
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raturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomar:
02PROS 10 Tahun 2004 tentang Tatz Cara Pengangkalan Anggota, Pemberhentian
goota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas
tans,

Menimbana, bahwa terhadap Banding dan Memori Banding Pembanding/Pelapor,
erbanding/Terlapor menyampaikan bantahan dalam Kontra Memari Banding yang
isampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 16 September 2010, sepert
rsebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayal (2) Peraturan Menten Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkalan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi. Tata Kerja dan Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notars menetapkan, bahwa upaya hukum banding
dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 {tuuh) hari kalender terhiung sejak putusan
diucapkan,

Merimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menten Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M (2.PR 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkalan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kena dan Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notans menetapkan, bahwa penyampaian memari
banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sijak handing dinyatakan,

Memmbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan
mempertimbznagkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor
sudah sesua dengan Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Momor MO2PRDO8.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggola,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan
Maielis Pengawas Notaris,

Menimbang, bahwa lerhadap permohonan banding Pembanding/pelapor, Majelis
Pemeriksa Pusal Nolaris memperfimbangkan oleh karena Salinan Putusan Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTNINot 1412010 tanggal 2 Juli
2010 telah dikinm melalui PT.Pos Indonesia {Persero) Serang pada tanggal 24 Juh 2010, dan
baru diterima oleh Pembanding/Pelapor pada tanggal 11 Agustus 2010. Pembanding/Pelapor
menyatakan Banding 1anggal 13 Agustus 2010, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33
ayal [3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomar:
M Q2 PR.O8 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Notaris jangka waktu pengajuan permohonan banding disampaikan paling lambat tanggal 18
Agustus 2010,

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011 1

'~

L



Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh
Pembanding/lerapor telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan banding
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Momor: M.02 PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Permberhentian Anggofa, Susunan Orgarusasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan
Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan
Pembanding/Terlapor dapat diterima, dan sesuai register perkara banding Majelis Pengawas
Pusai  MNotaris  atas  permehonan  banding  Pembanding/Teriapor  Nomor
M OWBANDING/MPPN/AXI2010  tanggal 11 November 2010, setelah persyaratan
pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas \Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor
W29PSTrNGE 14/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah menjatuhkan putusan yang amarnya
barbunyt

1 Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-
Undang Momar 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

2 Menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayar sepakat Terbanding/Terlapor tidak terbukti
melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi,

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusal setelah melakukan pemeriksaan
terhadap dali-dalil yang dikemukakan olsh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor,
menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Ternanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursment Request sesual
dengan aslinya, dalam membuat Akla Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010
dan Akta Pernyataan Nomar 5 tanggal 26 Januari 2010,

=

Bahwa Terbanding/Terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen ash tentang
kedudukan penghadap mewakili perseoran, karena sesungguhnya didalam Akia tersebut
di atas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana
“idalilkan cleh Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat
nenandalangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement
Reguest benar sebagal direktur FT Sweet Indolampung, ternyata meanurut
Pembanding/Pelapar (Ir. Daddy Hariadi) bukan Direktur PT. Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris
berkewajiban berlindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka berdasarkan fakia-fakta hukum tesebut
Majelis Pemeriksa Pusal berpendapat bahwa Terbanding/Terlapor telah melanggar Pasal 16
ayat (1) butir a Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004 tentang Jabalan Mofaris dalam
menjalankan jabatannya membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan
Akta Pernyataan Nomar 5 tanggal 26 Januari 2010:

Majelis Pemeriksa Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2034 Tentang Jabatan Motaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum
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dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Memer: M.02.PR.OB.10 Tahun 2004. Majelis
Pemeriksa Fusat dapat menguatkan, mearubah, atau membatalkan putusan Majelis
Pemeriksa Wiayah, dan memutuskan sendir

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri M.02.PR.08.10
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggola, Pemberhentian Anggota, Susunan
Crganisasi Tata Kerja dan Tata Cara Pemariksaan Majelis Pengawas Motaris menyatakan
dalam hal dalil yang diajukan pada memaori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa
Pusat Nofanis, maka Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Pemeriksa Pusal pada hari Senin
tanggal 29 MNovember 2010, Majelis Pemeriksa Pusal Notaris meminta keterangan kepada
Terbanding! Terlapor berkaitan dengan tempat dan kedudukan kantor Terbanding/ Terlapor
yang di jawab bahwa Terbanding/Terlapor pada saat pemeriksaan persidangan Majelis
Pemariksa Pusat Motaris telah pindah tempat dan kedudukan kantor Terbanding! Terlapor,
dahulu tempatl dan kedudukan kantor di Kawasan Miaga Golden Road Blok © 32 No. 12,
Burri Serpong Oamai, Tangerang  sekarang di Jalan Janur Elok I Blok QE 4 Nomer 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjuinya Majelis Pemeriksa Pusat Motans terkait dengan
paianggaran jabatan yang dituduhkan kepada Terbanding/ Terlapor, mengenai ketentuan
larangan dan kewapban dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 30
Tahvn 2004 Tentang Jabatan Notans, djawab m2mahami dan diatur didalam Pasal 16 dan
Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Motaris. Mengenai potokopi surat-surat Disbursement
requesi yang diperlihatkan oleh Penghadap { Ir. H. Daddy Hanadi ) kepada Terbanding/
Terlapor diakut dalam persidangan tidak melihat asli dari potokopi surat-surat Disbursement
request tersebul.

Mengingal, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang Momor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan MNotaris dan Peraturan Ferundang-lUndangan pelaksanaannya, serla
berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara
banding ini, mengadili

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding Pembanding/Pelapar,

2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
Momor W29/PSThINot 14/2010 tanggal 2 Juli 2010,

3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Nolaris Surya

Hasan, SH. terhitung sejak serah terima Protokol di Majehs Pengawas Daerah Motaris

Jakarta Utara;

Memerintahkan kepada Motaris Surya Hasan, SH, untuk menyerahkan Protokol Notaris

yang dalam penguasaannya kepada MNotaris lain yang akan ditunjuk

=5

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011 33

V2

s



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada han
Senin, tanggal 29 November 2010 yang terdin atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Prof
Apdul Bari Azed. SH, MH. dan Kurnia Toha, SH, LLM, Ph.D. masing-masing sebagal
Anggota. Putusan ini divcapkan dalem sidang terouka uniuk umum pada hari Senin, tanggal
26 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang
tierdiri atas Murman Rizal, SH. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Kurnia
Toha SH. L LM Ph.D. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Nur lchwan, SH, MH.
sebagal Sekretaris Majelis, yang dihadin oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Pelapor
serla Terbanding dahulu Terlapor.
Ketua
fud
Murman Rizal, SH.
Anggata,
tdd
Praf. Abdul Bari Azed, SH, MH.
Anggota,
itd
Kurnia Toha, SH. L.LM, Ph.D.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesual aslinya
Pada tanggal 02 Desember 2010

Mur lchwan SH, MH.
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PN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
_ REPUBLIK INDONESIA

JIL HIU Rasuma Saed Kav, 6-7 Jakana Sclotan Telp - 021-32920460 Fax - 021-52920460
Webaite: hiipwww kemenkambam goal emal

Jakarla, 4 Februari 2011
: UMLMPIN.O2,11- 1)
mp.: 1 (satu) berkas
: Usulan Pemberhentian Sementara 3 (liga) bulan
Terhadap Ratna Wijavawati, SH Notaris Kabupaten Tangerang
Kota Tangerang Selatan

pada

th. Menteri Hubum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta.

Sehubungan dengan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris
ovinsi Banten Nomor W29/PSTN /Not 05/2010/ MPW Notaris Provinsi Banten
nggal 3 Marel 2000, dalam perkara antara Ineke Widjava/ Pelapor melawan Rama
djayawat,  SH.  Notaris  Kabupaten Tangerang dan  Kota Tangerang
laten,Terlapor. Bersama ini dengan hormal, kami sampaikan hal-hal sebagai
erikut :

Bahwa adanva laporan masvarakal terhadap seorang Nolaris Ratna Wijayawati,
SH. berkedudukan di Pamulang berkantor di J1 Surva Kencana Na. 12 Blok A
Pamulang Permai T Pamulang Barat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,
tentang adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris melalui surat
tertanggal 19 Januari 2009 vang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah
Kabupaten Tangerang;

=T

Bahwa terhadap laporan masyarakat tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan telah menyvampaikan hasil
pemeriksaannyva kepada Majelis Penpawas Wilayah Notaris Provinsi Banten
melalui sural Nomor 50/MPD/Kab. Tgr-Kota Tangsel/XII/2009 tanggal 15
Desember 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Masyarakat
terhadap Notaris Ratna Wijayvawati, SH.;

3. Bahwa Majelis Pengawas Wilayvah Notaris Provinsi Banten telah melakukan
pemeriksaan pada tanggal 3 Marel 2010 vang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Nomor W29/T.Pem /Not 03,/2010/MPV' Notaris Provinsi Banten;
Yang menvatakan antara lain sebagai berikul ;

1) Menimbany bahwa dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 vang dihadiri

oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam
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melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan berkas laporan dari kuasa
hukum Pelapor menemukan fakla-lakla bahwa Terlapor telah membual akta
kuasa menjual dimana para pihak, baik pemberi kuasa maupun penerima
kuasa tidak menandatangani akta tersebut dihadapan Terlapor;

2y Menimbang bahwa Terlapor tidak bertindak jujur, saksama, mandiri,
berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum;

3) Menimbang bahwa Terlapor membuat salinan akfa tidak sesuai dengan
minuta akta;

4) Menimbang bahwa Terlapor tidak membacakan akta dibhadapan para
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap;

5} Menimbang bahwa oleh karena ilu perbuatan Terlapor telah mengakibatkan
kerugian orang lain berupa peralihan Heak Alas Tanah dan Bangunan.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebul Majelis Pemeriksa Wilayah Nolaris
Provinsi Banlen telah menyampaikan surat kepada Ketua Majelis Pengawas
Pusat Notaris Nomor W29/ Not.08/20010/ MPW Notaris Provinsi Banten tanggal

12 Maret 2010, vang dituangkan dalam Keputusan Ketua Majelis Pengawas

Wilavah Notaris Provinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not 05/2010/ MFW

Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010, yang amar pulusannya berbunyi

MEMUTUSKAN;

1) Menyatakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 avat (1)
huruf a, ¢ dan | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
MNotaris.

2) Majelis  Pengawas  Wilayah  sepakat bahwa terhadap pelanggaran
sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu diberikan sanksi kepada Terlapor
berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.

3y Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar Terlapor diberikan sanksi
berupa pemberhentian sementara 3 {tiga) bulan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) peraturan Menteri hukum dan
Iak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.OZ.PR.08.10 Tahun 2004
tentang, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris,
menetapkan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas
Putusan Majelis Pemeriksa Wilavah berhak mengajukan upaya hukum banding
kepada Majelis Pengawas Pusat.

Bahwa terhadap Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Banten
Nomor W24/ PSTN/ Not 05/2010/ MPW Nolaris Provinsi Banlen tanggal 3 Maret
2010, Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui suratnya nomor C-MPPN.09.10-61
tanggal 16 September 2010 perihal Kelerangan Upaya Hukum Banding yang
ditujukan kepada Majelis pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;
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Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.09.10-61
tanggal 16 September 2010 perihal Keterangan Upaya Hukum Banding, Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banlen memberikan informasi melalui Sural
Keterangan Nomor W29/ Notd1/2010/ MPW tanggal 24 September 2010 bahwa
baik. Terlapar (Notaris Ratna Wijayawati, SH) maupun Pelapor (Ineke
Widjaya/Heru Susanto, SH dan Rekan) lidak mengajukan upaya hukum banding
terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilavah Notaris Provinsi Banten Nomor
W29/ PTSN/ Not 05/2010/ MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010
tentang Usul Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf [, Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menvalakan bahwa Majelis
Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusultkan pemberian sanksi terhadap
Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian
sementara 3 (liga) bulan sampai dengan 6 {enam) bulan, atau pemberhentian

dengan tidak hormat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf ¢ dan d, Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, vang menvalakan bahwa Majelis
Pengawas Pusat Nolaris berwenang menjatuhkan  sanksi pemberhentian
sementara, Jan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan

tidak hormat kepada Menleri;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayvat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republilk Indonesia Nomor. M.OZPR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penpanekatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis
Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis
Pemeriksa Wilaval dan memultus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentany Jabatan Notaris, menvatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat
berkewajiban menvampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 218/ MPD/ Kab. Tgr-Kota
Tangsel/ X1/ 2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Fenunjukkan Protokol Notaris
Pengganti, vang mengusulkan Esti Yulianly, SH Notaris Kota Tangerang Selatan
sebagai pemegang Protokol Ratna Wijayanti, SH Notaris T.ota Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari
jabatannya sebagai Notaris.
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Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.09.10-61
tanggal 16 September 2010 perihal Keterangan Upaya Hukum Banding, Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banlen memberikan informasi melalui Sural
Keterangan Nomor W29/ Notd1/2010/ MPW tanggal 24 September 2010 bahwa
baik. Terlapar (Notaris Ratna Wijayawati, SH) maupun Pelapor (Ineke
Widjaya/Heru Susanto, SH dan Rekan) lidak mengajukan upaya hukum banding
terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilavah Notaris Provinsi Banten Nomor
W29/ PTSN/ Not 05/2010/ MPW Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010
tentang Usul Pemberian Sanksi Terhadap Notaris;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf [, Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menvalakan bahwa Majelis
Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusultkan pemberian sanksi terhadap
Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian
sementara 3 (liga) bulan sampai dengan 6 {enam) bulan, atau pemberhentian

dengan tidak hormat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf ¢ dan d, Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, vang menvalakan bahwa Majelis
Pengawas Pusat Nolaris berwenang menjatuhkan  sanksi pemberhentian
sementara, Jan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan

tidak hormat kepada Menleri;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayvat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republilk Indonesia Nomor. M.OZPR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penpanekatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis
Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis
Pemeriksa Wilaval dan memultus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentany Jabatan Notaris, menvatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat
berkewajiban menvampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Nomor 218/ MPD/ Kab. Tgr-Kota
Tangsel/ X1/ 2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Fenunjukkan Protokol Notaris
Pengganti, vang mengusulkan Esti Yulianly, SH Notaris Kota Tangerang Selatan
sebagai pemegang Protokol Ratna Wijayanti, SH Notaris T.ota Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari
jabatannya sebagai Notaris.
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Sehubungan dengan pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan terhadap Ratna
fJavawati, SH. Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Majelis
1eriksa Pusat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 2 Februari 2011 vang dihadiri
h Anggota Majelis Pemeriksa Pusat dan hasil dalam Rapat Pleno tersebut adalah
rlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
publik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 avat (2) Undang-Undang
mor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris vang berbunvi, pemberhentian
entara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri alas
ul Majelis Pengawas Pusal.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak
asi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata
ra Pengangkalan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
rja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Putusan Menteri
ebagaimana dimaksud pada avat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis
engewas Pusal, Majelis Pengawas Wilavah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus
alan Notaris Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak, kami ucapkan
rima kasih.

Majelis Pengawas Pusat Notaris
Ketua

£ Prof, Abdul Bari Azed, SH, MH.
MNIF. 19490303 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

I Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;

2 Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang Kota Ta ngsel;
3. Sdr. Ineke Widjaya/ Pelapor;

e

Sdr. Ratna Wijavawati, SH. Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan/Terlapor.
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MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOT ARIS
PROVINSI BANTEN

JL.Brigien KH Sam‘un No.44 D Serang Telp.0254 217035

Serang, 12 Maret 2010

Momor : W29/Not.08/2010/MPW Notaris Provinsi Banten
Lampiran kel

Perihal : Usulan Pemberian Sanksi

Kepada Yth:

Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
JL.HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta
DI-

Jakarta

Sehubungan dengan hasil Sidar.g Maijelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi
Banten pada tanggal 03 Maret 2010 nomor: W29/T. -Pem/Not.03/2010/MPW Notaris
Provinsi Banten tentang Berite Acara Pemeriksaan dan Putusan Ketua Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten nomor: W29/T.Pem/Not.05/2010/MPW

tentang Usulan Pemberian Sanksi terhadap notaris atas nama Ratna Wijayawati, SH.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan berkas usulan pemberian
sanksi, sebagai bahan perimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam
mengambil Putusan,

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Malghs_Ee awas Wilayah Notaris
ars W "% insi Bantenm

% ng;a‘yﬂmjlaswat] SH.,MH.
THP—‘IBEEIIESIQ?BUBEDM
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MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

FROVIMNSI EBANTEN
JL. KH. Syam'un 44.D Serang Telp(0254)208819

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN
TANGGAL 3 Marat 2010
Homor W29/T.Pem/Not. ./ .. /2010/MPW Notaris Provinsi Banten

Pada hari dini, Rabu Tanggal tCiga bulan Maret Tahun dua ribu
sepuluh, berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Fengawas Wilayah
Notaris Provinsi Banten HNomor W29/T.Pem/Not.01/2010 MPW Frovinsi
Banten tanggal 11 Januari 2010, menunjuk Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris Provinsi Banten vyang berenggotakan: '

1. Arjamalis Roswar, SH.,MH. iKetua)
2. Corrie Haryati, S5H. (Anggota)
3. Hj.Retno Susilowati,5H.,MH. (Anggota)
4. SBepti Erni, SH. [Sekretaris)

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan Majelis FPengawas
Daerah Notaris Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pelapocr tanggal 15 Desember 2009,
Homor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/ XII/2009 tentang Laporan Hasil
Pame:;iksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna
Wijayawati, K SH.selanjutnya disebut sebagai Terlapor.Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris memeriksa laperan tersebut pada tanggal
26 Januari 2010 dan tanggal 3 Maret 2010

TENTANG DUDUER PEREARANYA

1. Menimbang bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor dengan Surat
Majelis Pengawas [aesrah Heotaris Kab. Tangerang-kFota Tangssl
tanggal 15 Desember 2009, HNomor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/
XIIS200%9 Perihal Lapcran Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Masyarakat terhadap Ratna Wijayawati,SH.Notaris Kab. Tangerang-
Kota Tangsel.

ra

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Pelapor, Majelis Pengawas
Wilayah Motaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis
Pemeriksa Wilayah Hotaris Provinsi Banten dengan  Surat
Keputusan Nomor: W29/T.Pem/Not.01/2010 MPW Notaris Provinsi
Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis
Pemeriksa Wilayah Motaris Provinsi Banten;

3, Menimbang bahwa dalam sidangnya tanggal 26 Januari 2010 yang
dihadiri Terlapor, Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten
dalam melakukan pemeriksaan terhadap terlapcr dan berkas
laporan dari kuasa hukum pelapor menemukan fakta-fakta bahwa
terlapor telah membualb akta kuasa menjual dimana para pihak
maik pemberi Kkuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani
akta tersebut dihadapan terlapor.

4. Menimbang bahwa terlapor tidak bertindak jujur, saksam

mandiri, berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terka
dalam perbuatan hukum.
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Menimbang bahwa terlapor membuat salinan akta tidak Sesual
dengan minuta akta.

Menimbrng bahwa terlapor tidak membacakan akta dihadapan para
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (duea) orang
saksi dan ditandatangani pada saat itu Jjuga oleh para
penghadap.

Menimpang bahwa oleh  karena 1itu perbuatan terlapor telah
mengakibatkan kerugian orang lain berupa peralihan Hak Atas
Tanah dan bangunan.

TENTAHG HUEUMNYA

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Feraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata
fara Pengangkatan Anggota, Pamberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah
memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah
{MPD)] Hotaris.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1} Peraturan Menteri
Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Iindonesia Homor:
M.02.FR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
mnggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja,
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam
melakukan pemeriksaan terhadap Motaris, FKetua Majelis Pengawas
Wilayah MNotaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris darl
masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang ketua dan dua
orang anggota Majelis Pemeriksa.

Menimbang bahwa terlapor felah melanggar Pasal 1o ayat (1)
huruf & Undang-undang MNomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris yaitu tidak bertindak jujur, saksama, mandiri, berpihak
dan manjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum.

Menimbang bahwa terlapcr telah melanggar Pasal 16 ayat (1)
huruf ¢ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris vyaitu membuat salinan akta tidak Sesual dengan minuta
axta.

Menimbang bahwa terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1)
huruf 1 Undang-undang WNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris vyaitu tidak membacakan akta dihadapan para penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 {dua) orang saksi dan
ditandatangani pada saalt itu juga oleh para penghadap.

Menimbang bahwa terlapor melanggar Pasal 39 ayat (2}, Pasal 40
ayat (1}, Pasal 44 ayat(l}, dan Pasal 54 Undang-undang Womor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang bahwa pelanggaran sebagailmana tersebut pada butir

3,4,dan 5 dapat dikenai sanksl sesuai dengan ketentuan Pasal 8BS
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Wotaris.
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8. Menimbang bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut pada batir &
dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal B84 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Hotaris,

5. Menimbang bahwa surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Habupaten
Tangerang-Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2009
Nomor: 50/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel /XII /2008 Perihal Laporan
Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat terhadap Notaris Ratna
Wijayawati, SH.menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten.

180. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1} huruf e Undang-
Undang MNomor 30 Tahun 2004 Lentang Jabatan MNotaris disebutkan
bahwa Majelis Pengawas Wilavah berwenang memberikan sanksi
berupa teguran lisan atau Leguran tertulis.

11. Menimbang bahwa berdasarkan PFasal 73 ayat (1) huruf f Majelis
Pengawas  Wilayah berwenang mengusulkan pemberian sanksi
terhadap Motaris kepada  Majelis Pangawas Pusat berupa
pemberhentian sementara 3 (Liga) bulan sampai dengan 6 (enam)
bulan alau pemberhentian dengan tidak hormat.

12. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terlapor
dan pemeriksaan berkas laporan dari kuasa hukum pelapor, maka
Majelis Pengawas Wilayah berkesimpulan bahwa terlapor perlu
diberi sanksi berupa Pembarhentian Sementara 3 {tiga) bulan,.

MEMUTUSEAN

Menyalakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16
ayat (1} huruf a,c dan 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabhatan Notaris.

2. Majelis Pengawas Wilayah sepakat bahwa terhadap pelanggaran
sebagaimana tersebut pada butir 1, perlu  diberikan =sanksi
kepada terlapor berupa Pemberhentian Sementara 3 {tiga) bulan.

3. Mengusulkan kepada Maijelis Pengawas Pusat agar terlapor
diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementars 3 {tiga) bulan.

Serang, 3 Maret 2010
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinsi Banten,

Ketua : Arjamalis Roswar, SH.,MH. , .-

Anggota : 1. Corrie Naryati, SH. fi sty
Poe [ 101

2. Hj.Retno Susilnwati,SHi}y

Sekretaris : Septi Erni,SH. L
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MAJELIS PENGAWAS WILAYAH WOTARIS

KH.

PROVINSI BANTEM
Svam’un 44.0 Serang Telp(0254) 203815

EEPUTUSAN

FETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIZS

FROVINSI BANTEN
TANGEAL 03 Maret 2010

Nomor W29/PSTH/NotlS /2010/MPW Notaris Provinsi Banten

DsuL

TENTRNG
FEMBERIAN SANK3I TERHADAP HOTARIS

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEH,

Hanimbang

Mengingat

Memperhatikan

d.

Bahwa dalam rangka pembinaan . dan pengawasan
Notaris perlu dilakuken pemeriksaan Atas Laporan
Masyarakat terhadap:

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Majelis
Pengawas Daerah WNotaris Habupaten Tangerang-Ecta
Tangerang Salatan terhadap MNotaris Ratna
Wijayawati,SH. Majelis Pemeriksa Wilayah telah
memeriksa dan memutus laporan masyarakat terhadap
Wotaris dalam bentuk pemberian sanksi;

Bahwa wewenang pemberian sanksi tersebut bherada
pada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Bahwa perdasarkan pertimbangan tercsebut pada hurof
a,b dan ¢ dipandang perlu diterbitkan Surat
Keputusan tentang usul pemberian sanksl terhadap
Notaris Ratna Wijayawati, 5H. kepada Majelis
Pengawas Pusat MNetaris.

Undang-undang Ho.30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Wotaris (Lembaran MNegara Republik Indonesia Homor
117 Tahun 2004, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia MWomor 4432 Tahun 2004);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Womor M. 02.PR.OB.L0 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
Zusunan Organisasi, Tata EKerja, dan Tata Cara
Pemerikzaan Majelis Pengawas Notaris:

Eeputusan Menteri Hukum dan HAM BRI Nomor M.39-
PW.07T.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Majelis Pengawas Notaris;

Surat Heputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah
Motaria rovinsi Hanten Homor:
W2%/T.Pem/Wot.01/2010 tanggal 11 Januwari 2010
tentanag FPembentukan Majelis Pemariksa Wilavah
Hotaris Frovinsli Banten.

Surat dari Hetua Majelis Pengawas Daerah MNotaris
Keota Tangerang tanggal 15 Desember 2009, HNomor:
50/MED/Kab. Tgr-Keta Tangsel/ XII/ 2009 tentang
Laporan Hasil Pemeriksasan Atas Laporan Masyarakat
terhadarp Ratna Wijayawati,SH.Notaris Kab.
Tangerang-Kota Tangsel.

Peran majelis...,Ulfah Latifah,FHUI,2011



7. Berita hcara Pemeriksaan Majelis Femeriksa
Wilayah Hotaris  HNomor: W20/, Pem/Not . 03/2010,/MPW
Notaris Provinsi Banten tanggal 3 Maret 2010;

3. Saran dari anggota Majelis Fengawas Wilavah
Hotaris Provinsi Banten dalam rapat tanggal 11
Januari 2010 yang pada intinya perlu adanya
pemberian sanksi bagi Motaris Yang tidak
melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dibidang
kenotarlatan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan . KEPUTUSAN HETUA MASELIS PENGAWRS WILAYAH MNOTARIS
PROVINSI BANTEN TENTANG D20L PEMBERIAN SAMNKSI TERHADAF
NOTARIS
Pertama :+  Dipandang perlu memberikan sanksl berupa Pemberhentian
Sefmentara 3 (tigal bulan kepada MNotaris Fatna

Wijayawati,:sH,
Radua ¢ Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Fusat Mptaris agar
Motaris Ratna Wijayawati,SH. diberi sanksi Dberupa
pemberhentian sementarsa 3 (ciga) Dbulan.

Ketiga :  Keputusan ni mulai berlakuo sejak tanggal ditetapkan;
Kesmpatl. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepagaimana
mestinya.
O:cetapkan di :Serang
Fada Ca 3 103 Maret 2010

was Wilayah Notaris

GeHiaswati, SH.  MH.
31125 197803 2 001

rembusan cdisampaikan kepada Tiht
T Eerua Cengurus Wilayah Ikatan Wotaris Indonesis FProvinsl Banten di

Serang.

. Ketua Majelis Pengawas Dasrah Hotaris Hab.Tangerang-Kota Tangerang
gelatan <i Tangerang.:

. Ketua Pepgurugs Daerah Tkaran MWocaris Indonesia Kab.Tangerang oi
Tangerany:

4. Kantor Pengacara Heru susanno, 3H & Rekan di Jakarta Selatan;

. Notaris Ratna Wijayawatri,SH.

[ el

ad

e
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MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONES

JLH. R RASUNA SAID KAV 6 - 7 JAKARTA, TELP - (021) 5253138, FAX ; (021) 5253139

S ——

lakarta, 16 September 2010

fomcr D C-MPPNLGRT0- &
piran

ihal ¢ Keterangan Upaya Hukum Banding

=pada Yth,
“tua Majelis Pengawas Wilavah Notaris
rovingi Banten

Sera ng

Menindaklanjuti Putusan Majelis Pengawas Wilavah Notaris Provinsi Banten
womor W29/ PTSN/ Not.05/ 2010/ MPWMN Provinsi Banten vang disampaikan kepada
Lajelis Pengawas Pusat Notaris, dengan hormat disampaikan sebagai berikut ;

L Berdasarkan Pasal 33 avat (1) Peratutran Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia
Republik  Indonesia Nomor @ MO2ZPROS10 tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menvebutkan bahwa
“Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis pemeriksa
Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas
Pusat;

Berdasarkan register perkara yang ada pada Majelis Pengawas Pusat Notaris, atas
Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut di atas belum diterima adanya

pengajuan permohonan banding alelh pihak vang keberatan terhadap putusan
dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kepastian hukum terhadap Putusan
Majelis Pengawas Wilavah Notaris tersebut serta sebagai dasar laporan tindaklanjut
xepada Menteri Hukum dan HAM diharapkan agar mengirimkan surat keterangan dari
Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkaitan dengan hak menggunakan upava hukum
sanding oleh pihak yang berkeberatan terhada p putusan dimaksud. Surat keterangan
f=rsebul segera dikirimkan kepada Majelis Peng~was Pusat Notaris,

Atas perhatian dan kerjasama vang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri
Ex officio Sekretaris
Majelis Pengawas Pusat Notaris

[ F22222 500~

Martua Batubara, SH,
NIP. 19540205 198003 1 001
Tembusan kepada Yth.
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MAJELIS FENGAWAS DALRA N NOTARIS
RABUPATEN TANGERANG dan KOT ATANGERANG SELATAN

L Tamzn Permnate Sar Uiar B ok LA VAT Permgle - Tippo L,un-.t.._u_'l'u.'n;;c-.a:'.zg T
Palp (021} SS253547, 9554100 B Tan (RI1) S5a30Rds

-:1T'|FH:H'I|:' 29 Nopember 2010

Mo MLEMPLYKah ]I._r arle Tian pacli X200
Lunpiran 1 g lemibar
Farabal Fretiunpukan Protokel Notars Pengpant

epady vin

Ketua Majein Pengawas Wilaval
Mutars Provoing Havgen

JLKH Svinnin No4dh

Serang - Fasilen

el bbb ur? suca dan Bootey Bl Pengawwas Wil Noavois Provinst Banten

gl 17 Cober 2010, Nomor - S9N 0 -lE-‘?*.‘-J"‘-le"H‘-' rerhal padle pokok surar dan

Letonae

termperhatlain e din Notars Bar W iv s, S1, eilengy 22 Nopember 2000
Jarlampir et inl Maelis Pengowe: heiah Sotare Foatupnten Panperang dan Ko

Tanwerang Selitan nie lernagkan bahwa Mot dibawah o

M st Yulisnry, w19

Al Kuntor Pamulang Permui | Biok ) 3 Nomor 28
Kota Tangerang Selaian

Moo delp O21-740744 2

Ditunguks acety Morans Rama Wiayawat, SH sebapm penerima protokol selaw 3 itga) lnlan
dan Majehs Fenpawas Dacrah Muatarls Fabupaten Tangerany dan Koty Tangerang Selaan

RS e ersebit

Derriiina atas perbacan dan xerisamanya Kami acapkan terima kas)

\\

I"J,‘I,
Tﬂ!hfl'fﬂm.m Mognir, SH

,

Tembusin doswamiken kepads Yii,
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